
BUPATI TORAJA UTARA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

GRAN D DESIGIV PEMBANGUNAN KEPENDUDIJKAN

TAHUN 2025-2050

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES|A

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberi arah lcagi kebijakan

kependudukan pada jangka waktu ter:tentu agar lebih

terarah, efektif, terukur, untuk m.encapai tujuan

optimal bagi kesejahteraan mariyarakat, perlu

men5rusun Grand Design Pembangunan

Kependudukan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan PaseLl 1O Peraturan

Presiden Nomor 153 Tahun 2Ol9 tentang

Grand Design Pembangunan Kependudukan,

penyelenggaraan Grand Design Pembangunan

Kependudukan, dilaksanakan Pemr:rintah Daerah

bersama Pemerintah secara terkoordinasi,

terintegrasi dan terpadu dalam satu.kesatuan sesuai

. dengan ketentuan peraturan perun.dang-undangan

dengan mengikutsertalan peran mas5.arakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangarL sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan truruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Grand Design

Pembangunan Kependudukan Tahun 2O25-2O5O;



Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahurr 2008 tentang

Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi

Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan

Lembaran Negara Republik IndonesizL Nomor 4874);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahurt 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran .Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor' 6 Tahun 2023

tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 TahurL 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Unrlang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang

Grand Design Pembangunan Kependudukan

(l,embaran Negara Republik Indonr:sia Tahun 2014

Nomor 31O);

5. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30

Tahun 2022 tentang Grand DesiEn Pembangunan

Kependudukan Tahun 2O2l-2O45 (Berita Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2O2t2 Nomor 321;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5

Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender

(Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Toraja Utara Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GRIUVD DESIGJV
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAH'UN 2O25-2O5O,
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Pasai 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan. yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangal daerah.

5. Grand Design Pembangunan Kependudukan yang

selanjutnya disingkat GDPK adalah zrrahan kebijakan

umum di bidang pembangunan kependudukan yang

mengacu kepada Rencana Pemba.ngunan Jangka

Panjang Nasional, dan dijabarkan dalam roadmap

Pembangunan Kependudukan Irrdonesia untuk

mewujudkan target pembangunan kt:pendudukan.

6. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan

terencana di segala bidang untrrk menciptakan

perbandingan ideal antara perkembangan

kependudukan dengan daya tampurrg alam dan daya

tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan

generasi sekarang tanpa harrrs mengurangi

kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang,

sehingga menunjang kehidupan banl3sa.

7. Pembangunan Kependudukan adalah upaya

mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi

pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas,
pembangunan keluarga, penataan persebaran dan

pengarahan mobilitas, serta penat,aan administrasi

kependudukan.

8. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan

dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran,

mobilitas, penyebaran, kualitas. dan kondisi
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kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi,

sosial budaya, agama, serta lingktrngan penduduk

setempat.

Pasa-i 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman untuk:

a. pencapaian rencana pembangunan di bidang

Kependudukan dan keluarga berencama; dan

b. penentuan perencanaan program kegiatan

Pemerintah Daerah untuk jangka pendek, jangka

menengah dan jangka panjang yang terkait dengan

Pembangunan Kependudukan.

Pasal 3

(1) GDPK merupakan dokumen perenc€rnaan yang

memuat kebijakan, program, dan kegiatan

Pembangunan Kependudukan u.ntuk periode

25 (dua puluh lima) tahun yaitu 2O2a;-2O5O.

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat:

a. pendahuluan;

b. analisis situasi Kependudukan dan capaian

Pembangunan Kependudukan;

c. proyeksi penduduk dan l<ondisi ideal

Kependudukan;

d. visi dan isu strategis Pembangunan

Kependudukan Daerah;

e. kebijakan dan strategi Pembangunan

Kependudukan Daerah;

f. peta jalan (roadmap) Kependudukttn; dan

g. penutup.

(3) Dokumen GDPK Tahun 2O25-2OSC: sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tercantum drrlam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan GDPK diselenggaralan ol,:h Pemerintah

Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu
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dalam satu kesatuan sesuai denlSan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(l) Dalam pelaksanaan GDPK secar€r terkoordinasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Bupati

membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK.

(2) Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK terdiri atas

unsur Pemerintah Daerah dari Perangkat Daerah

terkait dan lembaga nonpemerintah terkait serta

pihak lain yang dipandang perlu.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada aya.t (1) ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya da-lam Berita Daerah Kabupaten

Toraja Utara.

D kan il1 i Rantepao
g ge2g,,abor cn*1

A UTARA,
'.,']

.t'
il

BI,SSANG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 3 Dea 9b2<./

S DAE
o A UTARA,

c

G
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BERITA RAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2024 NOMOR I€
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR tg TAEIUN 2024
TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KABUPATEN
TORAJA UTARA TAFTUN 2025-2050

BAB I
PEIYDAHT'LUAIT

1.1. LatarBelakang

Kependudukan merupakan dimensi Pembangunan Nasional yang

penting dalam kegiatan pembangunan, karena penduduk merupakan suatu

sasaran pembangunan dalam mengatur rasio penduduJ< yang ada pada

suatu kurun waktu tertentu. Dalam hal ini peran penduduk sangat penting,

dimana kuantitas penduduk perlu untuk dikendalikan .jumlahnya dalam

suatu daerah tertentu. Demikian juga halnya dengan kualitas penduduk

perlu ditingkatkan melalui sumber daya yang ada dengan perwujudan

keluarga kecil yang berkualitas.

Kabupaten Toraja Utara merupalan salah satu kabupaten di Provinsi

Sulawesi Selatan yang memiliki karakteristik demografis tmik. Dengan luas

wilayah sekitar 1.151.47 km2 dan populasi yang terus bertambah,

kebutuhan akan pengelolaan data kependudukan yang akurat dan terkini

menjadi semakin penting. Berdasarkan data kepend.udukan, jumlah

penduduk Kabupaten Toraja Utara tahun 2023 tercatat s,ebanyak 261.652

jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,23 persen. Adapun

sebaran penduduk Toraja Utara tahun 2023 tersebar ,li 2 1 kecamatan

dengan kepadatan penduduk sebesar 227,23 jiwalkmz, tertinggi di

kecamatan Rantepao sebagai Ibu Kota kabupaten yakni 2.743,54 jiwa I krl:^z

dan terendah di kecamatan Baruppu' yaitu 44,7L jiwa/l<m2. Untuk rasio

jenis kelamin sebesar 104,22 menunjukkan setiap 100 penduduk

perempu€rn terdapat 1O4 penduduk laki-laki.

Dinamika kepadatan penduduk (demographg densityl Kabupaten

Toraja Utara juga memiliki dampak pada persebaran, mobilitas, dan juga

kualitas pembangunan penduduk. Pencapaian Indeks Pembangunan

Manusia [PM) dari tahun ke tahun mengalami l<enaikan, tetapi

peningkatannya tidak signifikan. Pada talrtn 2021, Indei<s Pembangunan
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Manusia {IPM) Kabupaten Toraja Utara sebesar 69,75, nreningkat menjadi

70,36 pada tahun 2O22 dan menjadi 71,23 pada tahun 2023. Kondisi ini

membutuhkan strategi akselerasi yang lebih efektif guLna meningkatkan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagaimana llang diharapkan.

Selanjutnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan

informasi pembangunan yang sangat penting dalam bidang pembangunan

kependudukan. Di Kabupaten Toraja Utara terdapat 77,50 persen atau

sebanyak 155.198 jiwa angkatan kerja.

Kondisi ini tidak lepas dari peran pemerintah daereLh dalam menekan

angka kelahiran, serta perubahan nilai yang terjadi terkait dengan jumlah

anak dan faktor sosial ekonomi. Kondisi pertambatian penduduk di

Kabupaten Toraja Utara yang cenderung meningkat tidak hanya disebabkan

oleh kelahiran, akan tetapi juga disebabkan karena faktor migrasi. Kondisi

Kabupaten Toraja Utara menjadi salah satu wilayah yan,g memiliki banyak

potensi ekonomi dan pariwisata yang prospektif sehingga menjadi daya tarik
penduduk daerah lain dalam melakukan perpindahan sec,ara spontan untuk
mencari pekerjaan di Kabupaten Torqla Utara.

Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu tujuan utama

dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelarr,jutan dan merata.

Kabupaten Toraja Utara sebagai salah satu daerah yang sr:dang berkembang

di Indonesia, menghadapi berbagai tantangan dalarn pembangunan,

termasuk dalam aspek kependudukan. Oleh karena itu, diperlukan suatu
panduan dan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengelola dan

mengembangkan potensi kependudukan secara efektif darr elisien.

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Toraja

Utara Tahun 2O25-2O5O disusun sebagai langkah strategis untuk menjawab

tantangan-tantangan tersebut. GDPK ini mencakup lima pilar utama yang

menjadi fokus pembangunan kependudukan, yaitu peng<:ndalian kuantitas
penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan
pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, serta pengelolaan

data dan informasi kependudukan. Setiap pilar dirancang untuk saling
mendukung guna mencapai tujuan jangka panjang yang
berkesinambungan.

1.2. Dasar Hukum

Beberapa peraturan yang menjadi dasar dalam p,:nyjlsunan GDpK
Kabupaten Toraja Utara Tatrun 2OZS-2OSO adalah sebagai berikut:
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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara .Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republil: Indonesia Tahun

20O4 Nomor 1O4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indorresia Tahun 2OO6

Nomor 124, Tambahan lembaran Negara Republil,: Indonesia Nomor

4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24

Tahun 2O13 tentang Perubahan atas Undang-Unrlang Nomor 2003

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentarlg Pembentukan

Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1Ol, Tarrrbahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2OO9 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5O8O);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2(ll4 Nomor 244,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2O23 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tefiang Cipta Ke{a

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2O14 tentalg Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan

Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5614);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahurr 2016 Nomor 114'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5887);

9. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2Ol4 tenteng Grand Design

Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Itepublik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 310);

10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tzrhun 2022 tentang

Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2O2l-2O45 (Berita

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomo.c 321;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2O10

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang l)aerah Kabupaten

Toraja Utara Tahun 2OLO-2O3O (lembaran Daerah Kabupaten Toraja

Utara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Toraja Utara Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 llahun 2OL2 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2Ol2-2O32

(Lrmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2()12 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5llahun 2Ol5 tentang

Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara

Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan l,embaran Daeral Kabupaten Toraja

Utara Nomor 47);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomc,r 3 Tahun 2O21

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah l)aerah Kabupaten

Toraja Utara Tahun 202l-2026 (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja

Utara Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan lrmbaran l)aerah Kabupaten

Toraja Utara Nomor 12O);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tor4la Utara Nomor 6 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dar:rah Tahun 2025-

2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tr*run 2024 Nomor

135, Tambahan kmbaran Daerah Kabupatetr Toraja Utara
Nomor 135).

1.3. \luan
1. sebagai salah satu pedoman untuk pencapaian renceLna pembangunan

dibidang kependudukan dan keluarga berencana untuk mewujudkan :

a. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dapeLt dilakukan lebih

optimal melalui pelayanan keluarga berencanre dan kesehatan
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reproduksi yang terjangkau, bermutu, dan efektif menuju

te rbentuknya keluarga yang berkualitas;

b. Penataan persebaran dan mobilitas pendudul: dapat diarahkan

menuju persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai

dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui

pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah dengan

memperhatikan keragaman etnis dan budaya serta pembangunan

berkelanjutan;

c. Kualitas penduduk dapat diarahkan menuju poningkatan indeks

pembangu.nan manusia melalui peningkatan layanan kesehatan,

pendidikan, dan perluasan lapangan kerja dan kesempatan

berusaha;

d. Kualitas dan ketahanan keluarga dapat ditingkatkan melalui

penguatan dan pengembangan layanan pellgasuhan balita,

remaja, dan lansia termasuk peningkatan ketahanan keluarga

dalam aspek pemberdayaan ekonomi keluarga dan lingkungan

pendukung lainnya;

e. Penataan sistem administrasi kependudukan u:rtuk mendukung

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan d:L tingkat provinsi

dan daerah, serta untuk menjamin terselenggaranya perlindungan

sosial dan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat;

2. sebagai pedoman penentuan perencanazrn prr)gram kegiatan

Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara untuk jangka pendek,

jangka menengah dan jangka panjang yang terkait dengan

pembangunan kependudukal.

1.4.

1.

Sasaraa

mewujdukan pembangunan berwawasan kependudukan yang

berdasarkan pada pendekatan hak asasi manusia unttrk meningkatkan

kualitas penduduk dalam rangka mencapai pembangunan

berkelanjutan bercirikan ketahanan sosial, ekonomi, budaya tinggi,

cerdas dan berkarakter serta mampu merencanakan sumber daya

manusia optimal;

Pencapaian utindou of opporfunitg melalui pengel:laan kuantitas

penduduk dengan cara pengendalian angka kelahir:an, penurunan

angka kematian dan pengarahan mobilitas penduduk.
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1.5. RuangLiagkup

Gran-d Design Pembangunan Kependudukan Kabup,aten Toraja Utara,

mencakup gambaran tentang ciri-ciri kependudukan dengan segala aspek

yang terkait didalamnya baik kondisi terkini dan yang al<an datang, serta

arah kebijakan pembangunan kependudukan, yang meliputi:

1. Kuantitas Penduduk, meliputi jumlah penduduk, dan faktor yang

berpengaruh terhadap jumlah penduduk meliputi fr:rtilitas, mortalitas,

dan migrasi;

2. Kualitas Penduduk meliputi indeks pembanguna:r manusia beserta

dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi;

3. Pembangunan Keluarga meliputi ketahanan dan kesejahteraan

keluarga dari aspek peningkatan kualitas pengasurhan balita, remaja

dan lansia, serta penguatan ekonomi keluarga;

4. Persebaran dan Mobilitas Penduduk meliputi pola persebaran

penduduk, mobilitas pernanen dan non pernanen;

5. Penataan Administrasi Kependudukan melil>uti administrasi

pencatatan dan pelaporan sipil kependudukan yang terkait dengan

pembangunan berwawasan kependudukan.

1.6. Metode Aaallsls

Metode analisis yang digunakan dalam penlrrsunan Dokumen Grand

Design Pembangunan Kependudukan 2025-2050 ini, adalah analisis

deskriptif kuantitatif yang bersumber pada data sekr-rnder, data fungsi

perkiraan, data proyeksi, serta perkiraan angka kedepan berdasarkan

proporsi pada data tahunan yang tersedia.

1.7. Sumber Deta

Data yang digunakan dalam Penyusunan Dokunten Grand Design

Pembangu.nan Kependudukan, bersumber dari data BPS Kabupaten Toraja
Utara, BPS Provinsi Sulawesi Selatan, BPS Republik Indonesia, Sensus

Penduduk dan data Susenas, data Perangkat Daerah Kabupaten Toraja
Utara. Selain itu sumber data yang bersumber dari dolmmen perencanaan

daerah dalam bidang kependudukan.

1.8. Peagetttan Unum
l. Grand Design Pembangunan Kependudukan yalg selanjutnya disingkat

GDPK adalah arah kebijakan yang dituangkan datam program lima
tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan
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target pembangunan kependudukan;

2. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri

utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas,

kondisi, kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial,

budaya, agama serta lingkungan penduduk tersebut;

3. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi,

sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuan titas, peningkatan

kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan

pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan;

4. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan

antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal;

5. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan

non Iisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan,

produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemand.irian, kecerdasa-n,

sebagai dasar untuk mengembangkan kemampuan kehidupan sebagai

manusia yang berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup

layak.

6. Keluarga adalah unit terkecil dalam penduduk yang terdiri dari suami,

istri atau suami, istri, dan analnya atau ayah dan anaknya atau ibu

dan anaknya;

7. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewtrjudkan keluarga

berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehal.;

8. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang

memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengan dung kemampuan

fisik-materiil guna hidup mandiri dan mengeml:angkan diri dan

keluarganya untuk hidup harmonis daiarn meningkatkan

kesejahteraan dan kebahagiaan ;

9. Keluarga berkualitas adalah kondisi keluarga yangl mencakup aspek
pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kernaldirian keluarga
dan mental spiritual serta nilai-niai agama yang merupakan dasar

untuk mencapai keluarga sejahtera.

10. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas
perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual
dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuheur yME, memiliki
hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar €mggota dan antara
keluarga dengan penduduk dan lingkungan;
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11. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala

bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan

kependudukan dengan daya dukung alam dan daya tampung

lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekaralg tanpa harus

mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mr:ndatang, sehingga

menunjang kehidupan bangsa;

12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegirltan penataan dan

penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan

melalui penda-ftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi

administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh

instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan htrkum sebagai alat

bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk

dan pencatatan sipil;

l4.Data Kependudukan adalah data perseorangan atau data agregat yang

struktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran pendud uk dan pencatatan

sipil;

15. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan

melewati batas administrasi daerah;

16. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara

keruangan;

17. Penyebaran Penduduk adalah upaya mengubah s,ebaran penduduk
agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya ,lukung dan daya
tampung lingkungan;

18. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan bir>data penduduk,
pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan
penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan
Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas, atau surat
keterangan kependudukan ;

19. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh
seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana
Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang diala:ni penduduk yang
harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau
perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda pendudul< dan/ atau Surat
Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perul:ahan alami, serta
status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
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20. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi

kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan

anak;

21. Pengesahan anak, perubahan narna dan lrcrubahan status

kewarganegaraan;

22.Nomor Induk Kependudukan adalah Nomor identitas penduduk yang

bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pa,Ja seseorang yang

terdaftar sebagai penduduk Indonesia;

23.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, sr:lanjutnya disebut

SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi

dan komunikasi untuk memfasilitasi pengriolaan informasi

administrasi kependudukan ditingkat penyelenggiara dan instansi

pelaksana sebagai satu kesatuan Data adalah fakta yang ditulis dalam

bentuk catatan, gambar atau direkam kedalam bentuk media.

24. Fertilitas diartikan sebagai kemampuan seorang ''ranita/ sekelompok

wanita untuk melahirkan dalam jangka waktu satu generasi atau

selama masa subur;

25. Kematian atau Mortalitas adalah satu dari tiga kcmponen demografr

yang berpengaruh terhadap struktur dan jumlah penrduduk;

26. Angka Kelahiran Total ada-lah rala-rata jumlah an:rk yang dilahirkan

oleh seorang wanita sampai dengan berakhir masa rt:produksinya;

27. Rasio Jenis Kelamin adalah suatu angka y€rrg menunjukkan

perbandingan jenis kelamin antara banyaknya penduduk laki-laki dan

penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu t(rrtentu;

28. Perkembangan kependudukan adalah segala kegiatan yang

berhubungan dengan perubahan keadaan penducluk yang meliputi

kuantitas, kualitas dan mobilitas yang mempunyai lrengaruh terhadap

pembangunan dan lingkungan hidup;

29. Mobilitas Penduduk adalah gerak penduduk dari dae rah asal ke daerah

tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembati ke daerah asal pada

hari yang sama;

30. Mobilitas Penduduk Permanen (Migrasi) adalah perpindahan penduduk

dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempELt ke tempat lain
melewati batas administratif (Migrant Internal) alau batas politik /
Negara (Migrant Internasional);

31. Mobilitas Penduduk Non Permanen adalah perpirrdahan penduduk
dengan tujuan untuk tidak menetap dari suatu tem.pat ke tempat lain
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melelvati batas administratif;

32. Migrasi Seumur Hidup adalah bentuk migrasi dimana pada waktu

diadakan sensus tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat

tinggal kelahirannya;

33. Migrasi Risen adalah bentuk migrasi melewati batas administrasi

(Kabupaten/ Provinsi) dimana pada waktu diadakan sensus bertempat

tinggal di daerah yang berbeda dengan tempat tinggrrl lima tahun yang

lalu;

34. Angkatan ke{a addah penduduk yang berusia 15 tahun keatas;

35. Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah rasio jumlah angkatan ke{a
terhadap jumlah penduduk usia ke4'a;

36. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja dan mencari

pekerjaan. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang

sekolah atau mengurus rumah tangga atau lainnya;

37. Tingkat pengangguran terbuka adalah rasio juml.ah pengangguran

terbuka terhadap jumlah angkatan kerja;

38. Lahir Hidup adalah suatu kelahiran bayi tanpa raremperhitungkan

lamanya di dalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan talda -
tanda kehidupan pada saat dilahirkan;

39. l,ahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang

berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjulJen tanda-tanda

kehidupan pada saat dilahirkan;

40. Angka Kematian bayi/IMR adalah banyaknya kenratian bayi usia

kurang dari satu tahun (0- I 1 bulan) pada suatu p,eriode per 1.00O

kelahiran hidup pada pertengan periode yang sama;

41. Angka Kematian Ibu/MMR adalah baryaknya kenratian ibu pada

waktu hamil atau selama 42 t.eri sejak terminasi kehamilan per

1OO.0OO kelahiran hidup, tanpa memandang larna dan tempat

kelahiran yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya;

42.Angka partisipasi sekolah (APS), adalah proporsi penduduk bersekolah

menurut golongan umur sekolah;

43. Angka partisipasi murni (APM), adalah persentase jumlah peserta didik

SD pada usia 7-12 tahun, jumlah peserta didik SLTP usia 13-15 tahun,
jumlah peserta didik SLTA usia 16-18 tahun dan jumrah peserta didik

PTN/PTS usia 19-24 tahun dibagi jumlah penduduk: kelompok usia

dari masing-masing jenjang pendidikan;
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44. Ang]<a partisipasi kasar (APK), adaiah persentase jumlah peserta didik

SD, jumlah peserta didik SLTP, jumlah peserta didik SLTA, jumlah

peserta didik PTN/PTS dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia

masing - masing jenjang pendidikan (SD usia 7-12 tahurr, SLTP usia

13- 15 tahun, SLTA usia 16-18 tahun, PTN/PIS usieL 19-24 tahun;
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BAB II
ANALISIS SITT'ASI I(EPEI{DUDT'IIAN DAIT

CAPAIAIS PEMBAITGUI{AIT XEPEI{DI'DT'I(IUT

2.1 Kondlei Geografls dan Kerllayahan
2.1.1 l.ctat daa Kondisl Geografts

Kabupaten Tor4ia Utara secara astronomis terletak diantara 2" 40' - 3"

25' Lintang Selatan dan 119o 30' - 120" 25' Bujur Timur dan berada di

bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibukota adalah Rantepao.

Kabupaten Toraja Utara merupakan kabupaten termude. yang bedarak t
330 km dari ibukota provinsi yang dapat diakses baik melalui darat

maupun udara. Terletak pada daerah ketinggian sekitar 704-1.646 mdpl

dan memiliki iklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 14"-26"

celcius dengan tingkat kelembaban udara antara 82 o/o - 86'o/o.

Secara Administrasi wilayah Kabupaten Toraja Utalr terbagi menjadi

21 kecamatan dengan 111 lembang/ desa dan 40 kelurahan. Luas

keseluruhan wilayah Kabupaten Toraja Utara tercatat L.llil,47 km persegi,

yang terletak membentang dari selatan hingga ke utara. dan berbatasan

dengan:

. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara

dan Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi

Barat.

. Sebelah Timur : Berbatasan Kabupaten Luwu dan kota

Palopo

o Sebelah Barat : Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat

a Sebelah

Selatan

Berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja

12



Gambar 2.1
Peta Adminlstraal Kabupaten Torqia Utrara

ta

-S'.p+* **.'."".,*-- - -

Sumber : RTRW Kab. Toraja Utara Tafu)n 2012-2023

Kondlgl topografl Kabupaten Torqla Utara terdiri dari tiga kelompok

sebaran yaitu:

o Sebaran ketinggian 500 - 1.000 mdpl, meliputi Ket:amatan Rantepao,

Sesean, Tallunglipu, Kesu', Tondon, Balusu, st:bagian Nanggala,

Sanggalangi', Buntao' dan sebagian Rantebua.

o Sebaran ketinggian I.OOO - 1.500 mdpl, meliputi Kecamatan

Kapalapitu, Tikala, sebagian Sesean Suloara', sebal3ian Bangkelekila,,

dan sebagian Rindingallo.

o Sebaran ketinggian 2.000 - 2.500 mdpl, meliputi Kecamatan Buntu
Pepasan dan Kecamatan Baruppu'.

13
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Gambar 2.2
Pcta Topografl Kabupaten Torqia Utara

a

&tmber : Dolumen I{LHS RPJPD dan RPJMD Kab, Toraja Utard, t1024

Kondlsl kelerengan wtlayah Kabupaten Toraja Utarre didominasi oleh

tiga kelompok sebaran kelerengan kelerengan yaitu :

o Sebaran kelerengan 8 - L5o/o dominan berada diwilayah tengah ke

selatan, yang didalamnya terdapat Kecamatan Sr:sean, Rantepao,

Balusu, Tondon, Kesu', sebagian Nanggala, Buntao' dan sebagian

Kecamatan Rantebua, sebaran lainnya berada di bagian utara yang

meliputi sebagian wilayah Buntu Pepasan dan Baruplru'.

. Sebaran kelerengan 25 - 4Oo/o dominan terdapat pada bagian tengah

hingga utara yang meliputi Kecamatan Sa'dan, sebagian Sesean

Suloara' sebagian Buntu Pepasan, sebagian Rindingr{lo dan sebagian

Baruppu'.

o Sebaran kelerengan >4O%o terdapat pada bagran utara yang meliputi

sebagian wilayah Kecamatan Kapalapitu, sslagran Sesean Suloara,

sebagian Baruppu'dan sebagian Kecamatan Buntu Pepasan.
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Glambar 2.3
Peta Kemlrlngan Lereng Kabupaten Torqla Utara

Sumber : Doktmen KLHS RPJPD dan RPJMD Kab. Toraja Utara, 1'1024

Dalam Sistem perkotaan Pengembangan KabupeLten Toraja Utara

diarahkan untuk mendukung peran strategis daerah sebagai Kawasan

Strategis Nasional (KSN) dari sisi kepentingan budaya. yang dituangkan

dalam PP Nomor 26 Tahun 20O8 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (RTRWN). Pada Tahun 2Ol9 Pemerintah menambah dan

menetapkan Kabupaten Toraja Utara sebagai salah satu KSPN Nasional

tambahan bersama KSPN Mendeh. Posisi Toraja Utara dalam pengembangan

wilayah di Sulawesi Selatan sebagai sentra pengpmbangan sektor

kepariwisataan diharapkan mampu membuka pusat pr3rtumbuhan baru,

terutama disektor industi kreatif dan kepariwisataan. Hal ini didukung oleh

potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Toraja Utara baik potensi

sumber daya alam, kepariwisataan, ekonomi maupun kultural dan budaya.

Daerah Aliran Sungal (DASf yang terdapat di Kabupaten Torqja Utara

sebanyak 6 DAS, wilayah DAS tersebar diseluruh Kecamatan Kabupaten

Toraja Utara diantaranya DAS Karama dengan luas 1').656,18 ha, DAS

Paremang dengan luas 12.813,74 ha dan DAS Saddang seluas 93.205,48 ha,

dan DAS Saddang merupakan DAS terbesar. Sungai Sa'dan yang ada di

Kabupaten Toraja Utara digunakan sebagai Air Baku untuk PDAM di
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Kabupaten Toraja Utara yang melayani kurang lebih 10 Kecamatan.

Sedangkan Kecamatan lain masih mengandalkan sungai-sungai kecil

maupun sumber mata air lain yang tersebar di hampir somua kecamatan di

Kabupaten Toraja Utara. Sungai ini mengalir dari Kabupaten Toraja Utara,

Tana Toraja, Enrekang sampai ke Makassar. Sungai ini ju.ga menjadi sumber

pembalgkit tenaga listrik.

Danau dan Wadut juga menjadi salah satu sumber penghidupan bagi

masyarakat. Dimana seperti yang kita ketahui bahw,a Danau maupun

Waduk merupakan salah satu sumber air bagi penghidupan manusia.

Kabupaten Toraja Utara juga mempunyai Danau dan Waduk walaupun kecil

dan sifatnya masih alami. Hanya saja jumlah ketrcradaannya belum

diketahui secara pasti dan keberadaannya tersebar dikec,amatan mana saja.

Salah satu yang diketahui adalah bendungan atau waduk ToXarau' di

Kecamatan Sa'dan yang berfungsi sebagai sumber air untuk pertanian

masyarakat di Kecamatan Sa'dan dan sekitarnya.

Air tanah adalah bagian dari ajr dialam yang berada di bawah

permukaan tanah. Air tanah terbentuk melalui siklus peredaran air di bumi

yang dikenal sebagai siklus hidrologi, yang merupakan proses alami dimana

air dialam bergerak secara berurutan dan terus menerus. Kondisi Hidrologi

di Wilayah Toraja Utara memiliki air tanah yang sebagian besar berasal dari

air hujan, yang sebagian mengalir dipermukaan. Berdarsarkan kondisi air
tanah di Kabupaten toraja Utara memiliki mata air de::rgan pemanfaatan

aliran sungai bawah tanah dan air permukaan dan mata air dengan system

perpipaan secara gravitasi. Berdasarkan data kondisi reitr di Kabupaten

Tor4fa Utara yang mendominasi kondisi debit air tetap mencapai 84,54o/o

dari keseluruhan wilayah dengan luas 1O9.174,61 Ha, kemudian kondisi

debit air air bervariasi mencapai 15,46a/o dengan luas 19.9t59,87 ha. Adapun

lebih jelasnya mengenai kondisi hidrologi debit air pada Kabupaten Torqla

Utara sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kondlal Alr Taaah dl Xabupaten ToraJa Utara

Awan Rantekarua 4.520,08 9.793,24

Balusu 3.462,32

5.273,16

3.462,32

Bangkelekila 1.391,s4 162,Otl 1.553.57
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33.615,8830,s9Baruppu' 33.585.49

3.7 17,613.7t7,61Buntao'

15.085,441.t97,';2Buntu Pepasan t3.aa7,72

3.312,523.3r2,:;2Denpina

2.085,40Kapalapitu

2.t83,742.t83,74

2.085,rt0

Kesu'

la.2to,o7Nanggala 10.210,07

10.t25,45 10. r25,45Rantebua

1.20t,96Rantepao 983,13 218,ti3

2.156,67 4.765,70Rindingallo

I 1.323,33

2.6Ct9

11.323,33Sa'dan

Sanggalangi 3.626,80 3.626,80

Sesean 2.193,59 2.193,59

Sesean Suloara' 367,87 t.643,34 2.01 I , 19

Sopai 1.474,63 1.896,5 1 3.37r,14

Tallunglipu 891,50 891,50

Tikala 584,32

Tondon 2.448,77 2.448,77

ToraJa Utara LOg.174,6L 19.959,87 t29.134,48

Persentaac (%l 84,54 15,46 lOO,OO

Sumber : Dolatmen KLHS RPJPD dan RPJMD Kab. Tomja Utara, 2024

2.1.2 Ponggunaaa Lahan

Kondisi tata guna lahan Kabupaten Toraja Utara Berdasarkan

interpretasi foto udara, maka tutupan lahan di wilayah Kabupaten Toraja

Utara masih didominasi oleh hutan rimba yaitu seluas 69.1238,16 ha, disusul

oleh penggunaan lahan beruapa semak belukar yaitu sehras 32.942,53 ha,

sedangkan tutupan lahan terendah adalah berupa tanah kosong/ gundul
yaitu seluas 2,67 }:,'a.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Toraja

Utara, rencana peruntukan penggunaan lahan di Kabupaten Toraja Utara
adalah sebagai berikut:

t7
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1

Tebel2.2
Peaggunaen Lahan Torqia Utara

Kawasan Llndung

Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam

dan Cagar Budaya

Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan Budidaya

Kawasan Hutan Produksi

Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan Pertanian

Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan Industri

Kawasan Pariwisata

Kawasan Permukiman

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

s2.209,69

t.449,98

96,77

65.400

428,54

4.456,92

32.O43

387,46 ha

35,73 Ha

9.865

115.147,0

Stmber: Dolumen RTRW Kabupaten Tomja Utara, Tahun 2012-2032

2.1.3 Daya Dukuag dan Daya Tarnpung Ltngkungan Hidtup

Kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) di Kabupaten Toraja

Utara didasarkan pada kemampuan lingkungan menrenuhi kebutuhan

makhluk hidup untuk menyediakan energi pangan dan air bersih. DDLH

penyedia Pangan dan DDLH penyedia air bersih disajikan pada tabel berikut:

?abel 2.3
DDLH Penycdia Pangan dan Penyedia Llr

ToraJa Utara Tahun 2O23

1
Awan Rante

Karua
19.816.804.098 116.942.006

2 Balusu 4.574.855.436 38.480.879

3 Bangkelekila -760.853.401 15.70a..561

4 Baruppu 67.797.a46.943 449.rO5.167

5 Buntao 3.409.64A344

6
Buntu

Pepasan
25.21O.89t.927

18
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31.153.7633.161.792.6227

Dende

Piongar

Napo

16.t90.7248 IG,palapitu s05.516.433

11.160.208-8.O25.974.2219 Kesu

t9.725.2a9.O15 124.732.65210 Nangala

23.O17.062.O79 126.134.977I1 Rantebua

-7.540.24812 Rantepao - 18.301.862.518

13 Rindingallo 6.151.247.935 42.334.t94

14.06i.633.455 116.859.761l4 Sa'dan

36.276.O8115 1.559.285.099

13.820.7 4716 Sesean -3.348.O04.128

t7
Sesean

Suloara
621.4t 1.240 17.I41.955

Sopai -2.070.927.239 27.314.354

Tallunglipu -5.100.186-12.a45.624.295

20 Tikala -1.746.480.015

2t Tondon -541.687.414

ta.o47.291

25.314.390

Total 47.64L.4L7 ,231 L65-222.025.Lt2 -12.640.434 1.rt53./03.Gr9

Stmber: Dok. KLHS RPJPD Kab. Toraja Utara 2025-2045

Berdasarkan 19awas diatas terlihat hanya 2 Kecamatan yang belum

melampaui kebutuhan air. Hal ini disebabkan karena Ke<tua Kecamatan ini
merupakan Ibukota Kabupaten Toraja Utara yang g:at pembangunan

Iisiknya mengalami kemajuan pesat. Hal ini tentu saia mempengaruhi

ketersediaan lahan yang semakin menipis di daerah perkotaan.

2.1,4 Poteaai Peagembaaga! Wtlayah Kawasan Budldayt

Potensi pengembangan l9awasan budidaya di Kabupaten Toraja Utara

diarahkan dengan mengacu pada RTRW Kabupaten Toraja Utara yang

diharapkan dapat mendukung pengembangan pusat-pusat. pertumbuhan di

Kabupaten Toraja Utara melalui pengembangan l9a.wasan budidaya

dialtaranya meliputi: Kawasan hutan Ralryat, Kawasan, Kzrwasan pertanian,

Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, Kawasan Ka wasan Tanaman

Tahunan/ Perkebunan, Kawasan Pertambangan, dan Kawasran Pariwisata.

Kawaaan Hutan Produksi sebagaimana definisi dari pada hutan yang

tertuang dalam UU Nomor 14 Tahun 1999 tentang Kr:hutanan, adalah

kesatuan ekosistem bempa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati

yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang

19
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satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Maka keberadaan hutan rakyat

memberikan kontribusi nyata dalam menjaga kelestarian sumber daya air,

disamping hutan lindung dan hutan produksi. Hutan Rakyat di wilayah

Kabupaten Toraja Utara tersebar di delapan wilayah llecamatan, dengan

luas keseluruhan adalah 5.26O,5 ha.

Tabel 2.4
Luas dan Sebaran Hutan RakYat

Dt WilaYah KabuPaten Toraja Utara

Sumber : RTRW Kabupaten Toraja (hara Tahun 2012-2032

Kawasan Peruatukan Pertanlan adalah kawasan yang diperuntukkan
bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertani an lahan basah,

kawasan pertanian lahan kering dan kawasan pertanian tanaman

t.067,o7.749,O1 Dende Piongan Napo

7.425,O2 Rindingallo

5.425,OAwan Rante Karua5

8.484,0Rantebua4 899,0

2.t68,O5 Sesean Suloara

4.727,OKapala Pitu6

4.005,07 Sesean

8 Bangkele Kila 2.100,o

2.600,09 Kesu

1.445,010 Buntao 4.950,0

11 Baruppu t6.2t7,O

t2 Tallunglipu 942,O

13 Sa'dan t25,O8.049,0

t4 Nanggala 6.800,0

15 Rantepao L.O29,O

16 Tondon 3.600,0

120,O

t7 Buntu Pepasan 13.172,O

18 Tikala 2.344,O 561,0

19 Sanggalangi 3.900,o 1.033,5

20 Sopai 4.764,O

27 Balusu 4.651,0

10,0

Jumlah 115.147,0 5.260,5
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tahunan/perkebunan, perikanan dan peternakan. Kawasan Pertanian

memiliki fungsi utama antara lain: li menghasilkan baha:r pangan, palawija,

tanaman keras, hasil petemakan dan perikanan, 2/ sebagai daerah resapan

air hujan untuk kawasan sekitarnya, 3/ membantu pe nyediaan lapangan

ke{a bagi masyarakat setempat.

1. Kawasan tanaman pangan lahan basah merupakan kawasan yang

diperuntukkan bagi tanaman pangan lahaa basah dimana

pengairannya dapat diperoleh secara alamialt maupun teknis.

Rencana Pengembangan kegiatan pertanian Laha.n basah di wilayah

Kabupaten Toraja Utara sebagian besar berada di wilayah tengah

meliputi Kecamatan Sopai, Tondon, Nanggala, Buntao, Sanggalangi,

Kesu, Balusu dan Sesean. Dimana luas areal perlanian lahan basah

keseluruhan saat ini adalah 10.960 ha atau sebersar 9,52% dari luas

wiilayah kabupaten. Kecamatan Sopai merupallan wilayah paling

potensial dalam hal kegiatan pertanian lahal basah, disusul

Kecamatan Nanggala dan Kecamatan Sanggalangi. Untuk

Pengembangan kegiatan lahan basah di Kabupaten Toraja Utara,

sebagaimana hasil analisis kesesuaian lahan maka diperlukan

beberapa masukan untuk peningkatan kesesuaian lahan seperti

pengembangan irigasi teknis. Selengkapnya mengenai arahan

peruntukan kegiatan pernainan lahan basah di Kabupaten Toraja

Utara.

2, Kawasan Tanaman Pangan Lahan Kering merupe.kan kawasan yang

diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan keri ng untuk tanaman
palawija, hortikultura atau tanaman p,angan tahunan.

Pengembangan Kegiatan pertanian lahan kering di wilayah

Kabupaten Toraja Utara hampir merata di seluruh wilayah, yang

mengindikasikan bahwa budidaya kegiatan ini cukup sesuai

terutama pada kawasan pedesaan. Selengkapnya mengenai arahan
peruntukan kegiatan pertanian tanaman pangan lahan kering.

3. Kawasan Pertanian tanaman tahunanlperkeb,unan merupakan
kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tatLunan/ perkebunan

yang menghasilkan baik pangan dan bahao baku industri.
Pengembangan kegiatan budidaya tanaman tah.unan/perkebunan
di wilayah Kabupaten Toraja Utara diarahkan pada beberapa

kawasan sentra penghasil komoditas unggulan daerah ini berupa
Kopi Arabika pada wilayah-wilayah Kecamatan, meliputi:
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Kecamatan Rindingallo, Awan Rante Karua, Kapala Pitu, Baruppu,

Denpina dan Tikala. Kemudian wilayah Kecarlatan Rindingallo'

Buntu Pepasan dan Baruppu dari geomorfologi rvilayah juga cukup

prospek dengan pengembangan Komoditas tananran teh.

Tabel 2.5
Arahan Lolest Peruntukan dan Komodltas U nggulen

Tanaman Pangan dan Perkebunaa Torqia Utara

Sumber: RTRW Kabupaten Torqja Utara Tahun 2O12-2032

Ket: O1A = Padi

O2B = Jagang, Ubi kaga, Ubi Jalar, Kacang-Kacangan, Saguran

O3C = Kopi Arabika, Kopi Robusta, Vanili, Coklat, Cengkeh

O3CC = Kopi Arabika, Kopi Robusta" Vanili, Coklat, Cengkelq Teh

03colA t.434 o28 8481
Dende Piongan
Napo

731

895 OSCC2 Rindingallo 556 oiA 1.767 02B

o1A 1.330 865 03cAwan Rante
karua

727

527 o1A

o2B

028 s93 03c4 Rantebua

03c5
Sesean
Suloara

248 o1A 636 o28 413

850 03c6 o1A 1. 131

7 Sesean 647 o1A 6t7
o2B
028 609 03c

434 03c8 Ba-ngkele Kila 577 olA 424 o28
9 Kesu 520 otA 98 o28 340 03c

632 03c10 Buntao s98 o1A 913

11 312 t.250 762 03ccBaruppu o1A
o28

t2 Tallunglipu 392 olA 54 o2B JI 03c
13 Sa dan 559 olA 173 o28 474 03c
l4 Nanggala 819 olA 956 526 03c
15 Rantepao 427 olA 66

o2B
o2B 198 03c

16 Tondon 565 olA 326 o2B 547 03c

17
Buntu
Pepasan

456 o1A 304 174 O3CC

i8 Tikala 427 o1A 332

o2B

o28 8i9 03c
19 Sarggalangi 744 o1A 309 o28 1.037 03c
20 Sopai 923 o1A 569 o28 661 o3c
21 Balusu o1A t.299 195 03c

Jumlah 10.960 4.620

o28

2.309
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Karssar Pertambaagan sesuai dengan Ketentuan Pasal 8 UU Nomor 4

Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara, ,Cisebutkan bahwa

kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelola.an pertambangan

mineral dan batubara, antara lain: Pemberian lzin Usreha Pertambangan

(IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Kewenangan Pemerintah

Kabupaten ini sejalan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah, yang tentunya akan berimplikasi pada elisiensi

prosedur da-lam pengelolaan potensi pertambangan di daerah dan dapat

memotivasi pemerintah Kabupaten Toraja Utara l*rususnya untuk

mempromosikan potensi sektor pertambangan mineral di daerahnya kepada

investor luar untuk mengelola bahan tambang mineral yang ada, terkait

dengan pendapatan daerah dari kegiatan eksplorasi perbLrnbangan tersebut

(Pasal 129 UV/4l2OO9l.

Kawasan Peruntukan Pertambangan Memiliki fungsi rUtama antara lain:

1) menghasilkan barang hasil tambang yang meliputi bahan galian

pertambangan secara umum dan golongan bahan galian C, 2) mendukung

upaya penyediaan lapangan kerja, 3) Sumber pemasukan dana bagi

pemerintah daerah (dana bagi hasil) sebagaimana diatur drrlam UU/33/2OOa

Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat,lan Daerah.

Pengembangan Kegiatan Pertambangan di wilayah Kabupaten Toraja

Utara untuk golongan bahan galian C terdapat dibebe:rapa lokasi yang

dilintasi Sungai Sa'dan dan Sungai Maiting serta sungai-sungai kecil

lainnya. lokasi-lokasi tambang bahan galian C tersebut berada di

Kecamatan Sa'dan, Balusu, Tondon, Tallunglipu, RantepeLo dan Kesu yang

memanfaatkan sungai Sa'dan sebagai sumber daya bahan tambang tersebut.

Sementara untuk Sungai Maiting lokasi eksplorasi bahan galian C berada di

wilayah Kecamatan Kapala Pitu dan Dende Piongan Napo. Untuk lokasi

lainnya dengan sumber daya bahan galian C dari sungai-sungai kecil

terdapat di wilayah Kecamatan Buntao dan Sanggalangi.

Sementara untuk potensi bahan tambangan Golongm B, terdapat di

wilayah Kecamatan Buntu Pepasan (Lembang Talimbangan) dan Kecamatan

Sa'dan (Lembang Sangkaropi) berupa mineral biji besi baja, emas dan

tembaga. Jika telah dilakukan eksplorasi bahan teimbang tersebut

hendaknya mempertimbangkan dengan matang mengr:nai dampaknya

terhadap lingkungan sekitar, mengingat daerah tersebut berada di daerah

ketinggian (> 2.000 mdpl) sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap

daerah bawahannya.
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Kawasaa Parlwleata memiliki fungsi utama antara lain: 1)

memperkenalkan, mendayagunakan dan melestarikan nilai-nilai

sejarah/budaya lokal dan keindahan aJam, 2) mendukunl3 upaya penyediaan

lapangan ke{a yang pada gilirannya dapat mening6Jalkan pendapatan

masyarakat di wilayah dimana obyek wisata tersebut br:rada. Jenis Obyek

wisata yang diusahakan dan dikembangkan di karvasan peruntukan

pariwisata dapat berupa wisata alam ataupun wisata sejarah dan konservasi

budaya. Kabupaten Toraja Utara sebagai Daerah Tuj'uan Wisata (DTW)

Internasional memiliki objek dan daya tarik q/isata unggulan berupa

keunikan budaya dan panorama alam. Dalam kebija}:an pengembangan

kepariwisataan Toraja Utara menempatkan beberapa Kawasan Wisata

Prioritas dan telah menjadi obyek kunjungan (destirrasi) Utama Turis

Mancanegara dan domestik, antara lain:

Tabel 2.6
Kawaean Wisata Horitae
ToraJa Utara Tahun 2(D3

1

Ke'te Kesu Kec. Kesu'

Bangunan dengan arsitektur
tradisional berupa. TorEkonan dart
Alang Sura' (lttmb ang padi), tempat
menyimpan mayal: berupa erong darr
patane, tebing batu sebagai tempat
pemakaman lliang lo'kol, pengrajin
ukiran dan pahatzm, pesta adat di
sebuah lapangan (rante)

2

Sa'dan To' Barana Kec. Sa'dan

Proses pembuatan kain tenunan khas
Toraja dan Tongkc nan serta
Panorama Alam Sungai Sa'dan yang
indah

3 Sa'dan
Sangkombong/

Galugu Dua
Kec. Sa'dan

Tongkonan Tertua di wilayah Sa'dan
dan yakni Tongkornn Lagukna
Galugu Dua

4
Batutumonga

Kec, Sesean
Suloara'

Keindalan Panorama Alam dan
trekkirq

5

londa
Salggalangi'

Kec

Gua alam sebagai tempat
pemakaman (iang lo'la) dengan
24ociaJ24 1.000 m, juga ada benteng
pertahanan yang bernama
Tarangenge

6 Rumah Adat
Palawa'

Kec. Sesean
Tongkonan yang telah berupa pulhan
tahun dalam satu l<awasarr

7 Negeri di atas
Awan Lolai

Kec. Kapala Pitu Keindahan Paloratna Alam

Sumber: Data diolah, 2024
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Disamping obyek-obyek wisata prioritas tersebut di atas, wilayah

Kabupaten Toraja Utara masih cukup banyak jumlah dan jenis obyek-obyek

wisata lainnya yang juga potensial dikembangkan sehingga dapat menjadi

obyek kunjungan turis mancanegara maupun 25ocial25k, yakni:

1. Benteng batu, kuburan alam, benteng Pongtil<u, Kuburan Batu

Pongtimbang, air terjun, prosesi adat Ma'nerrek di Kecamatan

Baruppu.

2. Kawasan agrowisata Rindingallo, benteng Pongtiku, air terjun,

Tongkonan dan Makam Pongtiku, arum jeram Sungai Maiting di

Kecamatan Rindingallo.

3. Kuburan batu Lo'ko Mata dan Pana'di Kecamata:n Sesean Suloara.

4. Kawasan Rumah Adat (Tongkonan) Penanian dinrana terdapat pula

habitat Kelelawar, Keindahan Panorama Kambuno, dan air terjun di

Kecamatan Nanggala.

5. Padang Savana, keindahan panorama alam, situne purbakala, arum
jeram Sungai Maiting di Kecamatan Buntu Pepas:m.

6. Museum NeGandeng di Kecamatan Balusu.

7. Air Terjun, Rumah adat Siguntu, kerajinan bzLtu di Kecamatan

Sopai.

8. Benteng Mamulli @enteng Pertahanan Pongitku), Benteng Pong

Ka do di Kecamatan Kapala Pitu

9. Tongkonan Buntupune (Warisan Budaya Dunia) l3a'tan Kecamatan

Kesu'.

10. Tongka' di Kecamatan Tallunglipu

11. Kollo-kollo di Kecamatan Balusu

12. Rante Karassik {Tempat Upacara Rambu SoloJ di l(ecamatan Kesu'.

13. Buntu Barana'dan Maelimbunna Kecamatan Tikala

14. Kongkang di Ba'tan Kecamatan Kesu'

15. Agrowisata Andulan Sa'dan Matallo Kecamatan Balusu

16. Kalimbung Bori di Kecamatan Sesean.

2.2 Aaalisia Situaai Kepeadudulen dan Capaiaa Penbangunan

Kependudukan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahtrn 2014 tentang

Grand Design Pembangunan Kependudukan, 5 (lima) pilar pembangunan di

bidang kependudukan terdiri dari: 1) Pengelolaan Kuantitas Penduduk, 2)

Peningkatan Kualitas Penduduk, 3) Penataan persebaran dan pengarahan
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mobilitas penduduk, 4\ Pembangunan Keluarga

Penataan informasi kependudukan. Pada bab ini,

informasi saat ini terkait 5 (lima) pilar tersebut.

Be rkualitas, dan 5)

diuraikan data dan

2.2.1 Kuantltas Penduduk

Pada aspek kuantitas penduduk, kondisi kependudukan yang perlu

diperhatikan adalah jumlah penduduk, laju pertumbuheLn penduduk, rasio

penduduk menurut jenis kelamin, struktur penduduk, serta 26ocial yang

mempengaruhi kuantitas penduduk yang meliputi fertililas, mortalitas, dan

migrasi.

2.2, l.L Jumlab Penduduk

Jumlah penduduk pada suatu wilayah atau daerah pada dasarnya

dapat dikelaskan sebagai suatu modal atau beban pembangunan.

Pernyataan ini didasarkan atas kenyataan bahwa jumhh penduduk yang

banyak jika disertai dengan kualitas yang memadai baik tingkat kesehatan,

26ociil26kan maupun kemampuan beradaptasi deng;an perkembangan

teknologi sangat mendukung terhadap proses pembangunan negara.

Namun, jika kondisi yang terjadi sebaliknya maka akan roenjadi beban bagi

pembangunan dan menjadi suatu hambatan bagi lajunya roda pertumbuhan

ekonomi negara yang bersangkutan. Dalam pengambilan kebijakan

pembangunan, kepadatan penduduk dalam suatu wilay ah sangat penting

diketahui dan salah satu bahan pertimbangan dal:rm merencanakan

pembangunan wilayah tersebut. Semakin padat suatu wilayah maka

semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan

pembangunan. Jika dihubungkan dengan masalah-masalah 26ocia1 dan

lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah, semakin besar

kemungkinan terjadinya kerawanan 26ocia1 dan dantpaknya terhadap

lingkungan sekitarnya.

Dalam konteks jumlah penduduk pada tahun 2023 menunjukkan

Kabupaten Tora-ia Utara Tahun memiliki jumlah pencluduk sebanyak

26L.652 jiwa. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Rantepao

yaitu 28.231 jiwa yang berarti kecamatan Rantepao menyrrmbang !O,79o/o

dari total populasi penduduk Kabupaten Toraja Utara, sedangkan

Kecamatan Awan Rante Karua memiliki jumlah pendudrrk terkecil yaitu
5.908 jiwaatau O,23o/o dari total populasi penduduk.
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Tabel2.7.
Ju"'lah Pcndudul Heaurut Kecamatan Tahun '.2O19-20f25

Sumber : BPS Torqja Utara, 2024

Laju pertumbuhan penduduk merupakan permasala.han krusial yang

dihadapi oleh negara-negara berkembang di dunia, khtrsusnya negara-

negara berpenduduk besar dan padat. Indonesia sebagai suatu negara yang

sedang berkembang dengan penduduk terbesar nomor empat di dunia, juga

menghadapi persoalan yang serupa. Laju pertumbuhan penduduk adalah

suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat atau lambat jumlah

penduduk suatu daerah atau negara bertambah dalarrr periode waktu

tertentu. Laju pertumbuhan dihitung dalam bentuk persentrlse per tahun.

?abel 2.8
Lqlu PertunbuLan Pendudut Tahun 2Ol9-2Oi23

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Torqja Utara 2023 'larr
I(abupaten Toraja Utara Dalam Angka Tahun 2024

1 Sopai 13.894 15.687 1s.863 16.098 16.t42
c Kesu 16.580 19.150 19.415 19.504
3 Sanggalangi 71.447 13.218 13.350

19,753

13.532 13.765

Buntao 9.490 7L.443 1 1.645 tt.797
5 Raltebua 8.089 8.989 9.O76

11.893

9.196 8.878
6 Nanggala 9.A24 10.376 10.428 r0.257
7 Tondon 10.o84 12.529 12.744

10.518

13.098 1 1.98 l
8 Tallunglipu 19.96519.314 20.644 20.773 20.976

9 Rantepao 27.3t4 24.451 28.555 28.757 24.231

10 72.677Tikala 10.995 12.342 12.479 12.662

11 Sesean 11.613 13.319 13.490 13.712 13.396

8.163 8.34112 Balusu 7.983 8.058
13 Sa'dal 15.933 18.722 19.010 19.370 18.987

7.93414 Bangkelekila 5.472 8.525 8.895 9.314

6.643 6.943 6.969 7.019 7.17015 Sesean Suloara
7.033 7.110 7.27916 Kapala Pitu 6.437 6.9A2

1.7 Dnpina 8.455 9.046 9.096 9.178 9.108

5.90818 Awan Rante Karua 5.545 5.634 5.641 5.667

9.37019 Rindingallo 8.904 9.O70 9.206
14.31 I20 Buntu Pepasan 13.043 74.542 74.734

9.378

14.940

5.720 7.451 7.641 7.864 7.251a'l Baruppu'

Laju Pertumbuhan Penduduk 0 68 t,82 1,.57 1.55 1,23
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Faktor yang mempengamhi laju perrumbuhan penduduk meliputi

jumlah kelahiran yang te{adi di suatu daerah, jumlah kematian yang te{adi

dalam periode tertentu, dan pindahnya penduduk dari satu tempat ke

tempat lain, baik karena alasan ekonomi, politik, atau sosial.

Laju pertumbuhan yang tinggi menunjukkan bahwa jumlah penduduk

berkembang pesat, sementara laju pertumbuhan yang rendah bisa

menandakan penurunan jumlah penduduk atau stabilitasr. Jika diperhatikan

pola laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Toraja lJtara, mulai tahun

2O2O tringga 2023 cenderung semakin menurun. Hal ini memberi informasi

bahwa upaya pengendalian penduduk yang dilakuk:rr telah berhasil.

Keberhasilan pengendalial laju pertumbuhan penduduk ini perlu diimbangi

dengan upaya peningkatan kualitas penduduk yang lebih signifikan,

sehingga penduduk yang semakin berkurang tidak mr:ngurangi kualitas

penduduk sebagai modal dasar pembangunal daerah.

Rasio Jenis Kelamin adalah perbandingan jumlah .penduduk laki-laki

dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Secara

umum, rasio jenis kelamin di Kabupaten Toraja Utara rnenunjukkan pola

yang meningkat. Rasio jenis kelamin dapat memberikan informasi penting

bagi perencanaan sosial, ekonomi, dan kesehatan m,asyarakat, karena

perbedaan jumlah laki-laki dan perempuan da.lam sualu populasi dapat

berdampak pada aspek-aspek tersebut.

Berdasarkan Jumlah Penduduk tahun 2023 1asi6, jenis kelamin di

Kabupaten Toraja Utara ada.lah 104. Ini dapat diartikan dari setiap 100

perempuan terdapat 104 laki-laki. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Toraja

Utara mendekati nilai ideal karena melewati 10O persen yaitu di tahun 2023

rasio sebesar 1O4 persen.

eraftk 2.1.
Jualah Pendudut daa Raslo Jeals Kelamln Tahun :2OL4-2O29

280000

270000

250000

250000

240000

230000

220000

210000

200000

SJmlh Pnduduk

-Rasio 
Jenis Kelamin

I

105

104

103

702

101

100

99

98

97

-.

IIII
2014 2015 20L6 2017 2018 2019 2020 202L 2022 2023

224001 2255 L6 226988 228 414 2297 98 23 L274 26 LO86 264 1 4 s 26A198 25 1652

101 101 101 101 100 103,59 L04,4 104,4 104,4 704,22

Sumber : Toraja Utara dalam Angka Tah:un 2Ol5-2O24 (diolah Tim p,:n)'usun)
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2.2.L.2 Stnrktur Penduduk

Struktur penduduk dapat menjadi salah satu modal pembangunan

ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Dari data Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara mencatat

mayoritas penduduk Kabupaten Tora,ia Utara didominasi oleh Generasi Z

$aitu generasi yang lahir pada tahu 1997-2012) dan Generasi Milenial (yaitu

generasi yang lahir pada tahun 1981-1996. Menurut BPS usia antara 15

hingga 64 tahun adalah usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk
mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dari sisi demografi, selumh Generasi

X dan Generasi Milenial merupakan penduduk yang berada pada kelompok

usia produktif pada tahun 2023. Dan juga sebagian Generasi Z dan Generasi

Baby Boomer berada pada usia produktif. Sekitar 5 tahun lagi, seluruh

Generasi Z akan berada pada ketompok penduduk usia produktif. Hal ini

merupakan peluang dan tantangan bagi Kabupaten Toraja Utara, baik di

masa sekarang maupun masa depan, karena generasi inileLh yang berpotensi

menjadi aktor dalam pembangunan yang akan menentukarl masa depan

Kabupaten Tora,ia Utara.

29



Tabel 2.9
Junlah Peaduduk Kabupaten Totqia Utara Berdaaarkan Kelonpok Umur

Tahun 2Ol9-2O25

115.502
Sumber : BPS Kab.Tora.ja Utara 2O24

Catatan :

l. 2O2O* Hasil Proyeksi Penduduk tahun dasar (base) SP201O

2. 2021. Hasil Proyeksi Penduduk tahun dasar (base) SP202O

o-4 8.505 t7.9t6t2.614 12.5t2 25.126 1l .652 1 1 .O27 22.679 9.411t2.507 12.421 24.924 I 1.500 10.875 22.375
24.9625-9 13.646 13.21 I 22.949 t2.97 5 tL98726.A57 13.590 13.190 26.7AO 11.665 11.155 22.420 1 1.750 \t .239

lo-14 13.654 2a.24713.461 12.434 26.295 13.728 13.086 26,AL4 14.59313.451 12.A57 263o4 r 4.063 t3.362 27.425
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Piramida penduduk memberikan informasi tentang clistribusi umur dan

jenis kelamin dalam suatu populasi. Struktur pendudul: Kabupaten Toraja

Utara dapat dilihat lebih jelas pada grafik priramida penduduk. Piramida

menunjukkan proporsi penduduk dalam berbagai kelo.mpok usia, seperti

anak-anak, dewasa, dan lanjut usia yang terpilah menurut jenis kelamin.

Hal ini membantu memahami proporsi penduduk muria dan tua dalam

suatu populasi. Lrbih lanjut, Bentuk piramida dapat mer:gindikasikan jenis

pertumbuhan populasi.

Ekspansif adalah piramida penduduk dengan basis yang lebar

menunjukkan populasi muda yang besar, umumnya dengan tingkat

kelahiran tinggi dan pertumbuhan cepat. Stasioner mt:rupakan piramida

dengan bentuk lebih seragam dari bawah ke aLas menunjukkan

pertumbuhan yang stabil, dengan tingkat kelahiran drln kematian yang

seimbang. Kontraktif merupakan piramida penduduk dertgan bagran bawah

yang menyempit menunjukkan populasi yang menuia. dengan tingkat

kelahiran rendah dan kematian tinggr. Gralik 2.2. berikut

menginformasikan bentuk piramida yang masih tergolong ekspansif.

Grafik 2.2.
Ptramtda Penduduk Kabupaten Torqia Utara Ta,hun 2O23
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Piramida juga memudahkan perhitungan rasio ketergantungan

penduduk. Rasio ketergantungan atau rasio beban tangeUngan (depencency

ratio) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya

penduduk usia non produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan penduduk

diatas 65 tahun) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk

usia 15 - 64 tahun). Semakin tingginya persentase Dependency Ratio

menunjukkan semakin tingginya beban yang harus di trmggung penduduk

yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang tidak produktif.

Rasio ini penting untuk memahami beban ekonomi penduduk usia kerja.

Semakin rendah Dependencg Ratio, maka semakin rr:ndah pula beban

kelompok umur produktif untuk menanggung penduduk usiatidak produktif

atau belum produktif.

Gralik 2.3.
Raslo Beban Ketorgantungan Tahun 2O2O-2O23

5s47

54,59

53r2

2020 2021 2022 2023

s3,15

Sumber : BPS Kab. Torqia Utara tahun 2A24 (diolah Tim pen5nrsun)

Berdasarkan data pada grafik di atas, rasio beban ketergantungan
tersebut mengalami penurunan yang cukup stabil di tahun 2O2O hingga
2o23 dimana nilai rasio ketergantungan mencapai nilai terendah dengan
53,15 pada tahun 2023. Nilai dari rasio menunjukkan balwa 100 penduduk
produktif di Kabupaten Toraja utara menanggung 53 penduduk usia non-
produktif. Tentu hal itu sejalan dengan proyeksi demography devidend atau
bonus demografi yang mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar
dari pada penduduk usia non-produktif sehingga dapat meningkatkan
aktivitas ekonomi Kabupaten Toraja Utara.

32



2.2.1.3 Ferttlttas

Jumlah fertilitas (kelahiran) sangat erat hubunganny:r dengan kuantitas

penduduk dan dipengaruhi oleh tingkat kesehatan masyarakat, khususnya

kesehatan reproduksi dan kepesertaan berKeluarga Berencana pasangan

usia subur. Ukuran yang sering digunakan untuk melihat angka fertilitas

yang umum digrnakan adalah Totat Fertilitg Rate riTFR) atau angka

kelahiran total dan Age Specific Fertilitg Rate (ASFR) atau angka kelahiran

menurut kelompok umur.

Tabel 2.1O.
ASFR dan TFR lkbupatea ToraJa Utara Tahun 2Ol9-2O23

Sumber: Renstra Perwakilan BKKBN Prov. Sulsel, sinerindu.onlinel

Salah satu faktor penentu terciptanya struktur penduduk yalg

diinginkan adalah pengendalian angka keiahiran total (TFR). Menurut data

dari dokumen Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Sr.rlaw:si Selatan capaian

TFR Toraja Utara tahun 2O19 sebesar 3,59 , tahun 202O l:urun menjadi 3,13

dan dan data dari siperindu.online capaian TFR Toraja Utara tahun 2022

sebesar 3 dan menurun 0,28 pada tahun 2023 menjacli 2,72 yang mana

angka tersebut belum mencapai TFR yang ditargetkan cleh BKKBN yakni

2,1 . Target ASFR 15- 19 tahun di indikator fertilitas lainnya yang juga

penting adalah Age Specific Fertilitg Rafe (ASFR) atau angka kelahiran

menurut umut 15-19 tahun karena mencerminkan kondisi reproduksi para

remaja terkait pernikahan dini dan kelahiran pada usirl remaja. Menumt

data dari dokumen Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan

capaian ASFR tahun 2Ol9 sebesar 37,6 dan monurut data dari
siperindu.online capaian ASFR tahun 2022 cvkup tinggi diangka 48,80 dan

kemudian cukup membaik di tahun 2023 sebesar 25 kelahiran per 1000

penduduk perempuan usia 15-19 tahun walaupun angka tersebut belum

mencapai ASFR yang ditargetkan BKKBN yakni 20 kelahiran per 1.OO0

penduduk perempuan usia 15-19 tahun.

Keberhasilan pengendalian kelahiran ini dipengamhi oleh keberhasilan

Program Keluarga Berencana dalam pemb€rngunan berkelanjutan yang

berwawasan kependudukan. Keberhasilan program Keluat:ga Berencana (KB)

37.6 48.80 48.80
Age Specific Fertilitg Rate (ASFR) 15-

19 tahun

3 2.73.59 3.13

48.80

3.10Total FertiliQ Rate (TFR)
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dalam mengatasi jumlah penduduk diindikasikan oleh penurunan angka

kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk dimana angka fertilitas yang

turun dan peningkatan pengguna KB. Melalui program Modem Contraceptiue

Preualence Rate/ ruCPR merupakan salah satu upaya pemerintah untuk

menyeimbangkan jumlah penduduk. mCPR adalah persentase pasangan usia

subur (PUS) yang menggunakan kontrasepsi modem. Sedangkan kebutuhan

ber-Kb yang tidak terpenuhi disebut Unmet Need yang merupakan

persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin

menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi.

Tabel 2.11.
Capaian ECI'R, Unmet Need, Peserta AJrtif KB dan Junlah PUS

Kabupaten TorqJa Utara Tahun 2Ot9-2O23

2s.865

Sumber : sioeindu.online , DP3AP2KB Kab.Toraja Utara

Hasil Capaian mCPR Toraja Utara Tahun 2022 sebesar 56,55 persen

meningkat 1,62 persen pada tahun 2023 menjadi 58,17 persen.

Peningkatan CPR ini seiring dengan penurunan unmet need dimana tahun

2O22 sebesar 11,14 persen dan menurun di tahun 2:023 sebesar 8,74

persen. Unmet need yang semakin turrn menunjukkan bahwa semakin

sedikit orang yang memiliki kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi.

Hal ini menujukkan bahwa Kabupaten Toraja Utara telah berhasil
meningkatkan akses kontrasepsi atau dengan kata lain semakin banyak

orang yang memiliki akses ke layanan kesehatan reproduksi dan

kontrasepsi, termasuk di daerah terpencil atau kurang berkembang. Selain

itu, penurun an unmet need mengtrr,'dikasikan peningkatan kesadaran dan
pendidikan masyarakat tentang pentingnya perencart€ran keluarga dan

metode kontrasepsi. Hal ini juga sejalan dengan jumlah peserta KB aktif
pada tahun 2O23 bertambah 2.655 orang menjadi 17.82St dari 15.174 pada

ta}:rlun 2022 dan jumlah Pasangan Usia Subur juga yarrg bertambah dari
25.865 di tahun 2O22 mejadi 26.318 pada tahun 2023.

Faktor lain yang mempengaruhi tingginya fertilitas adalah perkawinan
di usia muda. Umur kawin pertama (UKP) adalah umur pertama menikah

Modern Contraceptive

Prevelance Rate (mCPR)
38,3 43,72 43 99 56,ss 58,17

8,74Unmet Need PUS 15-49 ta,76 1i,91 i 1,36 11,14

Peserta KB Aktif t7.t94 15.995 15.994 15.t74 t7.429

Jumlah PUS 29.113 25_2t5 25.297 26.378
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yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksi pernbuahan. Semakin

muda UKP maka akan semakin panjang masa reproduksi atau semakin

banyak anak yang dilahirkan.

Tabel 2.12.
Medlan Usia Kasln Pertarna (nlIXPl pada PUS 15-49 tahun

Kabupatea Toraia Utara Tahun 2OL9-2Ar23

Sumber : s terindu.online, Renstra Perwakilal BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan

Median Usia Kawin Pertama (mUKP) Kabupaten lloraja Utara pada

tahun 2023 adalah 22,80 tahun, yang berarti rata-rata penduduk menikah

saat berusia 22,8 ta.hun. Usia Kawin Muda akan l>erpengaruh pada

peningkatan kuantitas penduduk karena semakin besar peluangnya

mempunyai banyak anak. BKKBN selalu mengupayal:an usia minimal

perkawinan 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Jika

memperhatikan data UKP Toraja Utara, maka prerlu diupayakan

pendewasaan usia perkawinan khususnya untuk laki-laki, agar dapat

mencapai usia 25 tahun minimal.

2.2.L.4 Mortalitas

Mortalitas (kematian) penduduk adalah salah seLtu dari variable

demografi penting. Tinggi rendahnya tingkat mortalitas penduduk suatu

daerah tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga

merupakan barometer dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan masyarakat

di daerah tersebut. Salah satu indikator penting mortalitasi adalah kematian

bayi, balita, dan ibu.

Jumlah kematian bayi merupakan salah satu indikator yang penting

dalam mencerminkan keadaan derqiat kesehatan di stratu masyarakat,

karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan

tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status

sosial orang tua si bayi. Kematian tidak hanya merefle,ksikan besarnya

masalah kesehatan yang bertanggung jawab langsung terhadap kematian

bayi, seperti diare, infeksi saluran pemafasan, salah gizi, penyakit-penyakit

infeksi spesifik dan kondisi prenatal, tetapi juga merefleksikan tingkat

kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan dan secar.a umum tingkat

social ekonomi masyarakat.

2t,9 22 22,53 22,4O
Median Usia Kawin Pertama (UKP)

pada PUS 15-49
21,9
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2.2.1.4.L Kenatlan Bayt

Berdasarkan data pada tabel 2.13 kematian bafi yang meninggal

sebelum mencapai usia 1 tahun (29 hari s/d 11 bulan) mengalami

penurunan setiap tahun. Paling banyak kasus kematian bayi di tahun 2O19

yaitu sebanyak 28 kasus. Tahun 2022 tidak ada kasus L:ematian bayr yang

terjadi namun pada tahun 2023 terdapat 1 kasus kematian bayi. Dari data

Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara bahwa rata-rata penyebab

kematian bayi antara lain karena Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) karena gizi

buruk saat ibu hamil, kelainan bawaan dan lahir prematur:.

Tabel 2.13.
Jumlah Kematian Bayi Tahua 2019-2o123

Sumber : Dinas Kesehatal Kab. Toraja Utara tahun 2024

2.2.1.4.2 Keaatlan lYeonatd

Kematian Neonatal adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur

satu bulan atau 28 hari pada satu tahun tertentu. Kematian Neonatal

umumnya disebabkan oleh BBLR (Berat Bayi Lahir Rendahi, hal ini berkaitan

dengan kualitas kesehatan ibu hamil yang melahirkan bayi BBLR dan

kemampuan petugas dalam mendeteksi dan tatalaksana zrwal bayi beresiko

serta dukungan sarana prasarurna dalam penanganan bayi baru lahir

bermasalah. Kondisi bayi baru lahir bermasalah disebabkan oleh kualitas

kesehatan ibu pada masa sebelum dan saat hamil yarrg mempengaruhi

kondisi kesehatan bayi baru lahir, dan kualitas kesehatan ibu hamil ini juga

dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial budaya. Adapun jumlah

kematian Neonatal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabcl 2.14.
Jumlah Kcmatlan ![conatal Tahun 2Ol9-2(}/2Sl

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Torqja Utara tahun 2024

Masa neonatal adalah masa sejak lahir sampai dengan 4 minggu (28

hari) sesudah kelahiran. Proporsi terbesar dari angka kematian bayi tedadi di

masa neonatal. Dari tabel diatas, tahun 2O19 tidak ada kasus kematian

Jumlah Kematian Bayi Kasus 2A 15 5 0 1

Jumlah Kematian Neonata-l Kasus 14 4 745
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neonatal yang terjadi narnun pada tahun 2020 kasus kematian neonatal

meningkat drastis sebanyak 14 kasus. Tahun 2O2l dan 2O22 mengalami

penurunan menjadi 5 dan 4 kasus, namun kembali meningkat menjadi 14

kasus di tahun 2O23. Olehnya itu perlu upaya yang .lebih serius untuk

memperbaiki kualitas kesehatan bayi baru lahir, agar kasus kematian

neonatal dapat semakin menurun menuju O kematian.

2,2.1.4.3 Keaattaa Ballta

Kematian balita ada,lah kematian anak 12-59 bulan setiap tahun. Angka

Kematian balita menggambarkan permasalahan kesehatar anak dan faktor-

faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti

gizi dan sanitasi. Kematian balita di tahun 2019 sebarryak 2 kasus, dari

tahun 2O2O-2O23 tidak ada kasus kematian balita yang te{adi di Kabupaten

Toraja Utara. Hal ini menunjukkan upaya kesehatan balita yang cukup

berhasil dilaksanakan di Kabupaten Toraja Utara.

Tabel 2.15.
Jumlah Kematlan Balita Tahun 2OL9-2O23

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Toraja Utara Tahun 2024

2.2,L.4.4 Kematiaa lbu

Jumlah Kematian Ibu adalah banyaknya ibu yang merringgal dari suatu

penyebab kematian terkait dengan gangguan l<ehamilan atau

penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan dalarn masa nifas (42

hari setelah melahirkan). Kematian Ibu dipengaruhi oleh beberapa 37able37

termasuk status kesehatan secara umum, 37 able37 ifTkar,, ekonomi,

37 abte37 budaya dan pelayanan kesehatan selama kehamilan dan

melahirkan. Adapun jumlah kematian ibu dapat dilihat: pada 37able di

bawah.

Tabel 2.16.
Jumlah Kematlan Ibu Tahua 2019-2o.23,

Jumlah Kematian Balita Kasus 2 0 0 o

Jumlah Kematian Ibu 7 5 I 1 2

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Toraja Utara Tahrun 2024
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2,2.1,5 Mtgrast

Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk
menetap dari satu tempat ke tempat lain melampaui brrtas politik/ negara

ataupun batas administratif/ batas bagian dalam suatu negara. Migrasi

dipengaruhi oleh daya dorong dan daya tarik suatu wilayah yang

menyebabkan perpindahan ke tempat lain. Daya doronll adalah penyebab

orang pergi ketempat lain diantaranya dikarenakan di wilayah tersebut tidak

tersedia sumber daya yang memadai untuk memberikan j aminan kehidupan

yang tidak terlepas dari kemiskinan dan pengangguran.

Sedangkan daya tarik wilayah adalah jika suatu wilayah mampu atau

dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber penghidupan

penduduk, baik penduduk wilayah itu sendiri maupuin penduduk dari
wilayah lain di sekitarnya, sehingga daya tarik ini menyebabkan penduduk

berimigrasi untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Selain itu alasan migrasi adalah karena ala san melanjutkan
pendidikan sehingga banyak penduduk desa datang ke kota dengan alasan

melanjutkan pendidikan karena fasilitas pendidikan pada daerah asal tidak
tersedia sesusia kebutuhan penduduk. Dengan memperhatikan faktor
pemicu migrasi yang berlangsung sejak lama, maka di.harapkan adanya

strategi pembangunan yang merata bagi seluruh wilayah.

38

Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah kasus kemalian ibu yang

terbanyak yaitu tahun 2019 sebanyak 7 kasus kematian ibu. Sedangkan di

tahun 2O21 dan 2022 paling sedikit kematian ibu yaitu I kasus namun di

tahun 2O23 meningkat menjadi 2 kasus. Penyebab kematian ibu, pada

dasarnya sama di semua daerah yaitu eklamsia dan perdtrrahan.

Meskipun jumlah kematian ibu di Kabupaten Toraja Utara semakin

menurun, namun tetap perlu diperhatikan dan selalu clitingkatkan sistem

rujukan dari fasilitas kesehatan dasar ke fasilitas kesehatan nrjukan.

Kebijakan Sistem Rujukan yang lebih efektif perlu dili:embangkan untuk

meniadakan kasus kematian ibu di masa mendatang. Petda wilayah dengan

kondisi geografis yang sulit, upaya peningkatan akses layanan perlu lebih

diperhatikan agar kasus keterlambatan pertolongan dapat dihindari.

Edukasi yang terus menerus kepada masyarakat dan keluarga akan

pentingnya kesehatan ibu hamil dan melahirkan per'lu terus menerus

dilakukan.



Tebcl 2.17.
Dtnamtta Pendudut yang df pcngaruht oleh Perptn&&an Peaduduk

(Ufgrasif lfebupaten Torqia Utara Tahun 2OLt '2o23

Sumber : Disdukcapil Kab. Toraja Utara Tahun 2024

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat bahwa migrasi masuk Kabupaten

Toraja Utara banyak terjadi pada tahun 2019 sebanyal< 10.533 jiwa dan

tahun 2020 sebanyak 9.891jiwa dengan tujuan migrasi terbesar yaitu Kec.

Rantepao dan Kec. Tallunglipu. Migrasi masuk Kabupaten Toraja Utara

lebih banyak dibandingkan dengan migrasi keluar. Mig::asi keluar daerah

banyak terjadi pada tahun 2022 sebanyak 8. 186 jiwa d:Lsusul tahun 2021

sebanyak 8.184 jiwa dimana penduduk dengan migrasi keluar terbesar

berasal dari Kecamatan Rantepao dan Kecamatan Tallunglipu.

2.2.2 Kualttae Pendudut
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Deuelopment Index

(HDI) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui
pengukuran angka harapan hidup saat lahir, aspek pendidikan melalui
pengukuran Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-retta Lama Sekolah,

serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran

per kapita.

Kualitas sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam

setiap gerak pembangunan. Tantangan besar pem bangunan adalah

3.6932014 1. r36 660 t.796 1.t99 2.494

1.558 3.470 5.0282015 1.452 1.068 2.520

6.t292016 3.093 3.391 6.484 t.649 4.480

2017 2.658 6.603 t.694 4.667 6.361

8.8402018 3.582 5.901 9.443 2.177 6.663

2019 3.853 6.697 10.533 2.O92 5.435 7 .527

2020 3.836 6.055 9.891 t.927 4.O32 5.959

2021 2.403 1.903 4.306 2.46t 5.723 8.184

2022 1.644 3.348 4.992 2.t37 6.O49 8. i86

2023 2.84L 5.369 8.210 2.246 5.936 8.182
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bagaimana dapat memperbaiki kualitas kehidupan manusia' Upaya

perbaikan kualitas manusia, selain upaya peningkatan pendapatan adalah

juga perlu upaya peningkatan kualitas pendidikan dan liesehatan manusia.

sebagai alat ukur yang relevan untuk mengetahui peningkatan derajat

kualitas sDM ditetapkan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu n,sgara atau daerah

dengan tiga dimensi dasar pembangunan manusia, ytritu dimensi umur

panjang dan hidup sehat /a long healthy life/, dirrLensi pengetahuan

(lotouledge) dan dimensi standar hidup layak (descent standard of liuing)'

Gratik 2.4.
IPM Kabupaten Torqia Utara dengan Sulawesl Sclataa

daa Nagloaal Tahun 2Ol4'2O23
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71,39
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58,49

2079

7 t,92

71,66

69,23
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77,94

71,93

59,33

2027

72,29

72,24

69.7s

2022

72,91

12,42

70.36

2023

74,39

74,6

7t,69

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara Tahun 2024 (Diolah oleh Tim Penlu sun)

Selama beberapa tahun terakhir, nilai IPM Kabuprlten Toraja Utara

menunjukkan perkembangan yang positif yaitu nilai IPM yang terus

mengalami peningkatan yakni sebesar 66,15 pada tahun it014 hingga 71,69

pada tahun 2023, rata-rata peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023

sebesar 0,615.

Tabel 2.18
Komponen Indeks Pembangunan Manusia

dl Kabupatea ToraJa Utara Tahua 2Ol4-2O,25

Umur Harapan Hidup 72_5 72_a 72.47 72.94 73.09 73.35 73_3\l 73.41 73.65 74.44

Angka Harapar l.ama Sekolah 12.61 12.95 r3.33 13.34 I3.35 13.37 t3.3ti r3.39 I3.41 13.12

L26AnBka Rata-rata l^ama Sr.kolah 7.7 7.72 7 _72 7_73 7 _76 7.52 7.9t 8.25 8.51

Purchasing Power Parity {Daya Beli) 6,95s 7,033 7 ,224 7,457 7,783 8,083 8,134 8,494 8,8718,09'

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara Tah,rn 2024
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2.2.2.L Aspek KesGhatan

Kesehatan secara komprehensif meliputi tindakan preventif, promotif,

kuratif dan rehabilitative, sehingga sektor keseh,atan juga harus

memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung

berjalannya keempat jenis tindakan tersebut. Dalam bidang kesehatan,

beberapa ukuran yang digunakal untuk melihat kualitas kesehatan yang

ada, meliputi: angka usia harapan hidup, angka kenratian bayi, angka

kematian balita, angka kematian ibu melahirkan, angka b,alita gizi buruk dan

angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (TB).

2.2.2.L.1 Umur Harapaa Hidup

Umur Harapan Hidup merupakan ukuran terhadap peningkatan

kesejahteraan penduduk pada umumnya dan derajat kesehatan pada

khususnya. Dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2O1)3, Angka Harapan

Hidup di Kabupaten Toraja Utara semakin meningkat dan 72.5 pada tahun

2014 dan pada tahun 2023 menjadi 74,88. Bila dibaadingkan dengan

Provinsi Sulawesi Selatan, Umur Harapan Hidupt (UHH) Kabupaten Toraja

Utara masih lebih tinggi.

Graftk 2.5.
UEur Harapar llldup Tor4la Utara dengon Sularcsl Selatan

Tahua 2OI4-2O23

72,5 72,8 72'a7 72,94 73',qt ,?35 7139 
'9.4r

74,8

73,65 73,63

7097

G9,S9 59, 6982 69.84 70,@ 70,43 70'57 70,66

2022 2023

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara Tahun 2024

2.2.2.L.2 Kesehatan lbu dan Aaek

Kesehatan ibu dan anak merupakan faktor penting 3zang berkontribusi

terhadap pencapain Umur Harapan Hidup. Perawatan kesehatan bagi ibu
khususnya ibu hamil akan berpengaruh terhadap kondisi anak yang

dikandung dan dilahirkannya. Ibu hamil dengan konsumsi asupan gjzr yatg
rendah dan mengalami penyakit infeksi akan melahirkan bayi dengan Berat

2014 20L5 2016 20L7 2018

Torara Ljtara

2019 2020 2027

Sulawesi Selatan
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Bayi L,ahir Rendah(BBLR), dan/atau panjang badan bayi di bawah standar.

Asupan gizi ibu dan anak yang baik tidak hanya. ditentukan oleh

ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga tetapi juga dipengaruhi oleh

pola asuh seperti pemberian kolostrum (ASI yang pertama kali keluar),

Inisasi Menyusu Dini (IMD), pemberian ASI eksklus:.f, dan pemberian

Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) secara tepat (Bappenzts, 2018).

Dalam aspek kesehatan, Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan

indikator keberhasilan pembangunan kesehatan di suaLtu daerah. Secara

umum, angka kematian bayi adalah jumlah bayi yang rrreninggal pada fase

antara kelahiran hingga bayi belum mencapai usia I tahun per 1.O0O

kelahiran hidup. Dalam konteks tersebut, berdasarkan data dari Dinas

Kesehatal Kabupaten Toraja Utara ditemukan pada tahun 2019 terdapat 28

kasus bayi yang meninggal dan terus menurun hingga di tahun 2022

sebaryak 0 kasus namun tahun 2O23 kembali terj:rdi kematian bayi

sebanyak 1 kasus. Selanjutnya, Angka Kematian Balita (/\KABA) merupakan
jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun yang

dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2Ol9 di

Kabupaten Toraja Utara terdapat 2 kasus kematian balitrr. Dari tahun 2O20

hingga tahun 2O23 terdapat 0 kasus kematian balita.

Angka Kematian Ibu (AKI) yang dapat didefinisikan sr:bagai jumlah yang

meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan

kehamilan atau penanganan selama fase kehamilan, melahirkan dan nifas

(42 han setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per

1O0.OOO kelahiran hidup. AKI juga dapat digunakan dalam pemantauan

kematian terkait dengan kehamilan. Di Kabupaten Toraja. Utara pada tahun
2019 terdapat 7 kasus kematian ibu. Jumlah itu menurun pada tahun 2020

menjadi 5 kasus dan tahun 2O2L menjadi 1 kasus sama halnya di tahun
2Q22 sebanyak I kasus dan kembali meningkat pada tahun 2023 yattu
menjadi 8 kasus.

Prevalensi Balita Gizi Kurang adalah proporsi d:rri populasi yang
memiliki gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan
z,at gjn yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktivitas trerfikir dan semua

hai yang berhubungan dengan kehidupan. Kekurangan zat gqzi adaptif
bersifat ringan sampai dengan berat. Gizi kurang banyak terjadi pada anak
usia kurang dari 5 tahun.
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Persentase Ba1ita Gizi

Kurang
o/o 0.43 0.8 4.8 2.19 r.93

Persentase Balita Gizi

Buruk
Vo 2.9 0.43 o.26 0.19 0.16

Prevalensi *unting
(SSGI/SKI)

o/o 34.35 32.6 34.1 28.7

Prevalensi Stunting

(ePPGBM)
% cc c1 15.44 13.87 13.28 11.6

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Torqja Utara Tahun 2O24

Prevalensi stunting menjadi indikator untuk memperoleh gambaran

kesejahteraan sosial masyarakat. Survey Status Gizi Indorresia (SSGI) dan

Survey Kesehatan Indonesia (SKI) memberikan gambaran rstatus gizi balita

(stunting, uasting, unleru.teight, ouerueight) yang determirlannya meliputi

indikator intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Prevalensi balita stunting

mengalami penurunann dari tahun 2019 hingga 2023. Caltaran prevalensi

stunting tahun 2023 menurut data SKI turun 5,40 pers€:n menjadi 28,7

persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 34,1 pe.rsen. Meskipun

prevalensi stunting menurun tetapi bila dibandingkan kabupaten/ kota di

Sulawesi Selatan masih berada di posisi 1l tertinggi. Ileberapa faktor

penghambat laju penurunan stunting adalah perilaku keluarga yang

belum memahami secara komprehensif akan pentingnya rrenjaga kualitas

janin dengan asupErn makanan bergizi bagr ibu hrmil termasuk

pencegahan penyakit, rendahnya pemahaman tentang perencanaan dan

penganggaran program untuk pencegahan stunting secafa konvergen di

tingkat desa. Seiring dengan menurunnya prevalensi stunt.ing, persentase

balita giai buruk dan gizi kurang pun mengalami tren menurun di tahun

2023.
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Persontasc Balita Gtzi Kurang, Pcrscntasc Gizi Buruk &n Prevalcncl

Stfitntlng Kabupatea ToraJa Utara Tabun 20119-2o123

Uralaa Satuaro
Tehua
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t6.7923 18483 56 128Sopai |,329
21 1,406 2Kesu |,620 92

60 3.81,7 43 763 2Buntao 938 90

I 42 6.980 14 2a 554Rantebua 749

8.440 642 59Nanggala 857 a2 t9
25.6t67 618 2t3Tondon 993 84 46

4 21 1.51,,657 86 6 t5 1,417Tallunglipu

73 l,ao6 ) 89Rantepao 2,341 a2 1,6

25 817 39 4.6Tikala 1,058 80 1,4

15 1.6Rantepangli 1,111 83 9 6 880 ,,26

3 l4Ba1usu 685 602 1,4 584

68 143 t,o74 6 211 16.4Sa'darl 1,583 81

72 9 31 425 1 40 8.5Bangkelekila 653

597 86 18 426 90 17 .5Sesean Suloara

Denpina 82 113 505 t47 22.4

a7 21.3Awan 449 83 t7 70

39.4Rinding Allo 764 81 188 372 I 243

Buntu Pepasan 1,183 76 9i 131 658 222 24.5

Baruppu 608 a2 13 46 441 I 59 1 1.8

Kapala Pitu s95 84 29 95 366 3 124 24.6

Sanggalangi 1, 140 84 6 50 906 56 5.8I

Ta.bel2.2O.
Pemantauan Status Gtzi Baltta Tahun 2O2!3

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Toraja Utara Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa persentase balita

shtnting tertinggi adalah Kecamatan Rinding Allo dan terendah Kecamatan

Tallunglipu. Kejadian stunting pada anak merupakan suatu proses

kumulatif yang te{adi sejak masa kehamilan, masa kanak-kanak dan di
sepanjarlg siklus kehidupan. Pada masa ini yang rrerupakan proses

teq'adinya stunting pada anak serta peluang meningkatn]/a terl'adi stunting
terjadi dalam 2 tahun pertama kehidupan. Ada banyak faktor determinan
penyebab kejadian stunting, seperti riwayat kesehatan itru hamil, riwayat
persalinan ibu, Inisiasi Menyusu Dini (IMD), pemberia.n ASI Eksklusif,

kepemilikan jamban, akses terhadap air bersih, dan lain-lain.

2.2.2.L.3 Pongobatan Tubcrkulosis
Indikator lain yang melihat kualitas kesehatan yaitu keberhasilan

pengobatan tuberkulosis. Insidensi tuberkulosis merujuk pada jumlah kasus
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baru TB yang terjadi dalam suatu populasi tertentu selrtma perode waktu

tertentu yang diukur dalam jumlah kasus per 100'000 orang per tahun '

Tabel 2.2\.
Cakupan peremuan kasus dan penemuan kasus TB dan Angka- 

keberhasilan pengobata! TB Tahun 2019'21}123

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kab. Toraja Utara 2024

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis di Kabupaten

Toraja Utara dari tahun 2Ol9-2O23 mengalami trend fluktuatif dimana pada

tahun 2O23 naik 7,59 persen menjadi 48 persen dari tahun sebelumya'

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis di tahun 2022 mencapai 82,28

persen nEunun pencapaian di tahun 2023 turun menjadi 72,77 persen.

2.2.2,L.4 Sanltasi layak daa Sanltesl Atoaa

Sanitasi layak dan sanitasi aman adalah dua konsep penting dalam

pengelolaan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan fasilitas dan

praktik sanitasi. Sanitasi layak merujuk pada kondisi di mana individu

memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang memadai, seperti toilet yang

bersih dan aman, serta sistem pembuangan limbah yan13 berfungsi dengan

baik. Sanitasi layak bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit dan

meningkatkan kualitas hidup. Sanitasi layak memastikan bahwa air bersih

dan fasilitas sanitasi tersedia, yang berkontribusi pada kesehatan

masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan sanitasi arean berfokus pada

pengelolaan limbah manusia dengan cara yang tidzLk membahayakan

kesehatan masyarakat dan lingkungan. Ini mencakup metode pembuangan

dan pengolahan limbah yang arnan, serta perlirLdungan terhadap

pencemaran. T\rjuannya adalah untuk mengurangi risiko terhadap

kesehatan masyarakat dengan memastikan bahwa serrua limbah diolah

dengan cara yang minim mempengaruhi lingkungan dan kesehatan

40,47 48100 60o/o 31

Cakupan penemuan dan pengbatan

kasus tu berku losts (Treatment

coverage)

72,7788 85,51 til,42Angka keberhasilan pengobatan

tuberkulosis (treatment success rate)

manusla.
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89,81 91,83o/o 72,r9 83,50Akses Sanitasi Layak

3,17o/o o,18 1,59

a7,62

0.96 o,96Akses Sanitasi Aman

Tabel2.22.
Perscntasc Senttast Layat dan Sanltasl ,alman

Kabupatea ToraJa Utara Tahua 2Ol9-2O25

Sumber : Dokumen RPJPD Kab. Toraja Utara Tahun 2025-2O45

Capaian sanitasi layak di tahun 2O23 sebesar 9L,,33% menunjukkan

bahwa hampir 92o/o dai populasi memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang

memenuhi standar kesehatan, seperti toilet yang terhubung dengan sistem

pembuangan limbah yang aman, serta pengelolaan air bt:rsih yang baik. Ini

merupakan pencapaian yang signilikan, narnun masih a<la sekitar 8o/o yang

belum memiliki akses tersebut. Capaian sanitasi aman tahun 2O23 sebesar

3,17o/o menunjukkan bahwa hanya sekitar 3,77o/o dari total populasi yang

memiliki akses ke sanitasi yang sepenuhnya memenuhi standar keamanan

dan kesehatan, seperti jamban dengan sistem pembuangan limbah yang

terkelola dengan baik (terhubung ke sistem pengolahan limbah yang sesuai)

dan pengelolaan air limbah yang aman. Meskipun capa ian sanitasi aman

sebesar 3,17o/o ini masih rendah, angka ini bisa menjacli titik awal untuk
mendorong upaya bersama dalam meningkatkan akses sanitasi yang lebih

aman dan berkualitas untuk seluruh masvarakat.

2.2.2.2 AspekPendldllqa
2.2.2.2.1 Harapan Lana Sekolah dan Rata-rata Lalna Sckotah

Angka Rata-rata lama Sekolah di Defenisikan sebagai rata-rata jumlah

Tahun yang di tempuh oleh Pendidik berumur 15 talLun keatas untuk
menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah di ja}rni. Untuk mereka

yang tamat SD di perhitungkan lama Sekolah selama 6 Ta:hun, tamat SMP di
perhitungkan lama Sekolah selama 9 tahun, tamat SMP di perhitungkan

lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah

tinggal kelas atau tidak.

Dalam penghitungan IPM, dimensi pengetahuan mr:rupakan agregasi

dari angka harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah. Angka

harapan lama sekolah menghitung pendidikan dari usia 7 tahun ke atas,

sedangkan rata- rata lama sekolah menghitung dari usia 2ll tahun ke atas.

46

Setuatr
Tahurr

20t9 202.0 202I 2022 2025



Graftk 2.6.
Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Selrolah

dl l(abupaten ToraJa Utara tahun 2()14-2o125

t2,6t
13/01 13,42

8,26 8,sl7,7 7,72 7 ,72 7,r? ?,76 7,92 
',96 

8'25

2021 2022 2023

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara Tahun 2024 (dilah oleh Tim P,:nyusun)

Berdasarkan data pada $alik di atas, Angka Hara.pan Lama Sekolah

(HLS) di Kabupaten Toraja Utara tahun 2O14-2023 me::runjukkan adanya

peningkatan sebesar 0,81 persen. Pada tahun 2014, AngSka Harapan Lama

Sekolah 12,61 persen. Selama kurang sepuluh tahun mengalami

peningkatan sehingga pada tahun 2023 menjadi t3,42 persen.

Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Toraja Utara sebesar 13,42

persen, artinya bahwa penduduk Kabupaten Tor4ia Utara yang berumur 7

tahun ke atas di harapkan masih bersekolah selama minimal 13 tahun atau

minimal di umur 20 Tahun masih sekolah. Angka Haraltan Lama Sekolah

Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2023 ini masih rendah dari angka

Provinsi Sulawesi Selatan 13,54 persen. Sedangkan angka rata-rata
penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Tora-ia Utara dalam kurun
waktu 2014-2023 mengalami peningkatan. Apabila pada tahun 2Ol4 rata-
rata lama sekolah 7 ,7 tahur^, di tahun 2O21 sebesar 8,25 tahun dan di tahun
2O23 sebesar 8,51 tahun. Angka tersebut masih rendah dari target yang

telah ditetapkan sebesar 8,76 dari Provinsi Sulawesi Selatan.

2.2.2.2.2 Parttetpasl Sekolah

Pada aspek pendidikan, indikator angka partisipasi sekolah menjadi
salah satu ukuran yang penting, Angka partisipasi sekolah (net enrollment
rafe) sendiri merupakan ukuran daya serap sistem perrdidikan terhadap
penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya
perubahan penduduk, terutama usia muda yang masih sekr:lah. Ukural yang

banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid,

2011 2015 2016 2017 20tt 2019 2010

*+*"HLS **- fitS
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lebih menunjukan perubahal jumlah murid yang marnpu ditampung di

setiap jenjang sekolah. Dengan demikian, naiknya persentase jumlah murid

tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah.

Dalam hal ini, angka partisipasi sekolah berdasarkan kelompok umur

di Kabupaten Toraja Utara memiliki angka yang bervari:rsi. Pada kelompok

umur 7 - 12 tahun, angka partisipasi sekolah dapat d:.kategorikan dalam

kondisi yang menggembirakan. Walaupun di tahun 2Ol7 telah mencapai

99,82 persen dan di tahun-tahun berikutnya turun rata-rata O,25 persen

hingga di tahun 2022 turun menjadi 98,56 dan meningkat 0,85 persen di

tahun 2023 menjadi 99,41 persen. Selanjutnya, pada kelo:npok umur 13 - 15

tahun atau setara dengan SMP, angka partisipasi sekolah juga menunjukan

perkembangan yang baik. Walaupun sempat turun 1,(i7 persen menjadi

96,04 persen di tahun 2Ol7 dari 97,71 persen di tahun 2016, namun dari

tahun 2Ol8-2O22 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata

peningkatan sekitar O,26 persen. Pada tahun 2023 kembali mengalami

penurunan sekitar 0,35 persen menjadi 97,O2 persen.

Namun pada kelompok umur 16 - 18 tahun atau s,:tara dengan SMA,

angka partisipasi sekolah masih relatif rendah. Hal itu jelas terlihat pada

grafik di bawah dimana angka partisipasi sekolah terus mengalami

penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat pada tahun 2016 angla
partisipasi sekolah SMA mencapat 82,49 persen narnun turun 3,35 persen

menjadi 79,14 persen di tahun 2017. Naik 1,83 pers,3n di tahun 2018

narnun tahun berikutnya terus mengalami penurunan hin gga di tahun 2023

hanya mencapai 76,45 persen. Ini tentu menjadi kabar yang kurang baik

karena Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam visi di sektor

pendidikannya mewajibkan belajar 12 tahun bagi seluruh masyarakat

Kabupaten Toraja Utara. Sejalan dengan kelompok umr:Lr 16 - 18 tahun,

kelompok umur 19 - 24 atau setara dengan Perguruan Tinggr, memiliki

angka partisipasi yang juga rendah. Pada tahun 2016 angka partisipasi

sekolah pada kelompok umur tersebut hanya 30,8 persen. dal pada tahun-

tahun selanjutnya mengalami penurunan. Pada tahun 2O22 angkanya hanya

mencapai 28,69 persen.
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Graflk 2.7.
Angta Parttsipast Setolah (APSf berdasarkan Jenlang meaurut

Kelompok Umur ?ahun 2016-2023

99,34 99,a2 99,77 99,31 98,97 98,88 98,:6 99,41

97,71 96,04 96,26 96,43 96,53 95,81 97,11 91,02

82,49 jg,I4 80,97 80,34 80,14 80,29 7g,i7 i6,45

30,8 28,05 23,93 24,65 2s,38 26,18 2a'e9

2016 20t7 2018 2019 2020 202t 2022

Xelompok Umur 7-12 Kelompok Umur 13-15

Kelompok Umur 1&18 , Kelompok Umur 19-24

2023

Sumber : BPS Sulsel Tahrn 2024 (diolah oleh Tim Penftsun)
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Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan jumleLh penduduk usia

sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia
yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Sepe:rti APK, APM juga

merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang

pendidikan, dan juga merupakan salah satu indikator utama keberhasilan

pembalgunan pendidikan atas pemerataan serta perluasan akses

pendidikan.

Pada Angka Parlisipasi Murni (APM) atau net enrollnrent rate di jenjang

SD menunjukkan perkembangan yang baik. Angka Pertisipasi Murni
terendah pada usia 7-12 tahrn di tahun 2Ol9 dengan angka 98,99 persen

dan tertinggi di tahun 2O16 sebesar 99,34 persen. pada tahun 2O2S

pencapaian angka partisipasi mumi pada usia 7-12 tal::un sebesar 98,79
persen. Berbeda pada usia 7-12 tahun, angka partisipasi murni untuk usia
13-15 tahun berfluktuatif. Pada tahun 2O16 net enrollment rate 82.06 persen

nEunun pada tahun 2017 turun menjadi 81,67 persen. pada tahun 2022
pencapaian angka partisipasi murni meningkat menjadi 814,3 persen n€unun

kembali turun 3,4 persen menjadi 8O,9 persen di tahun 2025. Di usia 16-lg
tahun, net enrolment rate berlluktuasi hampir sama dengan usia 7-12 tahun
dan usia 13-15 tahun. Di tahun 2016 net enrollment rate 66,36 persen

kemudian di tahun 2017 turun menjadi 63,72 persen dan kembali meningkat
di tahun 2018 menjadi 68,13 persen. Di tahun 2019 hingga tahun 2O2 I
angka partisipasi murni terus meningkat hingga tahun 2022 kembali turun
menjadi 68,42 persen. Penurunan sangat tajam terjadi pada tahun 2O23



hingga 7,59 persen sehingga pencapaian angka partisipa:;i murni usia 16-18

tahun hanya mencapai 60,83 persen.

Graltt 2.8.
APM berdasarkan Usla Kabupaten ToraJa tUtara

Tahun 2OL6-2O23

99,34 98,74 99,17 -08,39 98,83 98,88 !18,56 98,79

82,06 81,07 83,21 a2,s 83,03 83,62 14'3 
80,9

.b...,r.a.---...-a,..*-i
68,13 58,86 6a,-17 6A,7 C;8,4266,36

2016

63,72

2023

60,83

88,26

20t7 2018

7-12 Tahun

2019 ZO20

-<-- 13-15 Tahun

2021 ',tO22

1&.18Tahun

Sumber : BPS Sulsel Tahun 2024 (diolah oleh Tim Penyrrsun)

Sementara itu, untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) atau gross

enrollment rate pada semua usia di Kabupaten Toraja Utara juga

menunjukan perkembangan yang fluktuatif. Untuk usia 7-12 tahun gross

enrollment rate pada tahun 2016 adalah 118,12 persen <lan di tahun 2023

sebesar 110,63 persen, turun rata-rata L,O7 persen per tahun. Untuk usia
13-15 tahun di tahun 2O23 gross enrollment rale sebesar 92,89 persen

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 90,7 persen di tahun
2022. Sedangkan untuk gross enrollment rare usia 16-18 di tahun 2023

sebesar 88,26 persen, dimana angka tersebut mengalami peningkatan dari
tahun sebelumnya yaitu 83,34 persen di tab:un 2022.

Gralik 2.9.
APK berdasarkan Uela dl Kabupatea Torqia UtaraTahun 2016-20129

L 1
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.d-.ra*--
8383 83,61 80,69 81,21 83,6 83,49 it3,34
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Sumber : BPS Sulsel Tahun 2024 (diolah Tim peny,usun)
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Berdasarkan data tersebut di atas dapat disimpulka::r bahwa kesadaran

orang tua masih kurang untuk memastikan anaknya masuk sekolah,

terutama untuk usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Pemerintah memberi

ruang yang sangat luas untuk penerimaan siswa baru.

2.2.2.2.3 AnaL Ttdak Sekolah

Anak Tidak Sekolah yang disingkat ATS, yaitu anak usia sekolah dasa

sederajat, sekolah menengah pertama sederajat, dan sekc lah menengah atas

sederajat (7-18 tahun) yang tidak/belum pernah bersekolah di jenjang

SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat, putus

sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya, atau lulus pada suatu

jenjang pendidikan tetapi tidak melanjutkan ke je'njang pendidikan

berikutnya. Tingkat pendidikan tertinggi yang diharapkan dapat diselesaikan

oleh setiap anak 7-18 tahun adalah SMA/Ma sederajat. Hal ini sejalan

dengan Program Pendidikan Menengah Universal atau rintisan Wajib Belajar

12 tahun.

Tabel2.23.
Jumlah Anak Tldak SeLolah (ATSI Kabupaten TtrraJa Utara

Tahun 2OL9-2(}23

L.92L

Sumber : Dinas Pendidikan Ikb. Toraja Utara Tahun 2024

Capaian Jumlah Anak Tidak Sekolah di Kabupaten 'I'oraja Utara tahun

2Ol9-2O23 mengalami tren yang fluktuatif. Jumlah Anak Tidak Sekolah

pada tahun 2019 sebanyak 1.981 anak dimana alasan ticlak sekolah paling

banyak karena Drop Att sebanyak 1.037 anak. Begitupu.n di tahun-tahun

selanjutnya alasan terbanyak anak tidak sekolah karena Drop Out hingga di

tahun 2023 dengan total anak tidak sekolah sebanyak :1.918 anak masih

ada sebanyak 1.023 anak yang tidak sekolah akibat Drop Out, 687 anak

tidak sekolah karena lulus tidal< melanjutkan dan 208 a:ral< tidak sekolah

karena belum pernah bersekolah. Data-data ini bertujuan untuk
mendapatkan informasi yang valid dan menargetkan anak-anak yang putus

sekolah untuk diberikan solusi pendidikan yang sesuai.

1.O 15 1.O2 5 1.O23 1.O23Drop Out (DOl Anak 1.O37

Anak 732 688 68!l 688 687Lulus Tidak Melanjutkan

Anak 2t2 206 201', 205 208Belum Pernah Sekolah
(BPB}

Total Aaak Tidak Sekolah Anak 1.981 1.909 L.9t6 r.918
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5(t 39

SD 42,14
SMP 42,46

Literasi Membaca

60 82
5(1,32

Numerasi
22,93 4t;,76

SMP 29,21
Sumber : Dokumen RPJPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025-2045
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2.2.2.2.4 Indeks Lltemsl daa Numeraei

Akses terhadap layanan pendidikan sudah dap{rt dijangkau oleh

lapisan masyarakat namun pemerintah belum mampu urltuk meningkatkan

minat baca atau budaya baca masyarakat meskipun program wajib belajar 9

tahun namun tingkat pendidikan yang ditamatkan belum mencapai 9 tahun

atau setara SMP. Berdasarkan data tahun 2023 nilai literasi Kabupaten

Toraja Utara untuk tingkat pendidikan sekolah dasar sebesar 56,32 persen

naik sebesar 14,18 persen dari tahun sebelumnya, selanjutnya untuk

tingkat pendidikan sekolah menengah pertama sebesar 60,82 persen naik

sebesar 18,36 persen dari tahun sebelumnya. Indeks Numerasi diukur

melalui survey yang mengukur kecakapan literasi peserta didik dalam tiga

ranah yaitu kemampuan memahami bacaan, kecakapan numerasi dan

kecakapan literasi sains, Saat ini pemerintah telah melakukan upaya

perbaikan dalam melakukan assessment terkait kurilitas pendidikan.

Kompetensi Numerasi dimana mengukur kameLrnpuan berpikir

menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat nratematika untuk

menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai je::is konteks yang

relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Pada

laporan pendidikan kementerian pendidikan, riset dan telinologi pada tahun
2O23, proporsi peserta didik yang memiliki nilai diatas batas minimum

dalam assesmen kompetensi minimum bidang Numerasi Kabupaten Toraja

Utara untuk tingkat pendidikan sekolah dasar sebesar 215.76 persen lebih

ttng$ 22,83 persen dari tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk tingkat
pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar 56.39 ;rersen lebih tinggi

27,18 persen dari tahun sebelumnya.

Tabel2.24.
Indeks Llteraal dan lYunerasl

Kabupaten ToraJa Utara Tahun 2022-2o,23

Uraian 20/22 21Y23

SD



2.2.2.3 Aspet Ekononi
2.2.2.3.1 Pengeluaran Per kaPtta

Dimensi pengeluaran ditunjukkan melalui pengelualan per kapita yang

disesuaikan Purcashing Pouter Paitg (PPP). Berdasa:'kan laporan BPS

Kabupaten Toraja Utara, PPP Kabupaten Toraja Utara tahun 2O23 mencapai

Rp.45,03 juta (PPP per kapita per tahun).

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara tahun 2OL4-2O23

mengalami tren fluktuatif dan cenderung menurun' Dinrana pertumbuhan

ekonomi tertinggi pada tahun 2017 sebesar 8'22 perst:n. Namun setelah

tahun 2017 pertumbuhan ekonomi terus menurun hingga tahun 202O

diangka O,17 persen karena terjadi pelemahan pertumtruhan yang sangat

besar efek kontraksi yang disebabkan oleh pandemi. Perlumbuhan ekonomi

kembali naik di tahun 2021 sebesar 4.05 persen narnun kemudian turun

kembali di tahun 2023 sebear 3,94 persen.

Graftk 2.1O.
Pengeluaraa Per Kapita ToraJa Utara Tahun 21116-2(}123
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Sumber : BPS Kab. Toraja Utara 2024 (diolab tim pen),usun)

2.2.2.3.2 Pettumbuhan Produk Dornegtik Regional Brut<r

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ialah nilai keseluruhan semua

barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah d:rlam suatu jangka

waktu tertentu. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk
mengetahui kine{a perekonomian di suatu wilayah dalilm suatu periode

tertentu. PDRB dapat dikaji berdasarkan harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas harga berlaku adalah penjumlahan nilai tambah atas barang dan
jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam
jangka waktu tertentu, dimana barang dan jasa dihitu.ng menggunakan

harga yang berlaku pada tahun berjalan. PDRB atas har5;a konstan adalah

*

20

I
t
\

2014

,r,05
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penjumlahan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh

berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu satu tahun,

dimana barang dan jasa dihitung pada harga yang tetap atau harga pada

tahun dasar.

Berdasarkan harga berlaku, nilai PDRB di Kabupaten Toraja Utara

menurut lapangan usaha pada tahun 2023 mencapai 12.3O7,76 milyar

rupiah. Nilai PDRB ini secara nominal mengalami kenaikan sebesar 996,76

miliar rupiah dibandingkan dengan talrun 2022 yang mencapai 11.311,30

milyar rupiah.

Kenaikan nilai PDRB tersebut disebabkan oleh arlanya peningkatan

produksi di seluruh lapangan usaha dan inflasi. Nilai PDRB Kabupaten

Toraja Utara berdasarkan harga konstan hanya mengalami pertumbuhan

sekitar 0,09 persen pada tahun 2O2O. Pada tahun 2019 nilai PDRB sebesar

5. 140,01 milyar rupiah dan tahun 2O20 menjadi 5.14€i,55 milyar rupiah.

Pertumbuhan ekonomi tahun 202O yang kontraksi disebabkan oleh kondisi

pandemi covid-19. Setelah tahun 202O pertumbuhan ekonomi mulai

membaik hingga tahun 2023 nilai PDRB sebesar 5.861,31 milyar rupiah.

Tabel 2.25.
PIrRB Atas Dasar Harga Berlaku datr Harga Krtrataa

dl Kabupaten Toraja Utara Tahua 2014-21123

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara Tahun 2O24

2.2.2.5.3 PDRB Per Kaplta

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mas.yarakat di suatu

daerah atau wilayah diperlukan indikator ekonomi yang menunjukkan

bahwa aktilitas ekonomi daerah tersebut berjalan. Berja-lannya kegiatan

ekonomi dapat meningkatkan kemakmuran masyarrrkatnya dan ini
tercermin dari Pendapatan Domestik Regional Bruto per Kapita. PDRB per

kapita yang semakin meningkat mengindikasikan kesejahteraan di wilayah

20t4 5,O31.50
2015 5,446.77

3,510.36
3,7A2.4O

2076 6,788.21 4,085.69
2077 7,720.94 4,42t.64
2074 8,696.50 4,774.53
20t9 9,596.35
2o20 9,72t.43

5,140.01
5,148.55

2021 10,344.30 5,357.13
2022 11,311.30 5,639.38
2023 12,307.76 5,861.32
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tersebut. PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlaJr penduduk pada

pertengahan tahun yang tinggal di daerah itu, maka aka.n dihasilkan suatu

PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan

nilai PDRB per kepala atau persatuan penduduk.

PDRB perkapita sebesar 37,37 juta rupiah tahu:n 202O persatuan

penduduk. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan denp;an PDRB perkapita

Tahun 2019 sebesar 41,08 juta rupiah. Namun PDRB perkapita tahun 2O23

meningkat 2,85 juta rupiah menjadi 45,03 juta rupiah da:i 42,18 juta rupiah

di tahun 2022. Deagan demikian perkembangan tersc:but menunjukkan

bahwa kemampuan daya beli masyarakat di KabupeLten Toraja Utara

mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

cratik 2.11.
Perkembangan PDRB per Kaplta

dl Kabupaten Torqla Utara Tahun 2Ot4-2O23 fittta ruptahl

45,03

41,08 42,18

37,U 37,37
39,16

22,46

2014 2015 20L6 20L7 2018 2019 2020 202L 2t22 2023

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara Tahwn 2O24 (diolah Tim Penyrrsun)

2.2.2.3.4 Ttngkat Kemiskinan

Berdasarkan delinisi BPS, Kemiskinan dipandang sebagai suatu kondisi

dimana seseorang tidak memiliki kemampuan dari sisi. ekonomi untuk
memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur
melalui sisi pengeluaran. Seseorang dikatakan miskin apatrila memiliki rata-

rata pengeluaran per kapita dalam sebulan dibawah garis kemiskinan.

Sementara rasio gini merupakan indikator untuk mengukur atau melihat

ketimpangan dalam hal distribusi pendapatan di suatu daer.ah.
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Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik maka diperoleh persentase

tingkat kemiskinan tahun 2O22 sebesar 11,65 persen, lebih rendah dari

tahun 2O2L yaitu sebesar 11,99 persen. Pada tahun 2023 tingkat

kemiskinan kembali mengalami peningkatan sebasar 12,12 persen dengan

jumlah penduduk miskin yang juga meningkat menjadi 29.14O jiwa.

Graflk 2.13.
Garis Kemieldnan Kabupatea Toraja Utara tahun 2Ol4-2Cy23
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Sumber : BPS Kab. Toraja Utara Tahun 2024 (diolah tim penl'usun)
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Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum

pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup

yang mencukupi di suatu daerah atau wilayah. Garis kemiskinan berguna

sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuli mengukur ralyat

miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosial-ekonomi'

Perkembangan garis kemiskinan selama kurun rx'aktu tahun 2o14

hingga tahun 2017 meningkat sangat pesat namun men.galami penurunan

sebesar 24,22 perxn di tahun 2018. Pada tahun 2019t garis kemiskinan

Kabupaten Toraja Utara mulai meningkat sebesrrr Rp' 314'426

perkapita/bulan kemudian meningkat menjadi Rp. 395'731

perkapita/bulan pada tahurl 2023. Dengan demikian dapat diketahui bahwa

terdapat 29.740 jiwa penduduk yang memiliki pendapatan dibawah Rp

395.73 I (penduduk miskin).

2.2.2.5.5 Raslo Gini

Penilaian kinerja ekonomi daerah tidak hanya dilihal. dari sejauh mana

tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapitra penduduk, akan

tetapi pemerataan distribusi pendapatan daerah harrs mt:njadi fokus utama

dalam melihat tingkat kesejahteraan dan kemakmrrran masyarakat.

Ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk 1;ang tinggi dapat

menimbulkan masalah masalah sosial di masyarakat. Rasio gini merupakan

salah satu ukuran yang sering digunakan untuk menilai tingkat

ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di masyaral.at. Nilai rasio gini

berkisar antara dari O sampai dengan 1, klasifil:asi ketimpangan

berdasarkan rasio gini dibagi menjadi 3 bagian, rasio gi::ri antara O,5 atau

lebih termasuk ke dalam ketimpangan tinggi, nilai rasio girri antara 0,30-0,49

termasuk kategori ketimpangan sedang, dan nilai rasio gini kurang dari 0,30

termasuk ketimpangan rendah.

Grafik 2.14.
Reslo Glnl Kebupeten ToraJe Utere tahua 201.4-2o.25

o372
0,356 o,yB
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Sumber : BPS Kab. Toraja Utara Tahun 2024 (diolah tim penly'usun)
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Pada tahun 2019, rasio gini sebesar 0,38O dan pada tahun 2O2O rasio

gini naik menjadi 0,384 dan 2021 turun menjadi sebesa:: 0,372. Sedangkan

pada tahun 2O19 menjadi rasio gini Kabupaten Toraja Utara naik 0,328.

Hingga tahun 2023 rasio gini Kabupaten Toraja Utara menjadi 0,348 Yang

artinya Kabupaten Toraja Utara masuk kategori ketimpangan sedang.

2.2.2.3.6 Ttngkat Pengargguran TerbuLa, Ttngkat Partlslpasi Aagk*tan

KerJa daa Partlslpasl Aaghatan KGda Pcrcoptran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunju-<kan kemampuan

ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap

persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini,

semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan.

Indikaktor ini dapat memberikan sinyal tentang kinerj a pasar kerja dan

berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu seperti resesi, perubahan siklus

bisnis dan teknologi.

Tingkat Partisipasi Angkatan Keq'a merupakan inctikator yang dapat

menggambarkan keadaan penduduk yang berumur 15 lahun keatas yang

berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Tingginya angka Tingkat Partisipasi

Angkatan Ke{a perlu dicermati karena apabila disebabkan oleh

bertambahnya penduduk yang bekerja menunjukkan partisipasi yang

baik,akan tetapi jika disebabkan oleh bertambahnya junrlah pencari kerl'a,

makan menunjukkan rendahnya kesempatan kerja.

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan digunakan untuk mengukur

keterlibatan perempuan dalam dunia kerja. Pembangunan sumber daya

manusia juga berkaitan dengan peningkatan peran lf,erempuan dalam

bidang ketenagakerjaan karena perempuan dan laki-laki memiliki hak yang

sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian seperti laki-laki.
TPAK Perempuan menunjukkan kontribusi peretnpuan terhadap

pertumbuhan ekonomi dan gambaran kesempatan kerja bagi perempuan.

Tabel 2.26.
Kondlst KetenagakerJaan

Kabupaten Torqia Utara Tahun 2Ol9-2Ot g

63,27

TPT o/o 3 3,17 2,67
?22

7,99 2,6

TPAK o/o 7t,59 67,50 7 t,56 68,84 77,50

TPAK Perempuan % 67,24 66,74 67,91 73,80
Sumber : Dokumen RPJPD Kabupaten Torqja Utara Tahun 2025-2045
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Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Toraja Utara tahun 2O19-

2023 menunjukkan tren fluktuatif, sempat di angka 3, [7 persen di tahun

202O kemudian turun menjadi 1,99 persen di tahun 2022 na:rnto kembali

meningkat pada tahun 2023 menjadi 2,6 persen. Hal ini berarti bahwa dari

lO0 orang angkatan kerja terdapat sekitar 2 orang pengangguran. Begitu

pula dengan TPAK dengan tren flukuatif namun cenderung meningkat di

tahun 2O23 menjadi 77,50 persen dari 68,84 persen pada tahun 2022 yaag

berarti bahwa pada tahun 2023 77,50 persen dari jumlah penduduk yang

berada dalam usia kerja di Toraja Utara (biasanya usia 15 tahun ke atas)

berpartisipasi dalam angkatan kerja. Angkatan kerja menr:akup yang beke{a

dan yang menganggur narnun aktif mencari pekeg'aan. Dengan kata lain,

dari seluruh penduduk usia kerja, sebanyak 77,50 persen terlibat dalam

aktivitas ekonomi, baik dengan memiliki pekerjaan maup'''rn sedang mencari

pekerjaan. Hal yang sama juga terlihat pada capaian TPAK Perempuan di

Tora-ja Utara dimana tren 5 tahun terakhir nalnun cenderung meningkat di

tahun 2023 menjadi 73,80 persen dari 63,27 persen di turhun 2022. HaJ ini
menunjukkan bahwa di tahun 2023 73,80 persen jumlah perempuan dalam

usia ke{a yang aktif berpartisipasi dalam pasar tenageL kerja, baik yang

sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan.
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2.2.2.3.7 Kepeeettaan Jamlnaa Kecehatan Naslonal

Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional rnenjadi salah satu

indikasi gambaran kondisi aspek kesejahteraan sosial. Jaminan Kesehatan

Nasional ditqjukan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang

menyeluruh bagi setiap penduduk Indonesia agar dapat hidup sehat,

produktif dan sejahtera yang diberikan dalam bentuk pelrryanan kesehatan

perorangan dan komprehensif, mencakup pelayanan penin gkatan kesehatan

(promotif), pencegahan penyakit (prevenlif), pengobatan (kuratif) dan

pemulihan (rehabilitative) termasuk obat dan bahan medis dengan

menggunakan teknik layanan terkendali mutu dan biaya (manged care).

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Toraja Utara tahun 2025-2O45, data Cakupan Kepesertaan

Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Toraja Utara yalg tersedia halya
tahun 2023 dengan cakupan 997o dengan keaktifan 84,85yo Pada tahun

2023 peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten

Toraja sebanyak 254.052 jiwa atau sebesar 99,34%, artinlra bahwa hampir

seluruh warga masyaralat di Kabupaten Toraja Utara telah memiliki payung



perlindungan untuk mengakses layanan dan fasilitas kesehatan. Dari

capaian kinerja tersebut Pemerintah Kabupaten Toraja Utara meraih

penghargaan Universal Healt Covarage (UHC) dari BPJS Kesehatan sebagai

wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten 'loraja Utara dalam

mendukung JKN bagr masyarakat. Keadaan akhir Juli 2024 yaitu

kepesertaan yang aktif sebanyak 225.893 dan non al:tif sebesar 38.47 |

dengan keaktifan 86,330/o.

2.2.3 Perscbaran l)an Mobilttas Penduduk

Persebaran penduduk merupakan kondisi yan€l menggambarkan

distribusi penduduk yang menempati di suatu wilayah t(:rtentu. Persebaran

penduduk menjadi hal penting untuk ditinjau karena apabila penduduk

tidak tersebar secara merata di semua wilayah maka akan menciptakan

ketimpangal populasi. Hal itu dapat dilihat dalam level. nasional, dimana

masalah ketimpangan populasi mengakibatkan terjadinya ketimpangan

wilayah Timur dan Barat serta ketimpangan pulau Jawa dengan pulau lain

dan berimplikasi pada ketimpangan infrastruktur, ekono:ni, kesehatan dan

pendidikan.

Sementara mobiltas penduduk adalah perpindahan penduduk dari

suatu daerah ke daerah lain dengan melampaui batas negara ataupun batas

daerah di dalam satu negara. Terdapat dua macam mobilitrls penduduk yaitu

mobilitas penduduk non pernanen (sirkuler) dan mobilitas penduduk

perrnanen (migrasi). Mobilitas penduduk non perrnanen a<lalall perpindahan

yang bersifat tidak tetap atau sementara. Sedangkan mobilitas penduduk

perrnanen adalah perpindahan penduduk untuk tujuan m€rnetap.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penduduk untuk migrasi

dari suatu daerah ke daerah yang lain. Salah satu yang terpenting adalah

faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini dapat dilihat dari fenornena yang banyak

te{adi di Indonesia yaitu migrasi penduduk desa ke kota yang bertujuan

untuk mencari lapangan pekerjaan sehingga dapat rrremperbaiki taraf
kehidupannya. Selain faktor ekonomi, faktor fasilitas kesehatan dan

pendidikan juga berperan bagi penduduk untuk bermigrasi.

Jumlah penduduk Kabupaten Toraja Utara pada tahu n 2023 mencapai

261.652 jiwa, terdiri dari 133.529 laki-laki dan 128. 123 perempuan.

Penduduk ini tersebar di 21 (dua puluh satu) kecamatan.
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G'raflk 2.15.
Perrebara:l Peadudu"L Ueoulut Kecaaatar! dl Xebupatr:a Totqfa Utara

Tahua 2O19-2O23

I AWAN RANTE (ARUA

r I<APALA PITU

r SESE{N SUI,OARA

* NANITBUA

. gANGXELEKITA'

. TONoO

: $5U'

r SARUPPU,

. BUi{TU PSPASAN

r DENDE. PIOI{GAN NAPO

TTATIUNGLIPU

r BALUSU

r Tl(AtA

. SOPAI

ISAN6GALAIGI

. SADAN

r SUNTAO

r RINDINGALLO

. NANGGATA

. SESEA

r RAMTEPAO

Sumber: Disdukcapil Kab. Toraja Utara Tahun 2024 ldiolah tim penJnrsun)

Berdasarkan data pada grafik di atas, pada tahun 2023 jumlah

penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Rantepao yaitu 28.231 jiwa yang

berarti Kecamatan Rantepao menyumbang 10,78 persen dari total populasi

penduduk Kabupaten Toraja Utara, sedangkan Kecamatan Awan Rante

Karua memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 5.908 jiwr atau 2.25 persen

dari total populasi penduduk.

Dalam hal mobilitas, pada tahun 2016 yang lalu terczLtat penduduk dari

Kota atau Kabupaten lain yang masuk ke Kabupaten Toraja Utara (migrasi

masuk) adalah 27 orang per 1OO0 penduduk. Sedangkren di tahun yang

sama, penduduk Kabupaten Toraja Utara yang bermigras:l keluar adalah 26

orang per 10OO penduduk. Dari kedua indikator ini clidapatkan bahwa
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migrasi netto Kabupaten Toraja utara adalah 1,5 dimarLa ditemukan lebih

banyak penduduk Kabupaten Toraja Utara yang bermigrasi keluar dari pada

penduduk Kota atau Kabupaten lain yang masuk ke KabuLpaten Toraja Utara

yaitu I orang per 10OO penduduk. Migrasi netto terbesar adalah pada tahun

2O2O yatt:r:, 15,6 yang artinya ada 15 orang per 1O00 penduduk dari Kota atau

Kabupa,ten yang bermigrasi masuk ke Kabupaten Tor4ia. Utara. Namun di

tahun 2O21 migrasi netto berbalik menjadi -15,2 dimana ditemukan banyak

penduduk Toraja Utara bermigrasi keluar Kota atau Kabupaten lain yaitu

ada 15 orang per 1000 penduduk. Begitu pula tahun 2022 dimana migrasi

keluar Kota atau Kabupaten lain lebih banyak dibanding dengan migrasi

yang masuk ke Kabupaten Toraja Utara narnun pada tatrun 2023 migrasi

netto hanya sebesar 0.1 yang artinya jumlah penduduk yang migrasi masuk

sedikit lebih besar daripada yang migrasi keluar, tetap:i selisihnya sangat

kecil, yaitu hanya 0.1 per seribu penduduk.

Tabel2.27.
Aagka Migrast Masuk, Migrasi Keluar dan Migrasi Netto

dl Kabupatea Toraja Utara Tahun 2Ol4-2O213

15.6

Sumber Disdukcapil Kab. Torqja Utara Tahtn 2024 (diolah tim penyurrun)

2.2.4 Peabangunan Keluarge Berkualltas

Pembangunan keluarga harus mendapatkan perhatian khusus dalam

kerangka pembangunan berkelanjutan. Perkembangzm pembangunan

keluarga merupakan bagran integral dari pembangunan budaya, sosial

ekonomi bangsa yang tidak dapat dipisahkan dengan pernbangunan sektor

lainnya dalam rangka pembangunan manusia <lan masyarakat.

Perkembangan pembangunan keluarga pada dasarnya ditujukal untuk
menjamin keberlangsungan hidup seluruh manusia tidak hanya berdimensi

lokal atau nasional, tetapi juga internasional. Perkembanlgan pembangunan

keluarga tidak lagr dipahami secara sempit sebagai usaha untuk
mempengaruhi pola dan arah demografi semata, tetapi sasarannya jauh

lebih luas, yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat baik dalam arti

19.4 31.4Migrasi Masuk 10.7 27 .4 27 .3 38.6 42.6 ?oo 16.9

31.8 3 1.3Migrasi Keluar 15.8 2t.4 1q o 26.3 36.0 30.5 23.6 32.1

Migrasi Netto -8.1 -1o.7 1.5 1.0 2.6 12.2 - 15.2 -12.4 0.1
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fisik maupun nonfisik termasuk spiritual. Dampak pe rubahan dinamika

kependudukan al<an terasa dalam jangka waktu yalrg lama sehingga

seringkali kepentingannya diabaikan. Luasnya cakupan masalah

menyebabkan pembangunan keluarga harus dilakukan secara lintas sektor

dan lintas bidang. Oleh karena itu, dibutuhkan bentrrk koordinasi dan

pemahaman mengenai konsep pembangunan keluarga sec,ara tepat.

Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian bersama

dalam pembangunan keluarga dewasa ini diantaranya :

1. Belum optimalnya pengetahuan orangtua tentanll cara pengasuhan

dan pembinaan tumbuh kembang anak;

2. Tuntutan baru dalam membangun keluarga bagt sebagian

masyarakat (generasi milenial dan generasi zilenied);

3. Kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tenlang perencanaan/

penyiapan kehidupan berkeluarga;

4. Perubahan struktur keluarga dan mobilitas anggota keluarga yang

menyebabkan berkurangnya kualitas hubungrtn antar anggota

keluarga;

5. Masih lemahnya kualitas hidup lansia dan l:elum optimalnya

kemampuan keluarga dalam melakukan pendampingan perawatan

jangka panjang lansia;

6. Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan

informasi dan konseling ketahanan keluarga; rlan masih terjadi

disintegrasi bidang pembangunan keluarga lintas sektor.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 ini men gamanatkan agar

pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijatr;an pembangunan

keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai

upaya mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimtrang dan keluarga

berkualitas. Ketahahan keluarga dapat terwujud dengan adanya pola asuh

anak yang baik kepada balita dan remaja serta pendampingan kepada

lansia. Untuk mencapai hal tersebut, kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB),

Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL), serta Usaha

Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) merupakan cara yang

bisa ditempuh untuk meningkatkan ketahanan keluarga di Sulawesi

Selatan.
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802019 J

1042020 10

2022 37
2023 42

182
204

Tabel 2.28.
Juolah Kelompok dan Anggota Keglatan Ketahanan Keluarga Usaha

PealngkataaPeadapatan Keluarga Ataeptor Kelrrarga Langla
dl Kebupaten ToreJa Utera Tahun 2Ol9'2|,@O

Sumber : DP3AP2KB Kab. Torqja Utara Tahun 2024

Kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor yang

selanjutnya disebut UPPKA adalah usaha ekonomi produktif yang

beranggotakan sekelompok anggota keluarga alseptor yang saling

berinteraksi dalam rangka meningkatkan fungsi ekonomi keluarga demi

mewujudkan kemandirian ekonomi keluarga. Berdasarkan laporan dari

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana, diperoleh informasi jumlah kelompok UPPKA

mengalami kenaikan yang cukup tinggi pada tahun 2023 yaitu sebanyak 42

keiompok, dimana tahun 2Ol9 hanya ada 3 kelompok yrmg melapor setiap

tahun. Begitu pula dengan jumlah anggota UPPKA yang meningkat cukup
tinggi pada tahun 2O23 menjadi 2Q4 anggota yang juga terus mengalami

kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya.

BKB atau Bina Keluarga Balita merupakan suatu program dalam rangka

pembinaan keluarga untuk mewujudkan tumbuh kemb ang Balita secara

optimal, sasaran dari BKB ada-lah Keluarga/ Orang tua y,ang memiliki anak

balita usia 0-5 Tahun. Tujuan dari kegiatan BKB untu.k membantu para

orang tua khususnya Baduta untuk mewujudkan gerrerasi emas yaitu
generasi yang sehat, cerdas dan berkarakter. Berdasarkan Laporan Dinas

Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan

Anak (DP3AP2KB) Kabupaten Toraja Utara, diperoleh informasi jumlah
kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) di Kabupaten Toraja. Utara mengaiami
peningkatan. Berdasarkan Laporan Dinas Dinas Pemberd.ayaan perempuan

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Toraja Utara, diperoleh informasi jumlah kelompok Bina Keluarga
Balita (BKB) di Kabupaten Tor4ja Utara tahun 2O23 Jumlzrh Kelompok yang

KELOMP'OK I(EGIATAN K TAIIAilAI{ K,ELUARGA

TAHUN UPPKA
Jual,eh Kelompot yang

telapor
Jumlah rlaggota

UPPKA
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2019 60 2.708
1.905402020
2.176422022

20]23 65

melapor 65 BKB dengan peningkatan jumlah anggta sebersar 999 anggota'

Tabel2.29.
.Iunlah Kelompok dan Anggota Kegiatan Ketahanan

Keluarga Blna Keluarga Balttadt tahun 2019-2O23

999
Sumber : DP3AP2KB Kab. Toraja Utara Tahun 2O24

Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah suatu kelompok/wadah

kegiatan yang terdiri dari keluarga mempunyai remaja usia lG-24 tahun

yang di lakukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku

orang tua da-lam rangka pengasuhan tumbuh kembang remaja sedangkan

bina keluarga lansia adalah kelompok kegiatan (poktrn) keluarga yang

mempunyai lansia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan keluarga yang memiliki lansia dan lansia itu sendiri untuk

meningkatkan kualitas hidup, Untuk kegiatan ketahanan keluarga pada

kelompok bina remaja dan bina lansia pada tahun 2023 mengalami

peningkatan. Kegiatan bina keluarga remaja (BKR) memiliki jumlah

kelompok sebanyak 54 dengan jumlah anggota yang sarna sebanyak 224

anggota dan bina keluarga lansia (BKL) tahun 2023 memiliki jumlah

kelompok sebanyak 51 dengan jumlah anggota yang sama sebanyak 368

anggota.

Tabel 2.3O.
Jual,ah Kclompok darr Anggota Kegiatan Ketahanan Kcluarga Blna

Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansla
Kabupaten TorqJa Utara tehua 20l9-2ol13

20t9 10 1.562 23 2.302
2020 T7 1.013 2L 1.824
2022 42 1.157 38 1.057
2023 54 224 51 368

Sumber : DP3AP2KB Kab. Torqia Utara Tahun 2O24
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Selain pembinaan keluarga yarrg dilakukan oleh BKKBN bersama

instansi terkait, terdapat juga pembinaan keluarga yan€l dilaksanakan oleh

Dinas Sosial, yaitu dalam bentuk Program Keluarga Harrlpan (PKH). Bentuk
program ini adalah pemberian bantuan tunai kepada Rumah Tangga Miskin
(RTM). Sebagai sebuah program bantuan sosial bersya:.at, PKH membuka

akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak un.tuk memanfaatkan

berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang

tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga muleLi didorong untuk
mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengarr mempertahankan

taraf kesejahteraan sosialnya. Jumlah Kelompok Peneri.ma Manfaat (KPM)

PKH di Kabupaten Toraja Utara dapat digambarkan sebagzri berikut:

Tabel 2.31.
Jumlah I(PM PXH Kabupaten Torqia Utara tahun 2OL5-2O23

Au'an
Rantekarua

2ta 281 279 473 483 525 (r 13 540 477

Balusu 298 220 354 356 417 564 499

Bangkelekila 224 349 337 470 476 487

€,01

488 348 320

Baruppu 298 212 198 206 207 280 383 4t4 346

Buntao 421 453 439 720 73t 852 1,t12 922 831

a67
Buntu
Pepasan

619 790 1,133 1,160 1,166 I ,:231 1 ,019

Dende
Piongan Napo

300 319 314 s83 587 659 831 7a\ 722

446Kapala Pitu 289 274 270 423 4t5 459 5r5O 523

848 727Kesu 362 468 452 s68 568 574 8ti7

Nanggala 386 379 430 420 542 7 t5 655 58s

644 575Rantebua 294 321 301 475 49t 583

417 384 387 370 334

700

4lt5 460 424Rantepao 319

299 514 503 62t 674 563Rindingallo 233 310

Sa'dan 601 709 670 |,026 1,048 1,235

69s

1,281 1,110

758Sanggalangi 267 462 452 544 546 642 8(r 1 839

Sesean 204 20t 377 397 527 725 745 617

358 364 410 543 490 419
Sesean
Suloara

2t8 257 246

779 I,O47 916Sopai 438 441 433 666 669 1,084

Tallunglipu 203 209 206 284 2A3 347 436 473 429

Tikala 329 438 423 484 463 530 670 694 602

Tondon 230 267 263 458 451 539 616 548

T TAL 6,9t7 7,783 7,496 1O,933 10,9tE 12,srtE

669

ts,42o t4,496 12,3&
Sumber : Dinas Sosial Kab. Toraja Utara Tahun 2024
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Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Toraja

Utara dari tahun 2015 hingga 2024 mengdami peningkatan. PKH pada

tahun 2014 mencapai 6.917 KPM yang terus meningkar: pada tahun 2023

menjadi sebesar 12.564 KPM. Data ini memberikan inlbrmasi bahwa jika

dilihat dari sudut pandang layanan kesejahteraar sosial, terdapat

peningkatan cakupan pelayanan. Namun jika dilihat dari sudut pandang

kemiskinan, terdapat peningkatan jumlah penduduk :miskin yang perlu

diintervensi lebih lanjut dalam upaya penanggulangan kelniskinan.

2.2.5 Peaataaa Adatalstmsl Kepeadudukan

Dalam pembangunan kependudukan, administrasi kependudukan

sebagai suatu sistem merupakan bagian penting dan tid:rl< terpisahkan dari

adminstrasi pemerintahan dan administrasi negara dalarrr rangka pemberian

perlindungan terhadap hak-hat< individu penduduk, mela,lui pelayanan

publik dalam bentuk penerbitan dokumen kependudukan (Kartu Tanda

Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil). Sesuai amanat Undang-

Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kepr:ndudukan sebagai

landasan hukum pelaksanaan kebijakan administrasi l:ependudukan dan

data dasar (database) kependudukan nasional dan r:erwujudnya tertib

administrasi kependudukan, pada gilirannya nanti akan dapat

didayagunakan untuk kepentingan perumus€rn kebijakan pemerintahan dan
perencanaan pembangr.rnan yang berbasis administrasi kependudukan,

sehingga akarl terwujud pembangunan administrasi kependudukan yang

berkelanjutan.

2.2.5.1 Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen

kependudukan yang wqjib dimiliki oleh keluarga. Dal€ffr kartu keluarga

memuat susunan anggota keluarga yang menunj ukkan hubungan
kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluzLrganya.
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Grellt 2.16.
Pcr3etrta3e Penduduk yang Mcmiltlrl Nartu NcluargE

Kabupatea Torqia Utara tahun 2016'2o23

2015 2017 2018 2019 2020 2027 2022

Sumber : Disdukcapil Kab. Toraja Utara Tahun 2024 (diolah tim l)en]'usun)

2023

Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga di Kabupaten

Toraja Utara yang sudah memiliki Kartu Keluarga (KK) dari tahun 2018

hingga tahun 2023 sudah mencapai 1OO persen. Hal ini disebabkan karena

data keluarga yang datang atau mutasi penduduk sudieh terdeteksi pada

database kependudukan serta kemudahan dalam akses pelayanan

kepemilikan kartu keluarga. Dan juga menunjukkan bahwa kesadaran

masyarakat akan kepemilikan Kartu Keluarga merupakan persyaratan

mutlak dalam setiap pelayanan publik, sehingga merruntut masyarakat

untuk mengurus Kartu Keluarga.

2.2.6.2 Kepemilikan KTP Elettronlk
Setiap penduduk warga negara Indonesia maupun orang asing yang

memiliki izin tinggal tetap yang telah bemmur 17 (tujuh belas) tahun atau

mereka yang berumur di bawah 17 tahun tetapi telah l<awin atau pernah

kawin wajib memiliki KTP elektronik dimana dalam KTP lElektronik tersebut

memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan kunci akses

sebagai penduduk Indonesia. Jumlah penduduk yang memiliki KTP

elektronik cenderung fluktuatif setiap tahunnya, dal pada tahun 2023 telah

mencapai 97,42 perseo. Hal ini disebabkan karena kesadaran penduduk

akan pentingnya kartu indentitas resmi bagi mereka, ditambah lagi disaat

sekarang ini segala bentuk pengurusan atau administrar;i mewajibkan KTP

sebagai salah satu syarat kelengkapan segala bentuk pengurusan atau
amdinistrasi.
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Gmnt 2.17.
Perccntace Peaduduk yang MeElllH KTP Elektkrontk

di Kabupaten Torqia Utara tahun 2016'2o123

2016 2077 2019 2020 2027 2023

Sumber : Disdukcapil Kab. Toraja Utara Tahun 2024 (diolah tir: penyrrsun)

Persentase perekaman KTP-el di Kabupaten Toraja Utara cukup tinggi

mencapai 97 ,42 persen pada tahun 2O23 walaupun pada tahun sebelumnya

2O|9-2O2L sudah mencapai 99-1OO persen Capaian ini tidak terlepa dari

upaya pemerintah yang cukup intensif agar semua peniuduk yang berhak

mendapatkan KTP elektronik dapat segera terlayani.

2.2,5,5 Cetat KIA dan Alrta Kelahiran O-17 Tahun

Kartu ldentitas Anak (KIA) adalah bukti identitas resmi untuk anak di

bawah 17 tahun yang berlaku selayaknya KTP untuk orang dewasa pada

umumnya. Penerbitan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan,

perlindungan, dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan

perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional wargil negara (pasal 2

Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak). Sasaran

KIA terbagi menjadi dua kategori, yaitu anak-anak berusia 0-5 tahun dan 5

sampai 17 tahun kurang sehari.

Akta kelahiran adalah bentuk identitas setiap ar:.ak yang menjadi

bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas

identitas mempakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan

seseor€rng di depan hukum. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak

kelahirannya (pasal 27 UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan UU

Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak). [dentitas tersebut

dituangkan dalam akta kelahiran. Ketiadaan kepemilikum akta kelahiran
anak menyebabkan ketidakjelasan identitas anak, yan6; akan membawa

97,42

E2,7282,57

99,99100
95,73

99,31
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sejumlah implikasi, seperti diskriminasi, tidak memiliki akses terhadap

pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta rentirn menjadi korban

kekerasan

Tabel 2.32.
Pcrscrrtase Pendudut Unur O'17 tahun yang fsmlllki Atta

Kelahtran datl Calrupan penerbltan KIA
Kabupaten Torqla Utara tahua 2Ol9'2C23

Sumber : Disdukcapil Kab. Toraja Utara Tahun 2024

Data pada grafik 2.32 menggambarkan bahwa terdapat peningkatan

jumlah kepemilikan akta kelahiran dari tahun ke tahun st:jak tahun 2O16 ke

tahun 2O23. Data kepemilikan akta kelahiran tersebut rli atas merupakan

hasil pelayanan pencatatan akta kelahiran yang tt:rintegrasi dengan

database kependudukan dalam Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK) yang dilakukan sejak tahurr 2014. Hal ini

menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan kepemilikan akta

kelahiran dan manfaatnya juga semakin baik. Hal ini juga didukung oleh

layananan publik seperti kesehatan, pendidikan dan lainnya yang

mempersyaratkan agar masyarakat memiliki akta k,:lahiran. Capaian

kepemilikan akte kelahiran terus meningkat setiap tahun hingga di tahun

2023 sudah mencaoai 94,04 persen.

Berbeda halnya dengan penerbitan Kartu Identitas Anak yang baru

mencapai 43,74 persen pada tahun 2023. Pencapaian cakupan 43,74 persen

berarti bahwa lebih dari separuh anak di Toraja Utara belum memiliki KIA,

sehingga pemerintah masih perlu meningkatkan sosilrlisasi dan akses

layanan pembuatan KIA untuk mencapai target cakupan yang lebih tinggi.

Upaya yang dilakukan biasanya mencakup penyuluhan kt:pada masyarakat,

kerjasama dengan sekolah-sekolah, posyandu, serta inslansi terkait, agar

kesadaran masyarakat tentang pentingnya KIA meningka.t, dan anak-anak

dapat memiliki identitas resmi yang diakui pemerintah sejak dini.

93.06 94.O482.38 90.34o/o 4t.23
Persentase Penduduk umur
0- 17 Tahun dengan
Kepemilikan Akte Kelahiran

39.6 43.74o 5.68 24.44o/oCakupan Penerbitan Kartu
Identitas Anak (KIA)
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2.2.5.4 Kepcmiliken AJEta Iftkeh

Akta nikah adalah bukti pencatatan perkawinan yang harus dimiliki

oleh pasangan yang sudah melangsungkan pernikahart menurut hukum

dan tata acara agama. Meski sudah sah secara agama, narnun pasangan

suami istri harus tetap mencatatkan perkawinanny a af\ar pernikahannya

sah pula secara hukum sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri

dilindungi oleh undang-undang. Akta perkawinan adalah pengakuan negara

akan sebuah pernikahan yang berlangsung antara suarrri dan istri. Ketika

negara mengakui pernikahan, maka bisa mencegah fitnah dan memberikan

posisi pasti pada kedua belah pihak, baik suami miaupun istri. Akta

perkawinan juga bisa digunakan untuk mengurus dokumen anak-anak,

memudahkan dalam pengurusan hak asuh anak, dan nrenegaskan status

anak sehingga tak ada pihak yang dirugikan jika terjadi sebuah perceraian.

Tabel 2.33.
Cakupan Akta l{ikah yang diterbltkan

Kabupaten Torqla Utara tahua 2OL9-2O2tg

Sumber : Disdukcapil Kab. Toraja Utara Tahun 2024

Pencapaian cakupan akta nikah yang diterbitkan Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara selama 5 ta-trun terakhir terus

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun pencapaian pada tahun

2O23 baru mencapai 54,8O persen. Pencapaian ini merLunjukkan bahwa

seluruh pasangan yang seharusnya memiliki akta nikah, hanya 54,80

persen yang telah memiliki dokumen tersebut secara resr:ni. Hal ini berarti

ada 45,20 persen pasangan yang belum memiliki akta nikah, baik karena

pernikahan belum dicatat secara resmi, ketidaktahuan, akses, dll.

2.2.5.5 Penertiban Akta Kematlan

Pencatatan kematian hingga diterbitkannya akta kerrratian bagi warga

negara yang telah meninggal merupakan wewenang Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil. UU Nomor 24 Tahun 2013 tenlrng Administrasi

Kependudukan merupakan dasar hukum dilaksanakannya pencatatan

kematian warga negara Indonesia yang telah meninggal. St:bagai salah satu

kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan, pengurusa:n akta kematian

53.65 54.80

Cakupan Akta Nikah yang
diterbitkan / Persentase penduduk
status kawin yang memiliki akte
perkawinan

% 36.60 39.28 43.81

7I

Ureian
2019 2020 2023I

Satuaa Tahun
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seharusnya memuurg wajib diketahui untuk kemudian dipatuhi oleh

masyarakat. Karena selain memiliki manfaat bagi individu, akta kematian

juga sangat berpengaruh bagi negara yaitu sebagai dokumen untuk

penetiban data kependudukan, yang kemudian akan digunakan sebagai data

untuk mengatur rancangan pembangunan negara kedepa.o.

Tabel 2.34.
Cakupan Akta Kematlaa yang dlterbltl'an
Kabupaten ToraJa Utara tahun 2019'21123

Sumber : Disdukcapil Kab. Torqja Utara Tahun 2024

Jumlah akta kematian yang diterbitkan Kabupaten 'loraja Utara tahun

2Ol9-2O23 mengalami tren yang fluktuatif. Jumlah alrta kematian yang

diterbitkan ta},wn 2022 mencapai 1.344 menurun di tahun 2O23 menjadi

1.191. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengeniei akta kematian

membuat masyarakat masih banyak yang belum nrenguruskan akta

kematian bagi keluarganya yang sudah meninggal. Ha ini di karenakan

sebagian masyarakat hanya tahu mengenai surat keterangan kematian saja,

yang biasanya di terbitl<an oleh puskemas maupun rumah sakit. Sedangkan

surat keterangan kematian dan akta kematian itu meroiliki manfaat dan

fungsi yang berbeda. Pada aspek kepentingan individu akta kematian

menjadi persyaratan penting dalam kepengurusan dokumen terkait
persoalan ahli waris, kepengurusaa uang duka, tunjrmgan kecelakaan,

asuransi, dan kegunaan administrasi lainnya.

2.2.5.6 Penertiban Akta Corai

Akta cerai yang dikeluarkan oleh Dinas Kependud ukan dan Catatan

Sipil adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pemerintah

tersebut sebagai bukti sahnya status perceraian seseorang setelah proses

perceraian selesai di pengadilan. Akta cerai ini berbeda dengan putusan

cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan, karena akta cr:rai dari Dukcapil
lebih berfungsi sebagai dokumen administrasi untuk pembaruan data
kependudukan. Akta cerai dari Dukcapil mencakup penerbitan akta cerai itu
sendiri, perubahan status di Kartu Keluarga, pembaruan data
kependudukan, pengurusan hak waris, dan berbagai kepe:rluan administratif
lainnya yang memerlukan bukti sah perceraian.

1.191731 642 1.344Cakupan Akta Kematian yang
Diterbitkan

Jumlah
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Tebel 2.35.
Cakupan Aka Ceral yang diterbltkaa dan Cakupan Layaaan

Kabupaten Torqfa Utara tahua 2Ot9-2O25

Sumber : Disdukcapil Kab. Toraja Utara Tahun 2024

Jumlah akta cerai yang diterbitJ<an Dinas Kependuclukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Toraja Utara Tahun 2Ol9-2O22 mengalanri peningkatan tiap

tahun namun hanya turun 14 akta di tahun 2023. Pencapaian cakupan

layanan penertiban akta cerai selama 5 tahun terakhir suLdah mencapai 100

persen.

95
Cakupan Akta Cerai yang

Diterbitkan
Jumlal 68 83 109

Cakupan Layanan Penertiban

Akta Cerai
Persen 100 100

105

100 100 100

..,.

Tahur

2ole l2o2o | 2021 i2o22i2o23
SatuerUralau



BAB III
PROYEKSI PEITDI,'DUK DAN

KOIIDISI IDEAL XTPEI|DUDUI(Ail

Dalam rangkaian proses pembangunan, penduduk merupakan salah

satu faktor strategis karena bukan hanya sebagai sirsaran tetapi juga

sebagai pelaksana pembangunan atau sebagai obyek dan subyek

pembangunan. Oleh karenanya, kebijakan pembangunan seharusnya tidak

hanya diarahkan untuk mengatasi permasalahan kepenctudukan pada saat

ini, tetapi juga dilakukan dalam rangka mengantisipasi keadaan dan

permasalahan kependudukan pada masa mendatang.

3. t. Pengendallan Kuantltas Poadudul

Kuantitas atau jumlah penduduk dapat menjadi potensi maupun

beban bagi suatu daerah. Penduduk menjadi potensi apabila jumlah

penduduk seimbang dengan sumber daya yang lain, serta mempunyai

kualitas hidup yang baik. Sebaliknya, menjadi beban apabila jumlah

penduduk melampaui kapasitas witayah yang terserlia pada daerah

tersebut.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan ledakan penduduk,

yang sangat mempengaruhi kualitas hidup dan tingl<at kesejahteraan

penduduk di suatu wilayah. Kualitas hidup manusia atau masyarakat

dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya adalah kepzrdatan penduduk,

ketersediaan fasilitas-fasilitas yang tersedia untuk kesejahteraan

masyarakat, pola hidup yang dianut oleh masyarakat, nc,rma yang berlaku

di suatu daerah dan lainlain.
Dalam kenyataannya, kepadatan penduduk san gat berpengaruh

terhadap kualitas hidup masyarakat, sebab kepadatar penduduk yang

tinggi akan banyak menimbulkan berbagai masalah, misalnya kemiskinan,

perumahan, lapangan peke{aan dan lain-lain. Selanjutnya, dari ragam

permasalahan yang timbul tersebut, akan membawir dampak pada

penurunan kualitas hidup masyarakat. Arlinya, keberhasilan pengendalian

pertumbuhan dan kuantitas penduduk, akan membuka peluang bahkan

menjadi faktor dominan dalam mewujudkan kualitas kehidupan

masyarakat.

Proyeksi penduduk merupakan cara penggambaran jumlah penduduk

berdasarkan perhitungan tertentu. Proyeksi didasarkan pada asumsi
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komponen yang meliputi kelahiran, kematian, dan migrasi. Proyeksi

memegang perarlan penting dalam tujuannya sebagri sebuah sistem

perenc:rnaan pembangunan daerah di masa mendatang. Penduduk dan

proyeksinya merupakan gambaran yang peranannya dapat digunakan

sebagai penentu dan arah kebijakan, serta sebagai bahan evaluasi hasil

pembangunan yang telah/ sudah dilakukan.

Berdasarkan data kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, berikut piramida penduduk

menurut kelompok umur dan jenis kelamin Kabupaten ?rraja Utara tahun

2023.

Graltt 3.1.
Ptramtda Ponduduk Kabupaten Torqia Utara

Tahun 2U2S - 2OSO
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Population by age and ser (Thousands)

m35 20.0

20,o

,1'l
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rtD

(cfurc Md+|..,i.I.

c4i$- r..t *std.

Population b;- age and sex (TbousaDds)

Sumber: Disdukcapil Toraja Utara Tahun 2024, Sryclrurn 2O24 ldata diolah tim
penyusun)

Dari grafik di atas terlihat bahwa piramida penduduli: Kabupaten Toraja

Utara menunjukkan adanya perubahan stuktur umur yang te{adi pada

penduduk Kabupaten Toraja Utara. Pada tahun 2023, piramida penduduk

tampak lebar pada kelompok penduduk muda, terutama pada kelompok

umur 10-14 tahun, dan mengecil pada kelompok umur di bawah 5 tahun

dan kelompok umur di atas 55 tahun. Kemudian ber,lasarkan proyeksi

penduduk tahun 205O, piramida penduduk melebar pada bagian bawah

pada kelompok umur 5-9 dan 10-14 tahun dan mengerucut pada bagian

atas sampai umur 70-74 tahun dan melebar pada usia 75+ tahun.

Perencanaan pembangunan di suatu wilayah akan rlapat memberikan

hasil yang optimal jika pemangku kebijakan mempe rhatikan masalah

kependudukan. Berdasarkan tren data kependudukan terlihat penduduk

lansia mengalami peningkatan. Hal ini perlu menjacli perhatian bagi

pemerintah yaitu mulai mempersiapkan kebijakan-kebijakan pembangunan

yang responsif terhadap kondisi kependudukan di Kabupraten Toraja Utara

Jika penduduk lansia tersebut memiliki kesehatan, pendidikan, dan

Fomale
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keterampilan yang memadai, serta dapat terus berkontribusi dalam

perekonomian, maka kelompok penduduk tersebut berpeluang membuka

jendela kesempatan untuk Kabupaten Toraja Utara memperoleh bonus

demografi selanjutnya di masa yang akan datang. Di samping itu
pemerintah juga perlu tetap mengontrol tingkat fertilitas agar laju

pertumbuhan penduduk tetap terkendali. Untuk kek>mpok umur usia

produktif, pemerintah perlu menyiapkan bekal seperti ptlatihan agar dapat

terus produktif. Penduduk usia produktif saat ini akan menjadi penduduk

lansia pada masa yang akan datang. Ketika seseorang menjadi lansia

artinya dia berada pada fase puncak dalam siklus hiduo manusia yang di

dalamnya bagaikan rantai kehidupan yang saling berkaitan. Dengan kata

lain, kondisi lansia nantinya akan ditentukan bagaimarLa keputusan yang

diambil di masa lalu. Untuk itu, perlu persiapan serius st:rta dukungan dari

berbagai elemen, baik pemerintah maupun masyarakat, sehingga persentase

yalg akan menjadi lansia nantinya dapat menjadi lansia tangguh dan

terjamin kehidupannya di hari tua.

Graflk 3.2.
Komposial Penduduk Kabupaten ToraJa Uta:ra menurut

kelompok umur Tahun 2o26 -2O5O

d

I

r G14

r 15-6,4

r 65+

2025 2030 2035 2040 2045 2i150

Sumber: Disdukcapil Kab. Toraja Utara Tahun 2024, Spectru m 2024 (data diolah
tim peny'usun)

Berdasarkan komposisi umur, persentase pendurluk muda (0-14

tahun) mengalami peningkatan dari tahun 2025 sebanyak 77.844 jiwa
hingga tahun 2050 sebanyak 86.697 jiwa. pada penduduk usia produktif
(15-64 tahun) juga mengalami kenaikan dari tahun 2025 rsebanyak 150.632
jiwa menjadi 220.77ljiwa di tahun 2050. Begitu juga padeL penduduk lansia
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(65 tahun ke atas) mengalami peningkatan dari tahun 2025 sebesar 21.599

jiwa dan mencapai 35.056 jiwa di tahun 2050. Hal ir:.i mengindikasikan

sebagai dampak peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tercermin

dari peningkatan usia harapan hidup penduduk Kabupaten Toraja Utara.

Berdasarkan proyeksi di atas, bahwa pada tahun 2O5O Kabupaten Toraja

Utara telah memasuki era ageing population yaitu ketika persentase

penduduk usia 60 tahun ke atas mencapai 10 persen ke atas. Namun perlu

juga diperhatikan dampak dari peningkatan jumlah lansi,a di suatu wilayah.

Suatu keniscayaan bahwa bertambahnya lansia berbanding lurus dengan

bertambahnya kebutuhan termasuk di dalamnya perawatan yang pada

akhirnya akan menjadi beban ekonomi penduduk usia produktif untuk
membiayai penduduk lansia. Untuk itu, perlu adanya p,eningkatan sinergi

dalam melaksanakan program-program terkait dengan lansia yang dapat

mengurangi beban ketergantungan lansia terhadap kelompok usia

produktif. T\rjuannya adalah untuk membuat lansia menjadi sehat, mandiri,

dan aktif selama mungkin guna turut mendorong ekonr:mi dapat tumbuh

ketika lansia mereka bekerja. Pada tahun 2024, rasio beban ketergantungan

Kabupaten Toraja Utara sebesar 52,65. Proyeksi Rasio Beban

Ketergantungan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1.
Proyeksl Rasio Bebaa Ketergartungan Penduduk

Kabupaten Torqja Utara Tahua 2(n5-2O5,O

URAIAN
TNIUI{

2030 2035 2o4A 2()45 2050

Rasio Beban

Ketergantungan
66,02 61,38 59,31 57,78 57,58 55,15

Sumber: Disdukcapil Kab. Toraja Utara Tahun 2024, Specb:um 2024 (data diolah
tim penyusun)

Dependency ratio atalu rasio beban ketergantungan menunjukkan
perbandingan antara jumlah anak (usia O -14) tahun dan jumlah orang tua
(usia 65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia kerja (usia 15-64 tahun).
Dependencg ratio penduduk Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2025
sebesar 66,O2 artinya setiap 1O0 orang penduduk usia produktif (umur 15-

64 tahun) akan menanggung 66 orang penduduk non produktif (O-14 tahun
dan 65 tahun ke atas). Dependency ratio terus menurun hingga pada tahun
2050. Tentu hal itu sejalan dengan proyeksi demography devidend atau
bonus demografi yang mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar

2025
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dari pada penduduk usia non-produktif sehingga dapat meningkatkan

aktivitas ekonomi Kabupaten Toraja Utara'

Tebel 3.2.
Proyeksi Parameter Ferttlitas dan Morlialitas
dl lhbupatea TorqJa Utara Tahun 2O?SI'-2OSO

Sumber: Data Sekunder (data diolah Tim Penyusun)

Parameter kependudukan lain yang menentukan r;truktur penduduk

yaitu indikator fertilitas, diantaranya T"R (Totat Fertilitg Rate/, GRR /Gross

Reduction Ratel, NRR (Net Reproduction Rate) dan CBR (Oude Birth Ratel

Indikator fertilitas lainnya yaitu TFR (Total Fertilitll Rate) atau angka

kelahiran total menunjukkal rata-rata anak yang dilahirl<an seorang wanita

selama masa usia suburnya. Berdasarkan tabel di atas, TFR penduduk

Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2O25 diperkirakan sebesar 2,69 atau
dapat diartikan perempu€rn usia 15-49 tahun di Kabupaten Toraja Utara
secara rata-rata mempunyai 2 sampai 3 anak selama masa usia suburnya.
Hasil proyeksi diperkirakan TFR akan mengalami penurunan di tahun-
tahun berikutnya. Untuk mencapai kondisi ini pemerintah perlu

menggiatkan upaya untuk mengontrol kelahiran seperti mengatur jarak
kelahiran agar orang tua dapat memberikan pengasuha;n secara maksimal
kepada anak melalui program Keluarga Berencana.

Ukuran fertilitas di suatu wilayah juga dapat dilihat berdasarkan

ukuran reproduksi seperti GRR dan NRR. Ukuran reproduksi yang

dimaksud ada-lah berkenaan dengan kemampuan seoran€i perempuan untuk
mengantikan dirinya. Oleh karena itu hanya bayi perempuan yang

disertakan dalam penghitungan ukuran reproduksi. Gross Reproductiue Rate

(GRR) atau Angka Reproduksi Kasar merupakan jumlal: kelahiran hidup

FERTILITAS
2,39 Dto 2,t92,69 2,59 2,49TFR
t,77 I,t2 I,O7t,32 t,27 t,22GRR

1,051,24 1,19 1,15 1 1NRR t,28
20,4 19,9 t8,2 16CBR 19,9 20

5.31 1 4.486 4.065 3.644 3.233Number of Birth /Jumlah
Kelahiran

4.934

MORTALITAS
86,20Life Expectancy 75,69 77,65 79,58 84,11

17,4 15,8 l4 tt,2 10,2
CDR 7 6,9 6,8 6,6 6,5

1.748 1.833 1.936 2.139 2.200

12,3
(),8

2.053

81,86
II
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dari bayi perempuan oleh 1.000 wanita selama masa rr:produksinya. GRR

menggambarkan kemampuan seorang penduduk unluk menggantikan

dirinya. Dari tabel di atas, GRR di Kabupaten Toraja Utara pada tahun

205O diperkirakan sebesar l,O7 yang diartikan terd,apat seorang bayi

perempuan yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa

reproduksinya.

Ukuran reproduksi lainnya yaitu lYet Reproductiutz Rate (NRR) atau

angka kelahiran neto. NRR didetinisikan sebagai jumlah kelahiran hidup

dari bayi perempuan oleh kohor hipotesis dari 1.OO0 wanita sebelum

mengakhiri masa reproduksinya. Dari tabel di atas, l{RR di Kabupaten

Toraja Utara pada tahun 205O diperkirakan sekitar 1,05 yang diartikan

sebagai terdapat I bayi perempuan yang dilahirkan oleh sieorang wanita dari

suatu kohor dan akan tetap hidup hingga masa reproduksinya. Replacement

leuel teq,adi jika NRR=I. Artinya setiap penduduk wanita akan digantikan

oleh seorang anak wanita yang menggantikan posisi dirinya.

Struktur umur penduduk juga dipengaruhi tingkat rnortalitas di suatu

wilayah, seperti jumlah kematian, CDR (Crude Death Rate), IMR (Infant

Mortality Rate) dan angka harapan hidup (Life Expeatancg). Dari Tabel

proyeksi di atas, pada tahun 2025 terdapat 1.748 kema,tian di Kabupaten

Toraja Utara dalam setahun dan diperkirakan jumlahnya meningkat hingga

tahun 2O50. Ukuran mortalitas lainnya yaitu angka kernatian kasar atau

Crude Death Rate (CDR). Angka kematian kasar (AKK) dipengaruhi oleh

komposisi penduduk menurut umur. CDR di Kabupaten Toraja Utara pada

tahun 2O25 berdasarkan hasil proyeksi sebesar 7 yang artinya pada tahun

2O25 terdapat 7 kematian untuk tiap 1.000 penduduk Kabupaten Toraja

Utara dan diperkiralan terjadi penurunan CDR di Kabupaten Toraja Utara

hingga tahun 2050.

Tingkat kematian umur di bawah 1 tahun dikenal dengan angka

kematian bayi (AKB) atan Infant Mortalitg Rate (IMR), yang mempunyai

hubungan erat dengan angka harapan hidup waktu lahir (AHH) atau lile
Expectancg. Perubahan AKB berpengaruh pada AHH dan AKK, yang secara

teoritis turunnya AKB menyebabkan tunrnnya AKK dan neLiknya AHH. Hasil

Proyeksi menggambarkan perkiraan AKE! di Kabupaten 'lora,ia Utara pada

tahun 2025 sebesar 77 yang artinya pada tahun 2O2,5 diantara 1.0OO

kelahiran hidup ada 17 bayi yang meninggal sebelum usia tepat 1 tahun.

Al(B Kabupaten Toraja Utara diperkirakan mengalami penurunan hingga

tahun 2050 sebesar 10,2.
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Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk

mencerminkal keadaan derajat kesehatan di suatu nrasyarakat, karena

bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat

orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya derngan status sosial

orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidartg pencegahan dan

pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin

secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Oleh karena itu angka

kematian bayi dipakai sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan

pembangunan kesehatan serta kondisi sosial masyarakalr. Dengan demikian

angka kematian bayr merupakan tolok ukur yang sensitil: dari semua upaya

intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Upaya pengendalian atau penurun afi Total Fertilitg Rate yang menjadi

ukuran keberhasilan pengendalian kualitas penduduk, dikontribusi oleh

beberapa target indikator yaitu persentase KB aktif, angka prevalensi

kontrasepsi modentl modernContraeprrue (mCPR), persentase kebutuhan

ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet needl, dan angkeL kelahiran remaja

umur 15-19 tahun (Age SpesificFertilitylASFR 15-19).

Persentase KB aktif merupakan perbandingan ant.rra pasangan usia

subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif. Peserta KB aktif adalah

pasnagan usia subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi tanpa

diselingi kehamilan. Persentase KB aktif di Kabupaten Toraja Utara dari

tahun 2019 sampai tahun 2023 berfluktuatif. Pada tahurr 2019, persentase

KB aktif di Toraja Utara sebesar 16,500/o dan di tahun 2023 turun sebesar

13,2Lyo. Dengan mengacu pada baseline data tahun 2019 sampai 2O23

maka dilakukan proyeksi persentase KB aktif dengan menLggunakan aplikasi

vensim. Dari hasii proyeksi, pada tahun 2025 persentase KB aktif di Toraja

Utara sebesar 16,100/o dan pada tahun 2050 sebesar 22,760/o.

Angka prevalensi kontrasepsi modernlmodernContraceptiue (mCPR)

merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur persentase

wanita usia subur (15-49 tahun) yang menggunakan alat kontrasepsi

modern dalam suatu populasi atau wilayah. mCPR biersanya digunakan

untuk mengevaluasi efektivitas program keluarga berencana dan akses

terhadap kontrasepsi di berbagai wilayah. Meningkatl:an mCPR sering

menjadi salah satu tujuan utama dalam kebijakan keseleatan masyarakat

untuk mengurangi angka kelahiran yang tidak diinginkan dan

meningkatkan kesehatan reproduksi wanita. mCPR Kabutrraten Toraja Utara
dari tahun 2Ol9-2O23 terus mengalami kenaikan. Pada tzLhun 2019, mCpR
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Tabel 3.3.
Proyekal Perscntasc KB Akt[, nCPR, Annct.l\Ieed, ASFR 15-19

di Kabupaten ToraJa Utara Tahun 2or25-2o,5,(J

Paramcter

Persentase KB Aktif

EIiEET zEml

IW re
Tahuo

FTlrIi,

ru
EfF!-tr

re
2iO45

2t,25

2050

22,76

mCPR 6t,27 69,O1 76,76 84,51 100

Unmet Need 6 1 1 2,71 1,22 o,49 o,09

ASFR 15- 19 Tahun 27,54 15,64 r 1,59 7,27

o) c<

o,2t
2t,88 3,65

EgEgrEET

Sumber: DP3AP2KB Toraja Utara Tahun 2024 (data diolah Tim Penlrrsun)

Kabupaten Toraja Utara sebesar 38,3% dan pada tahun 2O23 sebesar 58,17.

Dengan memperhatikan pertumbuhan mCPR di Kabupaten Toraja Utara,

maka pada tahun 205O mCPR diproyeksikan sebesar l0o7o.

unmet Need mengacu pada kebutuhan yang behrm terpenuhi oleh

pasangan usia subur terkait perenczrna€rn keluarga ata[ penggunaan alat

kontrasepsi. Ini merujuk pada pasangan yang sebenarnya menginginkan

atau membutuhkan pengendalian kelahiran tetapi tirlak menggunakan

kontrasepsi atau metode keluarga berencana yang sesuai. Unmet Need

Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2019 sampai tahun 2023 terus

mengalami penurunan. Pada tahun 2019, unmet need Kabupaten Toraja

Utara sebesar 18,7o/o dan pada taltlun 2023 sebesar 8,7401'. Dengan mengacu

pada baseline data tahun 2019 sampai 2023 maka clilakukan proyeksi

unmet need menggunakan aplikasi vensim. Dari hasil proyeksi, pada tahun

2025 unmet need di Toraja Utara sebesar 6,11% dan pada tahun 2O50

sebesar O,O9o/o.

Age specific fertilitg ratel1-L9 tahun atau ASFR 15i-19 tahun adalah

jumlah kelahiran pada perempuan kelompok umur 15-1'9 tahun per 1.OO0

perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun pada pr:riode yang sama.

ASFR diperlukan untuk memantau besarnya masalah kelahiran remaja.

Semakin tinggi angka kelahiran remaja maka akan serrrakin tinggi resiko

kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir. ASFR 15-19 tahun di

Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2O19 sampai tahun 2023 berfluktuatif.

Pada tahun 2019 ASFR 15-19 tahun sebesar 37,6 dan pada tahun 2023

sebesar 25. Dengan asumsi bahwa ASFR 15-19 tahun tidak mengalami

peningkatan maupun penurunan, maka pada tahun 2050 diproyeksikan

sebesar 25.
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3.2, p6ltnglatan Kualltag Penduduk

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tetang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan l(eluarga, kualitas

penduduk merupakan kondisi yang menggambarkan penduduk dalam

aspek fisik dan non fisik yang meliputi pendidikan, derajat kesehatan,

pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanrrn, kemandirian,

kecerdasan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan

menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertrekwa, berbudaya,

berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak. Hal ini juga sesuai dengan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toraja

Utara tahun 2025-2045 yang mana juga menekankan pzrda pengembangan

sumber daya manusia atau penduduk yang berkualitas. Dalam rangka

mengembangkan kualitas penduduk, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara

akan berfokus pada aspek pendidikan, kesehatan dan ekc,nomi.

Indikator peningkatan kualitas penduduk dari aspek pendidikan dapat

dilihat melalui angka partisipasi sekolah (APS), Anak Ticlak Sekolah (ATS),

Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan

persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar kompetensi

minimum literasi dan numerasi berdasarkan assessmenf nasional.

Angka partisipsai sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah

murid yang bersekolah di jenjang pendidikan tertenfi.r dengan jumlah

penduduk yang sesuai dengan kelompok usia sekolah tersebut. Peningkatan

angka partisipasi sekolah menunjukkan keberhasilan penrbangunan bidang

pendidikan, terutama dalam memperluas jangkauan pendidikan. Angka

partisipasi sekolah kelompok umur 7-12 tahun di Kabupaten Toraja Utara

dari tahun 2O16 sampai 2023 berfluktuatif. APS tertinggi pada tahun 2017

sebesar 99,820/" dan terendah pada tahun 2O22 sebesar 98,560/o. Dengan

harapan bahwa pada tahun 2025 sampai 2050 semua anak umur 7-12

tahun bersekolah maka angka partisipasi sekolah prada tahun 2O5O

diproyeksikan sebesar lOO%. Angka partisipasi sekolah kelompok umur 13-

15 tahun di Kabupaten Tora,ia Utara pada tahun 2016 sampai 2023

berfluktuatif. Angka partisipasi sekolah kelompok umur 13-15 yang tertinggi
pada tahun 2016 sebesar 97,71o/o dan terendah pada tahun 2017 sebesar

96,04%. Dengan harapan bahwa pada tehun 2025 sanrpai 2O5O semua

anak umur 13-15 tahun bersekolah maka angka partisipasi sekolah

kelompok umur 13-15 tahun pada tahun 2050 diproyeksikan sebesar 100yo.

Angka partisipasi sekolah kelompok umur 16-18 tahun di ,Kabupaten Toraja
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Utara dari tahun 2016 sampai 2023 berfluktuatif. Angka partisipasi tertinggi

pada tahun 2016 sebesar 82,49o/o dan terendah pada t-r*run 2023 sebesar

76,450/o. Dengan asumsi bahwa pada tahun 2050 90 perrlen anak umur 16-

1g tahun bersekolah maka angka partisipasi sekolah diproyeksikan sebesar

900/o pada tahun 2050. Angka partisipasi sekolah kelom pok umur 19-24 di

Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2O16 sampai 2022 terfluktuatif. Angka

partisipasi tertinggi pada tahun 2O16 sebesar 30,8% ctan terendah pada

tahun 2018 sebesar 23,93Yo. Dengan asumsi bahwa 5C' persen penduduk

usia 19-24 tahun bersekolah, maka angka partisipasi sr:kolah pada tahun

2050 diproyeksikan sebesar 507o.

Tabel 3.4.
Proyetrl Angta Parttstpasi Sekol,ah Meourut Umur

dl Kabupatea Torqia Utara Tahun 2o1123'2060

Kelonpok
Umur 2o.25 2()30 2035 20,40 2050

7-12 100 100 100 100 100

100 100 i0013-15 100 100

77,45 79,96 82,47 84,98 90

t9-24 30,97 34,78 38,s8 42,39 50

87,49

46,t9

Sumber: BPS Sulsel Tahun 2024 ldata, diolah Tim Penlrrsun)

Anak tidak sekolah atau ATS adalah anak yan51 tidak mengikuti

pendidikan formal di sekolah, baik karena belum pernah masuk sekolah,

putus sekolah, atau tidak melanjutkan pendidikan. Dampak dari anak tidak

sekolah sangat luas, baik bagi anak, masyarakat maupun negara sehingga

di Indonesia diterbitkan standar pelayanan minimal tridang pendidikan

untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang

diberikan pemerintah kepada masyarakat. Standar pelayanan bidang

pendidikan menginstrusikan bahwa semua anak usia sekolah harus berada

di sekolah. Perkembangan anak tidak sekolah di Kabupaten Tora.ia dari

tahun 2Ol9 sampai tahun 2023 berfluktuatif. Pada tahun 2019 jumlah

anak tidak sekolah di Kabupaten Toraja Utara sebanyak 1.981 orang dan

pada tahun 2023 turun menjadi 1.918 orang. Pada tahun 2025 sampai

tahun 2050 diharapkan semua anak usia sekolah harus berada di sekolah

sehingga te{adi penurunan jumlah anak tidak sekolah. Untuk itu
dibutuhkan komitmen dan kebijakan dari pemerintah l(abupaten Toraja

Utara agar semua anak usia sekolah beraada di sekolah.
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Tabel 3.5.
Proyctst Alat Tid.t Setolah

dl Kabupaten Torqla Utara Tahun 2O223-2O5O

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Toraja Utara Tahun 2024 (dateL diolah Tim
Penyusun)

Harapan lama sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun)

yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa

mendatang. HLS digunakan untuk mengetahui kondi.si pembangunan

sistem pendidikaa di berbagai jenjang. Peningkatan HLS :merupakan sinyal

positif bahwa semakin banyak penduduk yang sekolah. IILS di Kabupaten

Toraja Utara dari tahun 2014 sampai pada tahun 2023 terus mengalami

peningkatan. Pada tahun 2014, HLS seksar 12,61 tahuci dan pada tahun

2023 sebesar 13,42 tahun dan pada tabun 2024 sebesar 13,43. Dengan

mengacu pada baseline data tahun 2O14 sampai 2023 maka dilakukan

proyeksi harapan lama sekolah dengan menggunakan aplikasi vensim. Dari

hasil proyeksi, pada tahun 2O25 HLS di Torqla Utara seb,3sar 13,71 tahun

dan pada tahun 2O50 sebesar 17,97 tabun. Proyeksi unhrk harapan lama

sekolah.

Tabel 3.6.
Proyeksi Harapan Lama Sekolah

dl Kabupaten Torqja Utara Tahun 2O25-2OSO

17,o4

Sumber: BPS Toraja Utara Tahun 2024 (data diolah Tim Penl'usun)

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah angka yang menunjukkan

lamanya waktu yang dihabiskan oleh penduduk usia 25, tahun ke atas

untuk menjalani pendidikan formal. Semakin tinggi RLS maka semakin

lama atau tinggi jenjang pendidikan yang telah ditempuh olt:h penduduk. Di

Kabupaten Toraja Utara, rata-rata lama sekolah dari tahrm 2014 sampai

2023 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, RLS di Kabupaten

Toraja sebesar 7,7 tahun dan pada tahun 2023 sebesar 13,51 tahun dan

Anak Tidak

Sekolah
1871, 1772 1670 1568 ..t.474 t387

t6,t7 t7,97
Harapan
Lama
Sekolah

t3,7L t4,43 15,16
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pada tahun 2024 sebesar 8,54 tahun. Dengan mengacu pada baseline data

tahun 2O14 sampai 2023 maka dilakukan proyeksi rata-rata lama sekolah

dengan menggunakan aplikasi vensim. Dari hasil proyeksi, pada tahun 2O25

RLS di Toraja Utara sebesar 8,76 tahun dan pada tahun 1)O5O sebesar 12,51

tahun. Artinya pada tahun 2O50 penduduk Kabupzrten Toraja Utara

menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi semester 1. Proyeksi untuk

rata-rata lama sekolah dapat dilihat pada tabel 3'7 di balr ah ini.

Tabel 3.7.
Proyekst Rata-Rate Lama Sl,eko&rh

di Kabupaten Torqla Utara Tahun 2O215,-2O5,O

Tahua
Parameter

20.25 2030 2035 20,40 2045 205()
Rata-Rata
Lama Sekolah 4,76 9 34 10,04 10,83 11,7 L t2,51

Sumber: BPS Toraja Utara Tahun 2024 (data diolah Tim Penyrsun)

Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar kompetensi

minimum literasi dan numerasi berdasarkan assessment nasional menurut

RPJPD Kabupaten Toraja Utara tahun 2O25-2O4!; untuk literasi

diproyeksikan pada tahun 2045 sebesar 69,5oh dart untuk. numerasi sebesar

60,80/o. Dengan asumsi bahwa kenaikan dari tahun 2OztO ke tahun 2045

berdasarkan RPJPD sama dengan kenaikan 2O45 ke tahun 2O5O maka

standar literasi dan numerasi Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2050

diproyeksikan sebesar 79,7o/o dan 63,90/o. Proyeksi dapat dilihat pada tabel

3.8 di bawah ini.

Tabel 3.8.
ProyeLsi Persentaec fiatuan Pendidttan lrang Mcmenuhl Standar

Konpetensl Minlmum Llterasl daa Numerasl berdasartan Assesment
ilasloaal di Kabupaten Torqia Utara Tahun 2Orr5-2O5O

Tahua

57,7

Sumber: RPJPD Kab. Toraja Utara Tahun 2025-2045 (data diolah Tim l)en5msun)

Paraneter
2o.25 2030 2035 2040

50,33 59,3

20,45 2050

Literasi 47,33 47,33 69 5 79,7

Numerasi 37,71 37,71 47,7 60,8 63,9
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Indikator keberhasilan pembangunan kesehatan deLpat diukur dari

umur harapan hidup (UHH). Umur harapan hidup (AHH) merupakan rata-

rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada

suatu tahun tertentu. Umur harapan hidup di Kabupaten Toraja Utara dari

tahun 2014 sampai 2023 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014



UHH sebesar 72,5 tahun dan pada tahun 2023 sebesar 74,88 tahun. Pada

tahun 2024 umur harapan hidup di Kabupaten Toraja Utara tidak

mengalami kenaikan ataupun penurunun nannun stagnan di 74,88 tahun.

Dengan mengacu pada baseline data tahun 2014 szLmpai 2023 maka

dilakukan proyeksi umur harapan hidup dengan men ggunakan aplikasi

vensim. Dari hasil proyeksi, pada tahun 2025 UHH di Toraja Utara sebesar

75,69 tahun dan pada tahun 2050 sebesar 86,20 tahuLn. Proyeksi untuk

umur harapan hidup dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.9.
Proyekal Unur Harapan Hldulr

dl Kabupatea ?orqia Utara Tahun 2Oil5-2O5O

Parameter
Tahun

2025 2030 2(,35 zo4o

81,86

20,45 2050

Umur Harapan

Hidup
75,69 77,65 79,58 84,11

Sumber: BPS Toraja Utara Tahun 2024 {data diolah Tim Pen).usun}

Upaya peningkatan umur harapan hidup (UHH) yangi menjadi indikator

keberhasilan pembangunan kesehatan, dikontribusi oleh beberapa target

indikator yaitu angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), angka

kematian neonatal, prevalensi stunting, persentase giz:i buruk dan glzi

kurang, cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberculosis (treatment

coueragel, TB success rate langka keberhasilan pengol>atan TB), rumah

tangga dengan sanitasi aman dan rumah tangga dengan sanitasi layak.

Angka kematian ibu (AKI) adalah banyaknya ibu yang meninggal dari
suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau
penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42

hari setelah melahirkan) per 1OO.0OO kelahiran hidup. AKI merupakan

indikator penting untuk mengukur kesehatan masya::akat, khususnya

kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, dan pasca persalinan.

Jumlah kematian ibu di Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2019 sampai

2023 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2019 junilah kematian ibu
sebanyak 7 orang dan pada tahun 2023 sebanyak 2 orang. Dengan asumsi

bahwa tidak ada kematian ibu sampai pada tahun 2050 maka angka

kematian ibu diproyeksikan sebesar O pada tahun 2O50. Proyeksi untuk
Jumlah kematian ibu dapat dilihat pada tabel 3. 10 di bawah ini.
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Tabel 3.1O.
Proyekl Jumlah Kematlan lbrr

dl Kabupaten Torqia Utara Tahun 2O25-2O5O

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Toraja Utara Tahun 2024 (data diolah Tim
Penyusun)

Angka kematian bayi (AKB) adalah jumlah bal yang meninggal

sebelum berusia 1 tahun per l.0OO kelahiran hidup peLda periode waktu

yang sama. AKB dapat digunakan untuk mencerminkan kondisi kesehatan

lingkungan dan memantau kemajuan dalam pencegahan dan

pemberantasan penyalit penyebab kematian. Jumlah kematian bayi di

Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2Ol9 sampai 2023 mengalami

penurun€rn. Pada tahun 2019 jumlah kematian bayi sebanyak 28 orang dan

tahun 2023 sebanyak I orang. Dengan asumsi bahwa tirlak ada kematian

bayi dari tahun 2O25 sampai 205O, maka proyeksi angka kematian bayi

pada tahun 2050 sebesar 0.

Tabel 3.11.
ProyeLsi Junlah Kenatlan Bayi.

dl Kabupaten Torqia Utara Tahun 2of2li-2OSO

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Toraja Utara Tahun 2O24 (data diolah Tim
Penyusun)

Angka kematian neonatal (AKN) adalah jumlah bay yang meninggal

dalam 28 hari pertama kehidupan per 1.000 kelahiran hidup. Beberapa

penyebab utama kematian neonatal adalah kelahiran premi ture, komplikasi

terkait intrapartum seperti asfiksia, infeksi dan cacaL lahir. Jumlah

kematian neonatal di Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2r)2O sampat 2023

berlluktuatif. Jumlah kematian tertinggi pada tahun .2O2O dan 2023

sebanyak 14 orang dan terendah pada tahun 2022 sebanyak 4 orang.

Dengan nilai awal menggunakan data angka kematian neonatal terendah

dan dengan menggunakan aplikasi vensim, maka paria tahun 2O5O

diproyeksikan angka kematian neonatal sebanyak O orang.

Jumlah

Kematian Ibu
0 0 0 0 0 0

0
Jumlah

Kematian Bayi
o o 0 0 o
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Tabel 3.12.
Proyebi Angka Kematiaa I[eonatd

dl Kabupaten Torqla Utara Tehun 2O:25-2O5O

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Toraja Utara Tahun 2024 lderta diolah Tim
Penyusun)

Prevalensi stunting digunakan sebagai indikator untuk menilai

masalah gSzi pada kelompok balita di suatu wilayah. Stunting adalah

kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis.

Kekurangan gzi ini bisa terjadi sejak bayi dalam kandun5;al dan pada masa

awal setelah bayi lahir. Penurunan prevalensi stunting mr:nunjukkan bahwa

ada perbaikan dalam upaya pencegahan kekurangan gizi pada anak,

peningkatan kualitas gizi ibu hamil, peningkatan akses tr:rhadap pelayanan

kesehatan, serta peningkatan kesadaran masyarakat tr?ntang pentingnya

gizi seimbang dan pola hidup sehat. Berdasarkan survey status gizi (SSGI),

prevalensi stunting di kabupaten Toraja Utara dari tahun 2019 sampai 2023

mengalami penurunan. Pada tahun 2023 prevalensi sturrting di Kabupaten

Toraja sebesar 28,7o/o. Berdasarkan RPJPD Kabupaten T,)raja Utara Tahun

2025-2045, prevalensi stunting tahun 2045 diproyeksil:an sebesar 6,80lo.

Dengan asumsi bahwa penurunan stunting dari tahun 2()40 ke tahun 2045

di RPJPD sama dengan penurunan ke tahun 2050, maka prevalensi

stunting di tahun 2O50 diproyeksikan sebesar 2,lo/o. Proyeksi untuk
prevalensi stunting dapat dilihat pada tabel 3. 13 di bawah ini.

Tabel 3.13.
Proyetsi Prevaleasl Stuating

di Kabupaten Torqia Utara Tahun 2O25-2O5O

Sumber: RPJPD Kab. Toraja Utara Tahun 2025-2045 (data diolah Tim Penyusun)

0 02 1 1

Jumlah

Kematian

Neonatal

Prevalensi

Stunting
27,5 21,5 16,5 11,5 6,8 2 I
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Persentase bafita gizi buruk adalah proporsi balita yang mengalami gizi

buruk terhadap jumlah balita secara keseluruhan. (iizi buruk adalah

kondisi kurang gizi yang berat dan disebabkan oleh rendahnya asupan

energi dan protein dari makanan sehari-hari dalam waktu yang lama.

Sedangkan persentase balita gizi kurang adalah proporsi balita yang

memiliki status gizi kurang terhadap jumlah balita. Gizi kurang adalah

kondisi ketika tubuh tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup dalam

jangka waktu yang lama. Perkembangan persentase balita gizi buruk di

Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2O19 sampai tahun 2023 berfluktuatif.

Persentase tertinggi pada tahun 2021 sebesar 4,lo/o clan terendah pada

tahun 2019 sebesar O,l9o/o. Sedangkan perkembangan porsentase balita gizi

kurang dari tahun 2019 sampai pada tahun 2023 juga berfluktuatif.

Persentase tertinggi pada tahun 2019 sebesar 2,9o/o dan terendah apada

tahun 2023 sebesar 0,160/o. Dengan menggunakan apli.kasi vensim, maka

pada tahun 205O diproyeksikan persentase balita gizi bu ruk sebesar O,O2o/o

dan persentase balita gizi kurang sebesar 0,38%. Proyeksi untuk persentase

balita gizi buruk dan persentase balita gizi kurang dapat dilihat pada tabel

3.14 di bawah ini.

Tebel 3.14.
Proyekst Persontase Bsllta Gizl Bunr& dea Baltts Gtzi Kurang di

Kabupaten Torqla Utara Tehun 2O2$-2O5O

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Toraja Utara Tahun 2O24 (datre diolah Tim
Penyusun)

Parameter
2025 2030 2035 20.45 2050

Persentase
Balita Gizi
Buruk

o,14 0,09 0,o3 o,o2

Persentase
Balita Gizi
Kurang

L,72 1,24 o,91 o,5lo,67

o,04

Tahun
zo,fi

0,38
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0,06

TB success rate atau tingkat keberhasilan pengot,atan TB merujuk
pada seberapa efektif pengobatan yang diberikan dalarn menyembuhkan

pasien yang terinfeksi penyakit ini. Keberhasilan pengobatan TB

dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kepatuharr pasien terhadap

pengobatan, jenis pengobatan yang diberikan, serta keparahan infeksi.

Berdasarkan target nasional, TB succes s rate pada tahun 2030 ditargetkan
sebesar 9Oo/o dan diharapan pada tahun 2050 mencapat gl\o/o.



Tabel 3.15.
Proyeksl TB Sncces Rcte

dl Kabupaten Torqla Utara Tahun 2o,25,-2o,30

Tahun

94
Sumtrer: RPJPD Kab. Toraja Utara Tahun 2025-2045 (data diolah Tim Penyusun)

Jaminan kesehatan nasional (JKN) ditujukan untuk memberikan

kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap penduduk

Indonesia agar dapat hidup sehat, produktif dan sejahterayang diberikan

dalam bentuk pelayanan kesehatan perorangan dan komprehensif,

mencakup pelayanan peningkatan kesehatan (prorrrotif), pencegahan

penyakit (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitative)

termasuk obat dan bahan medis dengan menggunakzrn teknik layanan

terkendali mutudan biaya (managed carel. Data cakupan kepesertaan

jaminan kesehatan di Kabupaten Toraja Utara yang tersedia hanya tahun

2023 dengan cakupan 99olo. Berdasarkan RPJPD Kabupaten Toraja Utara

tahun 2025-2045, pada tahun 2045 cakupan kepesertaan jaminan

kesehatan nasional diproyeksikan 99%. Dengan asumsi bahwa pada tahun

2050 cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasiona.l tidak mengalami

peningkatan atau penurunan, maka pada tahun 205O diproyeksikan tetap

sebesar 99o/o. Proyeksi untuk cakupan kepesertaan j:rminan kesehatan

nasional dilihat pada tabel 3.16 di bawah ini.

Tabel 3.16.
Proyetsi Cakupan Kepeaertaaa Jaminaa Kose hatan Nasioaal

dl Kabupatea ToraJa Utara Tahun 2O2S-2O5,O

Parameter
Tahun

2025 2030 2035 2o,4{J 2o,45

99

2050
Cakupan
Kepesertaal
Jaminan
Kesehatan
Nasional (JKN)

99 99 99 99

Sumber: RPJPD Kab. Torqja Utara Tahun 2025-2045 (data diolah Tim Penj'usun)

Umur harapan hidup juga dipengaruhi oleh rumah tangga dengan sanitasi

layak dan aman. Rumah tangga dengan sanitasi layak adalah rumah tangga

yang memiliki faslitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan dan

digunakan oleh rumah tangga sendiri. Sedangkan rumah tangga dengan

sanitasi aman adalah rumah tangga yang memiliki sistern pengelolaan air

20,40 2045 20502030 2035
Parameter

20/25
9881,39 92TB Succes Rafe

9t

90 96

99



bersih dan pembuangan limbah yang baik dan sehat, yang dapat mencegah

kontaminasi penyakit dan menjaga kebersihan lingkungern. Perkembangan

rumah tangga sanitasi layak dan aman di Toraja Utara dari tahun 2019

sampai pada tahun 2023 terus mengalami kenaikan. Berd.asarkan dokumen

RPJPD, rumah tangga dengan akses sanitasi aman pa<la tahun 2045 di

proyeksikan sebesar 36,50/o. Diasumsikan pada tahun 20lio naiikdk sebesar

5o/o, maka pada tahun 2050 diproyeksikan sebesar 41,5o/o. Sedangkan untuk
rumah tangga dengan akses sanitasi layak, berdasarakzrn target nasional

pada tahun 2030 sebesar 100%.

Tabel 3.17.
Rumah Taagga deagalr A&ses Sanitasi Laya& dan Rumah Tangga

deagan Akees Sanltasl Aman
di l(abupatea ToraJa Utara Tahun 2o26-2o,5,()

Paraaetei
Tahua

2025 2030 2035 2040 2045 2050
Rumah Tangga
dengan Akses
Sanitasi Layak
Rumah Tangga
dengan Akses
Sanitasi Aman

95,92

3,17

100

9

100

t3,2

100

27,71

100

36 5

100

4l 5

Sumber: RPJPD Kab. Toraja Utara Tahtn 2Q25-2O45 (data diolah Tim Peny'usun)

Pembangunan dari aspek ekonomi diukur dari indikator pendapatan

per kapita, gini rasio, dan tingkat kemiskinan. Indikator ini dikontribusi
oleh tingkat pengangguran terbuka dan tingkat psrtisipasi angkatan kerja.

Pendapatan perkapita adalah ukuran yang d,igunakan untuk
menghitung rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap individu dalam

suatu negara atau wilayah selama periode tertentu Semakin tinggi
pendapata-n per kapita, semakin tinggi pula rata-rata ting;kat kesejahteraan

ekonomi yang diterima oleh masyarakat. Pendapatan per kapita di
Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2014 sampai 2r)23 berfluktuatif.
Pendapatan perkapita terendah pada tahun 2014 sebesar 22,46 dat
tertinggi pada tahun 2023 sebesar 45,03. Berdasarkan IRPJPD Kabupaten

Toraja Utara Tahun 2024-2045, pendapatan per kapita pada tahun 2O4S

diproyeksikan sebesar 308,35. Dengan asumsi bahwa kenaikan pendapatan
per kapita dari tahun 2045 ke tahun 205O sama dengan kenaikan
pendapatan per kapita dari tahun 2O4O ke tahun 2O45 be:r-dasarkan RpJpD,

maka pendapatan per kapita tahun 2050 diproyeksikan sebesar ATL,O2.
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Tabel 3.18.
Proyeksl Pendapatan Per Kapll:a

dl Kabupaten ToraJa Utara Tahun 2OZ5'2O5O

Sumber: RPJPD Kab. Toraja Utara Tahun 2025-2045 (data d:olah Tim Penyusun)

Harapannya ekonomi di Kabupaten Tora-ja Utara dapat tumbuh positif

sampai pada tahun 2O5O sehingga pendapatan per l:apita dapat terus

meningkat yang bermuara pada penurunan angka kemiskinan dan rasio

grni.

Tingkat kemiskinan merujuk pada persentase atau proporsi penduduk

dalam suatu wilayah yang hidup di bawah garis lcemiskinan. Garis

kemiskinan adalah batas pendapatan atau konsumsi yang dianggap cukup

untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sarrdang, papan, dan

kebutuhan lainnya yang mendukung kelangsungan hidup yang layak.

Tingkat kemiskinan di kabupaten Toraja Utara dari tahun 2014 sampai

tahun 2022 mengalami penurunan tetapi pada tahun 2023 mengalami

kenaikan sebesar 0,47 poin atau dari 11,65% menjadi l2,l2o/o dan pada

tahun 2024 turun 1,39 poin menjadi lo,73o/o. Berdasarkan RPJPD

Kabupaten Toraja Utara lahun 2025-2O45, tingkat kemiskinan pada tahun

2O45 diproyeksikan sebesar O,68% dan pada tahun 205O diproyeksikan

sebesar O,34o/o.

Tabel 3.19.
Froyekst Tingkat Komlsklnan

dl Kabupatea Torqla Utara Tahun 2O25-2O5O

Sumber: RPJPD Kab. Toraja Utara Tahun 2025-2045 (data diolah Tim Peny'usun)

Rasio gini adalah ukuran tingkat ketimpangan pe:ndapatan relative

antara penduduk suatu wilayah. Perubahan rasio gini merupakan indikasi
perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Rasio glni mengalami

penurunErn berarti ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah semakin

berkurang. Rasio gini di Kabupaten Toraja Utara dari talun 2014 sampai

371,O2tt2,5t 178,55 245,68 308,35
Per Ka ita
Pendapatan

Tingkat
Kemiskinan

,33 7,54 5,* )oA o,68 0,34
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tahun 2023 berfluktuatif. Rasio gini tertinggi pada tahun 2014 sebesar 0,45

dan terendah pada tahun 2023 sebesar O,348' Bt:rdasarkan RPJPD

Kabupaten Toraja Utara tahun 2025-2O45, rasio gini pada tahun 2045

diproyeksikan sebesar 0,3O4. Dengan asumsi bahwa penunrnan rasio gini

dari tahun 2045 ke tahun 2O5O sama dengan penuruuan rasio gini dari

tahun 2040 ke tahun 2O45 berdasarkan RPJPD, maka rasio gini tahun 2050

diproyeksikan sebesar 0,294. Rasio gini pada tahun 2050 dikatakan rendah

karena berada di bawah 0,3.

Tabel 3.2O.
Proyetrl Rado gtat

dl Kabupaten Torqla Utara Tahua 2Orl5-2O5O

0,304

Sumber: RPJPD Kab. Toraja Utara Tahun 2025-2O45 (data diolah Tim Penyr.rsun)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah trErsentase jumlah

pengangguran terhadap jumlah angkatan ke{a. TPT yang tinggr

menunjukkan bahwa banyak angkatna kerja yang tidal: terserap di pasar

kejra. Seseorang dapat dianggap pengangguran terbuka.iika tidak memiliki

pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkal usaha, belum

mulai bekerja meskipun sudah memilki pekerjaan. Tingkat penanggurErn

terbuka di Kabupaten Toraja dari tahun 2O19 saropai tahun 2O23

berfluktuatif. Tingkat pengangguran terbuka tertinggi t,erjadi pada tahun

2020 sebesar 3,17o/o dar, terendah pada tahun 1,997o. B,:rdasarkan RPJPD

Kabupaten Toraja Utara ta}run 2025-2045, tingkat pen€iangguran terbuka
pada tahun 2045 diproyeksikan sebesar 1,37o/o. Deng;rn asumsi bahwa

penurunzrn tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2O45 ke tahun 205O

sama dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka d.ari tahun 2040 ke

tahun 2045 berdasarkan RPJPD, mal<a tingkat pengangguran terbuka
tahun 2O50 diproyeksikan sebesar l,O9o/o.

Tabel 3.21.
Proyekst Tinghat Pengangguran Terbula

di Kabupaten Torqia Utara Tahun 2025-2050

Rasio gini o,344 0,334 o,324 o,314 o,294

Tingkat Pengangguran Terbuka 2,48 2,21 1,93 1,6 5 1,37 1,09

Sumber: RPJPD Kab. Torqja Utara Tahun 2025-2045 (data diolah Tim .penr.rsun)
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Salah satu motif utama orang bekerja yaitu untuk memenuhi

kebutuhan hidup sehari-hari. Penduduk usia l5 tahun l(e atas merupakan

penduduk produktif yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi suatu

wilayah. Banyaknya penduduk usia 15 tahun ke atas yang aktif dalam

perekonomian diukur dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tren

TPAK Kabupaten Toraja Utara tahun 2Ol9-2O23 berfluktuatif. TPAK

terendah selama periode tersebut yaitu pada tahun 201)O sebesar 67 ,sOVo

dan tertinggi pada tahun 2023 77,5%. Berdasarkan RPJPD Kabupaten

Toraja Utara tahun 2025-2045, tingkat partisipasi anllkatan kerja pada

tahun 2045 diproyeksikan sebesar 85,5%. Dengan asumrsi bahwa kenaikan

tingkat partisipasi angkatan keq'a dari tahun 2045 ke tahun 205O sama

dengan kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja dari tahun 2040 ke

tahun 2045 berdasarkan RPJPD, maka tingkat partisiprtsi angkatan kerja

tahun 2050 diproyeksikan sebesar 86,50/o.

Tabel 3.22.
Proyekst Ttngkat Partieipasl Aagkatan KerJa
dl Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O2S-21 50

Parameter
Tahun

,1045

Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja

81,06 82,05 83,56 84,5 r35,5 86,5

Sumber: RPJPD Kab. Toraja Utara Tah,tn 2O25-2O45 (data diolah Trrn Pen),usun)

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK) perempuan

adalah persentase jumlah perempuan yang tergolong dalam angkatan ke{a

dibandingkan dengan jumlah perempuan yang ada dalm usia kerja di

suatu wilayah. Tingkat ini penting untuk menguktr sejauh mana

perempuan terlibat dalam ekonomi melalui partisipasi di dalam pekerjaan.

Factor-faktor seperti budaya, kebijakan pemerintah, Can kesempatan

pendidikan dapat mempengaruhi TPAK perempuan. Tren 'IPAK perempuan

Kabupaten Toraja Utara tahun 2019-2023 berlluktuatif. I|PAK perempuan

terendah selama periode tersebut yaitu pada tahun 2O22t, sebesar 63,27Vo

dan tertinggi pada tahun 2023 7 3,8Oo/o. Berdasarkan RPJPD Kabupaten

Toraja Utara tahun 2025-2045, tingkat partisipasi angkatan kerja

perempuan pada tahun 2O45 diproyeksikan sebesar 80,5olc. Dengan asumsi

bahwa kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dari tahun

2O45 ke tahun 2O5O sama dengan kenaikan tingkat parlisipasi angkatan

kerja perempuan dari tahun 2O4O ke tahun 2045 berdasarkan RPJPD, maka
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tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2r05O diproyeksikan

sebesar 82,20/".

Tabel 3.23.
Proyeksi Tingtat Partislpasi Aagkatan Keda Perempuan

dl Kabupateu Torqia Utara Tahun 2o125,'2!o,60

Tahua
Paraneter

2026 2()30 2035 2440

78,8

2045 2050
Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja Perempuan

73,8 74,5 77,5 80 5 82,2

Sumber: RPJPD Kab. Toraja Utara Tahuh 2025-2045 (data diolah'fim Penyusun)

Peningkatan TPAK meningkatkan partisipasi penduduk 15 tahun ke

atas untuk menggerakkan ekonomi sehingga diharapkan. dapat mendorong

ekonomi di wilayah tersebut menjadi maju.

3.3. Penataan Persebaran Penduduk dan Mobtlltag Penrluduk

Data Penduduk tahun 2023 dari Dinas Kependudr:kan dan Catatan

Sipil menunjukkan mayoritas penduduk Kabupaten Toraja Utara berada di

Kecamatan Rantepao yaitu sekitar 1O,78 persen dari total penduduk

Kabupaten Toraja Utara. Sedangkan Kecamatan n.wan Rantekarua

merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk pating sedikit yaitu

sekitar 2,26 persen dari total penduduk total.

Kepadatan penduduk diketahui dengan memba:rdingkan jumlah

penduduk yaitu jumlah penduduk tahun 2O23 sebesar 261.652 jiwa dibagi

dengan luas wilayah 1.29L,34 Km2, dari perbandingan tersebut maka

kepadatan penduduk di Kabupaten Toraja Utara yaitu sebesar 202,62

jiwa/km2. Yang berarti bahwa rata setiap 1 km2 wilayah Kabupaten Toraja

Utara didiami ole}r 2O2,62 jiwa dan di tahun 2050 menjadi 2 8 4 ,6 jiwall<rrP

dari jumlah penduduk sebesar 367.517 jiwa. Pada tahun 2023 Kecamatan

Rantepao adalah Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar dan

terpadat dengan kepadatan diperkirakan sebesar 2.34a,67 jiwa/kmz.

Kepadatan yang terjadi di Kecamatan Rantepao perlu mr:ndapat perhatian

dari Pemerintah Daerah karena kepadatan tersebut sudah jauh melebihi

dari batas kepadatan yang norrnal. Kepadatan tersebut menyebabkan

terjadinya ledakan penduduk di Kecamatan Rantepao, salah satu penyebab

te{adinya ledakan penduduk di Kecamatan tersebut kilrena Kecamatan

Rantepao merupakan ibu kota Kabupaten yang menjadi pusat pelayanal

dan ekonomi di mana diperkirakan tahun 2050 kepadatan di Kecamatan

Rantepao meningkat menjadi 2.896,0 | jiwa I krn2.
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Tabel 3.24.
Proyehei Sobaran Pendudul

Kabupaten Torqia Utara tahun 2O25-2O5O

Awan Rante Karra 97 ,93 6.431 124,73 153,48 175,437 .952 9.432 12.156 15.030 17. 180 65,67 81,20 100,40
Balusu 423,4434,62 4.7 \2 9.7t5 312,91 348,93 389,0810.833 12.080 r3.470 14.660 251,65 280,62
Bangkelekila 1.2t6,A615,54 8.495 10.078 769,37 9t2,74 1.082,8211.956 t4.184 rc.427 18-910 546,65 648,52
Baruppu 33,32336,16 7 .497 8.148 26,34 28,63 3t,t28.855 9.625 I O.461 t t.202 22,30 24,24
Buntao 465,2337 ,t8 11.576 t2.542 r 3.675 t4.862 31 1 ,35 338,41 367 ,8r 399,73 434,4516.153 t7 .297
Buntu Pepasan 150,85 112,86 116,9814.539 | 5.t24 15.733 16.366 17 .o25 t7 .647 96,38 loo,26 104,30 108,49
Dende' Piongan Napo 327,t4 339,O99.253 9.625 10.o13 10.416 10.835 I 1 .231 279 3a 290,61 302,32 314,49
Kapalapitu 20,85 589,1 1 644,468.597 9.683 10.906 t2.243 t3.445 366,14 4t2,33 464,41 s23,O7
Kesrr 21,a4 20.oo2 21.302 22.646 24.16l 25.731 27 .163 9 i 5,84 97 5,37 L.O3A,74 1.10,6,27
Nanggala 102,1 I 106,13 to7 ,4310.438 10.569 10.702 10.837 l0-969 100,95 to2,22 103,51 104,81
Rantebua 101,25 9.099 t 74 ,47 1 o 1,19.675 10.247 10.938 1 1.631 12.264 89,87 95,s6 101,60 108,03

2.896,O1Rantepao 12,02 28.680 2.6a5,94 2.794,O729.835 31.036 32.285 33.584 34.810 2.346,O2 2.482,17 2.5a2,O3
2 15,98Rindingallo 47 ,66 9.436 9.603 205,06 208,69 2t23A9.773 9.946 10.294 197 ,99 201,49

Sa'dan 23r,63I t3,23 19.459 2rJ.691 194,30 206,60 219,6822.OOt 23.393 24 .47 4 26.224 171,85 r82,73
Sanggalangi 594,2436,27 t4.247 15.525 466,47 508,33 553,96i6.919 ta.437 20.o92 21.553 392,80 428,04
Sesean 843,452r,94 13.729 14.598 t5.522 665,36 707 ,47 752,28 799 ,9 |16.505 17.550 18.505 625,75
Sesean Suloara

I

)o 11 7.445 o a'70q a1a I -.^ -^ Ioro,, z I o t z,vvra ena I o t zrav
Sopai 508, l6 5l4,4416.229 16.450 16.674 16.900 17.355 4a1,43 4A7 ,99 494,63 501,3317.130
Tallunglipu 8,92 2.487,44 2.544,3420.158 20.647 21.149 21.662 22.laa 22.696 2.259,A7 2.3t4,69 2.370,96 2.428,44
Tikala 21,15 615,41 619,05t2.784 12.861 t2.938 13.0 16 13.093 600,85 604,44 608,09 6tt,73
Tondon 24,aA 694,69 743,9013.463 14.632 r 5.903 17 .284 18.508 497 ,47 54t,12 588,10 639,19
TORA^IA UTARA L.29L,34 269,2 244,6285.165 303.966 324.697 347.626 367,5L7 207,A9 220,83 235,39 25L,44

Sumber: KLHS RPJPD Kab. Toraja Utara Tahun 2025-2045 (data diolah Tim Penyusun)

Luar
Wllayeh
lKE2l 20/26 2030 20,46 | Zoso2033 I 2(,4O

I(cp.dst te PenduduL (Jtre/Kn2lJunLh Pendudul (Jtwal

2VZ6 I 2030 I zoes I ,* | 2045 | 2o5o

7 .634
r . 178, 16 | t.Z+l,z+

10.308

to.122

t2.7 08
t2.3A7

268.063
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Sebaran penduduk di Kabupaten Toraja Utara yang masih

terkonsentrasi di ibukota kabupaten perlu menjacli perhatian bagt

pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Konsentrasi pen<luduk pada suatu

wilayah disebabkan adanya daya tarik dari wilayah tersebut. Kecamatan

Rantepao sebagai wilayah aglomerasi di ibukota Kabupaten dan beberapa

kecamatan lain di sekitamya memiliki daya tarik khusus bagi masyarakat.

Kecamatan Rantepao sebagai salah satu pusat ek,lnomi di ibukota

kabupaten memiliki berbagai fasilitas yang manj adi magnet bagi

masyarakat. Daya tarik "kota" merupakan salah satu sumber konsentrasi

penduduk Kabupaten Toraja Utara di Kecamatan Ranteprlo.

Pemerintah Kabupaten Tora-ia Utara perlu nrenyusun strategi

pembangunan di Kecamatan selain Kecamatan Rantep.lo sebagai ibukota

kabupaten serta mengembangkan potensi di wilayah ma:;ing-masing' Selain

pusat ekonomi, Kecamatan Rantepao juga merupakan pusat pendidikan di

Kabupaten Toraja Utara. Berbagai pilihan sekolah mulai jenjang pra sekolah

hingga tingkat perguruan tinggi ada di Kecamatan tlantepao. Fasilitas

penunjang Pendidikan dan infrastruktur juga me::jadi salah satu

pertimbangan dalam memilih sekolah. Oleh karena itu pemerintah

Kabupaten Toraja Utara dapat membangun fasilitas penrlidikan yang layak

dan berkualitas di wilayah lain agar masyarakat ticlak perlu lagi ke

Kecamatan Rantepao untuk bersekolah. Selain itu pemerintah juga perlu

menyiapkan infrastruktur yang memadai di tiap kecanatan, keberadaan

jalan yang baik merupakan salah satu prioritas. B,erikutnya fasilitas

ekonomi seperti pasar modem dan lengkap juga menjadi salah satu yang

perlu dikembangkan oleh pemerintah daerah. Pada era digital saat ini,

keberadaan jaringan internet yang lancar juga merupakan salah satu

kebutuhan masyarakat.

Selain fertilitas dan mortalitas, mobilitas meruF,akan salah satu
penentu laju pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. It'ligrasi merupakan

bentuk dari mobilitas geografi atau mobilitas ke rualgan dari satu unit
geografi ke unit geografi lainnya yang menyangkut perubahan tempat tinggal

yang bersifat perrnanen dari tempat asal ke tempat tujuan.

Diharapkan di tahun 2050 angka migrasi di Kabupaten Toraja Utara

tumbuh positif yang berarti adanya pertumbuhan ekonomi inklusif yang

berpengaruh signifikan terhadap tingkat migrasi di Kabupaten Toraja Utara.

Di sisi lain untuk mobilitas, kondisi yang ingin dica.pai adalah tidak
terjadinya urbanisasi dari satu kecamatan ke kecamatan vang lain sehingga
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menciptakan konsentrasi penduduk disatu Kecamatan. Dalam mewujudkar

hal tersebut perlu untuk mendekatkan fasilitas-fasilitas pelayanan publik

seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan ke penduduk di Kecamatan yang

relatif berada di pinggiran Kota. Selanjutnya, perlu untuk mendorong

aktivitas ekonomi sesuai dengan potensi dan sumbr:r daya diseluruh

Kecamatan.

Mobilitas merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah' Tidak

hanya mobilitas penduduk antar Kabupaten dalam Provinsi, melainkan juga

mobilitas Provinsi. Tentunya ini yang sulit dikontrcil, jika tidak ada

keseriusan dari pemerintah Daerah untuk menangani ha.l ini, apalagi di era

bebas saat sekarang ini. Sebagai tugas utama yang harus diemban,

pemerintah daerah selayaknya menentukan target ponurunan fertilitas

dengan melihat kondisi dan dampak yang terjadi. Tidak sekedar

menurunkan jumlah kelahiran, tetapi yang lebih penting; lagi adalah untuk

mewujudkan keluarga berkualitas, untuk mewujudkan manusia yang

berkualitas. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) tidak hanya ditentukan

oleh tingkat fertilitas, melainkan dua komponen lainnya yaitu mortalitas,

dan mobilitas.

Mobilitas penduduk dapat diukur melalui migrasi rretto. Migrasi netto

adalah selisih antara jumlah orang yang pidah ke suatu daerah (imigrasi)

dan jumlah orang yang meninggalkan daerah tersebut (emigrasi) dalam

suatu periode waktu tertentu. Jika jumlah imigran lebih lrcsar dari emigran,

maka migrasi netto positif, yang berarti daerah te rsebut mengalami

peningkatan jumlah penduduk akibat migrasi. Sebalil:rya jika emigrasi

lebih besar, migrasi netto negatif, yang berarti daerah tersebut kehilangan

penduduk karena migrasi. Perkembangan migrasi netto di, Kabupaten Toraja

Utara dari tahun 2014 sampai pada tahun 2O23 berfluktuatif. Pada tahun

2014 migrasi netto sebesar -8, I yang berarti migrasi keluar lebih besar

daripada migrasi masuk. Pada tahun 2O23 migrasi netto sebesar 0,1 yang

berarti migrasi masuk lebih besar daripada migrasi keluar.

Tabel 3.25.
Proyek:t Migraet Netto_dl Kabupeten Torqie Utera

Tehua 2O2S-2O5,O

Migrasi Netto 1,87 0,75 0,31 0,13 o,06
Sumber: Disdukcapil Kab. Toraja Utara Tahun 2O24 (data diolah Tim penyrsun)
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3.4. Penbengunan Keluarga

Pembangunan keluarga menjadi salah satu isu pem bangunan nasional

dengan penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga.

Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas,
berketahanan dan sejahtera yang hidup dalam lingkungan yang sehat pada

setiap tahapan kehidupan, sehingga diperlukan intervensi berbeda narnun
berkelanjutan.

Pembangunan keluarga layak menjadi prioritas, karena perkembangan

lingkungan kehidupan manusia akan terus terjadi, dan dapat memberi
dampak positif maupun negative bagi kehidupan berkeluarga. Keluarga
sebagai entitas terkecil akan terus diperhadapkan pada perkembangan dan
perubahan global. Untuk itu dibutuhkan respon yang tepat bagi seluruh
anggota keluarga, agar terhindar dari kerentanan. Ka::ena respon yang

tidak tepat berpotensi memunculkan kerentanan baru dan akan

memperburuk kondisi kerentanan yang sudah ada. Dibutuhkan ketahanan

keluarga dari selumh dimensi kehidupan. Artinya, pembangunan keluarga

merupakan isu strategis yang harus diperhatikan oleh se:mua pihak (lintas

sektor dan pemerintah daerah). Keluarga sebagai unit terkecil mampu

memberikan imbas luar biasa bagi keberlangsungan kehidrrpan masyarakat,

bangsa, bahkan negara. Karena keluarga mempunyai peran penting dalam

mencetak generasi masa depan yang berkualitas dan sangat menentukan

kualitas bangsa. Keluarga menjadi lingkungan pertama dan utama dalam

pembinaan tumbuh kembang, menanamkan nilai-nilai moral, cinta kasih,

agama, budaya dan beragam aspek kehidupan lainnya, serta menjadi kunci

pembentukan kepribadian tiap individu dalam masyarakat. Olehnya itu,

terbentuknya keluarga yang berketahanan dan berkualita.s sangat penting

untuk mendukung kualitas masa depan bangsa.

Dalam pelaksanaan pembangunan keluarga di Indonesia, secara

nasional telah ditetapkan beberapa regulasi terkait hal ini yang menjadi

pedoman dalam pembangunan keluarga di masa kini dan masa depan.

Dalam sistem perundangan sudah ada dasar terkait regulasi ketahanan

keluarga. Pada UUD 1945 Pasal 28 B disebutkan dalam ayat (1), "Setiap

orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui

perkawinan yang sah." Dan ayat (2), "Setiap anak berhak atas kelangsungaa

hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi." Secara teknis untuk pelaksanaan UUD 1945

ini telah diterbitkan Undang- undang Nomor 52 Tahu n 2O09 tentang
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Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan lleluarga. Undang-

undang ini menjadi rujukan dalam pelaksanaan pembartgunan keluarga di

Indonesia hingga saat ini.

Dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2OO9 ini disebutkan bahwa

tujuan pembangunan keluarga adalah untuk meni:rgkatkan kualitas

keluarga agar dapat timbul rasa arnan, tenteram, dan harapan masa depan

yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir" dan kebahagiaan

batin. Tujuan ini perlu dimaknai secara tepat dengzm memperhatikan

pemenuhan frsik dan non lisik setiap anggota keluarg,a, mulai dari bayi

dalam kandungan hingga usia lanjut. Olehnya itu, sala.h satu upaya yang

dapat dilakukan adalah melakukan upaya penguatan peran dan fungsi

keluarga dalam hal bina balita, bina remaja, dan bina lansia, yang

dilengkapi dengan upaya peningkatan pendapatan keluirga agar keluarga

dapat mencapai kesejahteraan lahir dan batin.

Pembangunan keluarga tidak hanya menjadi tanp,gung jawab satu

sektor pembangunan saja, narnun dituntut sinergi dan 1<eterpaduan lintas

sektor untuk melakukan penguatan dan pengembangan ketahanan dan

kualitas keluarga dalam berbagai dimensi kehidupan, rnencakup dimensi

pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, budaya, agama, hukum,

lingkungan, perlindungan, cinta kasih, kesetaraan gender, dan lainnya.

Kontribusi aktif seluruh sektor dan bidang pembangunrrn ini diharapkan

akan bermuara pada terwrrjudnya pelaksanaan 8 (delapan) fungsi keluarga

di seluruh keluarga di Indonesia, terkhusus di KabupaterL Toraja Utara.

Delapan fungsi keluarga menurut Peraturan Pemt:rintah Nomor 21

Tahun 1994, meiiputi:
1. Fungsi keagamaan, yaitu dengan memperkenalkan dan mengajak anak

dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama, dan tugas

kepala keluarga untuk menanamkan bahwa ada kekuatan lain yang

mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah di dunia ini.

2. Fungsi sosial budaya, dilakukan dengan membina, sosialisasi pada

anak, membentuk norma-norrna tingkah laku sesurri dengan tingkat
perkembangan anak, meneruskan nilai-nilai budaya l:eluarga.

3. Fungsi cinta kasih, diberikan dalam bentuk memberikan kasih sayang

dan rasa aman, serta memberikan perhatian rliantara anggota

keluarga.

4. Fungsi melindungi, bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan
tindakan yang tidak baik, sehingga anggota l<eluarga merasa
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terlindungi dan merasa aman.

5. Fungsi reproduksi, merupakan fungsi yang bertujuan untuk

meneruskan keturunan, memelihara dan me mbesarkan anak,

memelihara dan merawat anggota keluarga.

6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, merupakan funllsi dalam keluarga

yang dilakukan dengan cara mendidik anak sesuLai dengan tingkat

perkembangannya, menyekolahkan anak. Sosialisasi dalam keluarga

juga dilakukan untuk mempersiapkan anak menjadi anggota

masyarakat yang baik

7. Fungsi ekonomi, adalah serangkaian dari fungsi lairr yang tidak dapat

dipisahkan dari sebuah keluarga. Fungsi ini dilakukan dengan cara

mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan

keluarga, pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk
memenuhi kebutuhan keluarga

8. Fungsi pembinaan lingkungan, dilakukan dengrn cara menjaga

kelestarian lingkungan hidup, menciptakan lingktrngan hidup yang

bersih, sehat, aman penuh keindahan.

Perangkat yang hingga saat ini fokus dalam pelaksan.aan program dan

kegiatan pembangunan berbasis perwujudan delapan (.3) fungsi keluarga

adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan tren data capaian pembangunan keluarga di Kabupaten

Toraja Utara dan diharapkan pada tahun 2030 senrua lembang dan

kelurahan di Kabupaten Toraja sudah mempunyai .kelompok UPPKA,

kelompok BKB, kelompok BKR dan kelompok BKL, rnaka dirumuskan
kondisi hingga tahun 2O50.

Tabel 3.25.
Proyekei Pembanguaan Keluarga

I(abupaten Torqia Utara tahun 2O25-,}O5O

151

Jumlah Kelompok

UPPKA
42 96 151 151 151 151 1 5 1

Jumlah Kelompok BKB 65 108 151 151 151 151 151

Jumlah Kelompok BKR 54 r02 151 151 151 151 151

Jumlah Kelompok BKL 51 101 151 151 151 151

Sumber: DP2KBP3A Kab.Toraja Utara Tahun 2024 (data diolah Tim I,en],usun)

I Data

i *'"-"t'" 
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Pelaksanaan pembangunan keluarga di masa mendaLtang tidak terlepas

dari kecenderungan perkembangan kuantitas penduduk berdasarkan hasil

proyeksi penduduk, karena sasaran pembangunan kel::arga berdasarkan

pengelompokan umur akan lebih meningkatkan hasil yang diharapkan

secara optimal. Pembangunan keluarga berbasis kelompok umur akan

memudahkan intervensi program/ kegiatan sektor terkait: sesuai kebutuhan

dan permasalahan yang dihadapi oleh setiap kelompok urnur penduduk.

Pendekatan pembangunan keluarga berbasis kelompok umur telah

dilakukan oleh BKKBN dan dilaksanakan secara teknis di daerah melalui

kegiatan yang dikenal dengan Tri Bina, yang meliputi: Bina Keluarga Balita,

Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga [.an.sia. Berdasarkan

pelaksanaan Tri Bina pada tahun 2019 hingga 2O23 dalalr, bab 2 diperoleh

informasi perkembangan kelompok mengalami kenaikan tahun sebelumnya.

Dalam kurun waktu 2025 hingga 2050 diharapkan 1:erjadi peningkatan

beberapa parameter yang menjadi ukuran kemajuan dan keberhasilan

pembangunan keluarga. Pembinaan keluarga yang mempunyai balita

melalui Bina Keluarga Balita diharapkan meningkat di 1.ahun 2025 hingga

tahun 2O5O. Artinya, cakupan layanan terhadap keluarga yang mempunyai

balita dapat dilakukan lebih luas lagi dimasa datang.

Seiring dengan perkembangan penduduk menurut kelompok umur
remaja, maka pada periode tahun 2025 hingga 2O50, juralah kelompok dan

keluarga yang memiliki remaja serta remaja yang terlayani dalam wadah

Bina Keluarga Remaja semakin meningkat jumlahny:r. Hal ini sejalan

dengan persentase penduduk usia 10 - 24 yang menjadi sasaran binaan

BKR menempati persentase tertinggi dari kelompok umur lainnya, dan

penduduk pada kelompok umur ini dapat dioptimalkan potensinya dalam
pembangunan keluarga, untuk merencanakan kehiduparL yang lebih baik di
masa-masa mendatang. Pembinaan usia remaja diarahkm pada kesehatan

reproduksi, persiapan pernikahan, mencegah kawin usia dini, dan membina
keluarga yang harmonis, serta menyiapkan remaja untuk menjadi keluarga
mandiri secara ekonomi.

Peningkatan pembinaan keluarga lansia perlu menjadi perhatian
penting hingga 2050 mengingat berdasarkan data penduduk tahun 2023
dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Toraja Utara telah
memasuki era ageing population yaitu ketika persentase penduduk usia 60
tahun ke atas mencapai 1O persen ke atas. Berlambahnya lansia
menunjukkan keberhasilan peningkatan harapan hidup ;oenduduk. Namun



perlu juga diperhatikan dampak dari peningkatan jumlah lansia di suatu

wilayah. suatu keniscayaan bahwa bertambahnya lansiil berbanding lurus

dengan bertambahnya kebutuhan termasuk di dalamnlla perawatan yang

pada akhirnya akan menjadi beban ekonomi penduduk usia produktif

untuk membiayai penduduk lansia. Untuk itu, perlu a,lanya peningkatan

sinergi dalam melaksanakan program-program terkait c[engan lansia yang

dapat mengurangi beban ketergantungan lansia terhaclap kelompok usia

produktif. Tujuannya adalah untuk membuat lansia menladi sehat, mandiri,

dan aktif selama mungkin guna turut mendorong ekon,rmi dapat tumbuh

ketika lansia mereka bekerja. Olehnya itu pada periode dua puluh lima

tahun dalam jangka waktu pelaksanaan GDPK ini hingga tahun 205O'

pembinaan balita, remaja, lansia, beserta keluargalya menjadi bagian

penting dalam keberhasilan pembangunan kependud ukan berwawasan

kependudukan di Kabupaten Toraja Utara.

3.5. Penataan Administrael Kependudukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan

penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kepe.ndudukan melalui

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi

kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pellyanan publik dan

pembangunan sektor lain.

Setiap penduduk WAJIB melaporkan peristiwa k:pendudukan dan

peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana. Sebab, setiap

kej adian / peristiwa penting yang dialami (seperti kelahinrn, kematian, dan

perkawinan) akan membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan

Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan atau surat

keterangan kependudukan lain yang meliputi pindah datang, perubahan

a-lamat, atau status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Administrasi Kependudukan merrrpakan suatu hal ]'ang sangat urgen

di dalam kehidupan masyarakat saat ini. Kependudukan selalu

bersentuhan dengan setiap aktivitas kita diantararrya adalah saat

pendaftaran sekolah, berkas lamaran pekerjaan, pemilu legislatif, pemilu

presiden, pilkada, mengurus surat-surat kendaraan, mengurus surat-surat

tanah, hak waris, dan hak warganegara lainnya. Secara g,aris besar, output
layanan Dukcapil dikelompokkan jadi 2, yakni data kependudukan dan

dokumen kependudukan.
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Data Kependudukan adalah data perseorangan dan /atau data agregat

yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftalan Penduduk dan

Pencacatan Sipil. Sebagaimana arnanat undang-undang Adminduk, data

kependudukan digunakan untuk semua keperluan, di antaranya untuk
pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran,

pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Data kependudukan inilah yang saat ini digunakan oleh pemerintah

maupun swasta untuk berbagai keperluan, terutama untuk mempermudah

pelayanan publik.

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh

Instansi Pelaksanan Dinas Dukcapil kabupaten / kota yang mempunyai

kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari

pelalayanan pendaftaran penduduk dan pencacatan sipil.

Memperhatikan batasan pengertian administrasi kependudukan dan

kondisi administrasi kependudukan hingga tahun 2O23 di Kabupaten Toraja

Utara, maka dirumuskan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam

periode Tahun 2025 hingga 2050 sebagai berikut :
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Jumlah data profi1 kependudukan yang disusun
Sumber: Disdukcapil l(ab. Toraja Utara Tahun 2024 ldata diolah Tim Peny'usun)

Tabel 3.26.
Proyeksi Administrasl Kependudukaa

Kabupaten Torqia Utara tahun 2o125,-2o,60

65 65 65 65 65 65 65

1 100 rooPersentase penduduk yang memiliki kartu keluarga loo 100 100 100 100

c 100100 100 100 100Persentase penduduk yang memiliki KTP Elektronik 97,42 100

4 100 100 100
Persentase Penduduk umur 0- 17 Tahun dengan kepemilikan

akte kelahiran
94,O4 100 100 100

5 79 16 89,58Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) 43,74 47,9t 54,33 6a,74

6 10074,49 a3,26 91,63
Cakupan Akta Nikah yang diterbitkan/ Persentase penduduk

status kawin yang memiliki akte perkawinan
54,8 58,15 66,52

7 100100 100Cakupan Akta Kematian yang Diterbitkan loo 100 100 100

8 100 100 100Cakupan Layanan Penertiban Akta Cerai 100 100 100 100

I

106

2()5()
I

2(t4{t I 2o4.S

Target / TehunDataAwal
IYo 2035l2(}23l l2o2s l2o3o

100



Periode pelayanan prima administrasi kependudutrran, yang saat ini

telah dilakukan dengan gencar melalui beberapa inolasi yang semakin

mendekatkan layanan kepada masyarakat, seperti layernan jemput bola,

pengembangan kemitraan dengan lembaga/instansi terkait, digitalisasi

layanan, dan lainnya. Ragam inovasi yang lebih melnbuka akses dan

partisipasi masyarakat dalam memperoleh hak ata.s informasi dan

administrasi kependudukan perlu terus menerus dikenrbangkan di masa

depan.

Periode selanjutnya adalah periode pengembangan masyarakat berbasis

pengetahuan, yang menekankan pada upaya penguatan dan pengembangan

metode komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait

administrasi kependudukan dan informasi kependudutkan. Diharapkan

pada periode ini akan tumbuh kesadaran kritis masyarakat luas akan

pentingnya kepemilikan administrasi kependudukan dan berdasarkan

pengetahuan yang dimiliki masyarakat dapat memaksimalkan

pemanfaatannya dalam mempermudah berbagai urusan kependudukan di

masa depan.

Periode integrasi data dan informasi kependudukan dari berbagai

sumber ke dalam suatu database yang dapat diakses ok:h berbagai pihak

yang memerlukan juga diharapkan dapat diwujudkan. Pada periode ini

kemudahan dan keterbukaan akses seluruh masyarakat dalam memperoleh

data dan informasi dibangun secara bertahap, dan menj adi input penting

pada periode peningkatan pendayagunaan data dan informasi

kependudukan sebagi sistem pendukung keputusan.

Pelaksanaan periode ini bisa dilaksanakan secareL paralel, sesuai

dengan perkembangan lingkungan strategis nasional deLn daerah dalam

pelaksanaan penataan administrasi kependudukan. Kebt:rhasilan seluruh

periode ini akan berpengaruh besar dalam mewujudkan pembangunan yang

berwawasan kependudukan di Kabupaten Toraja Utara.

Dalam konteks penguatan dan pengembangan kualitas pelayanan

administrasi kependudukan, beberapa indikator meliputi persentase

penduduk yang memiliki kartu keluarga, persentase penduduk yang

memiliki akta lahir, persentase penduduk yang memiliki KTP Elektronik,

cakupan penerbitan KTP elektronik, persentase penduduk umur 0- 17

Tahun adengar kepemilikan akte kelahiran, cakupan F'enerbitan Kartu

Identitas Anak (KIA), cakupan Akta Nikah yang diterbitkan/ Persentase

penduduk status kawin yang memiliki akte perkawinan, cakupan akta
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kematian yang diterbitkan menjadi ukuran keberhasilan pelayanan dan

indikator ini dapat bertambah jenisnya sesuai deng,an perkembangan

lingkungaa strategis kependudukan di masa depan. Pe ncapaian beberapa

parameter administrasi kependudukan tahun 2O25-2O5O sebagaimana tabel

3.26 di atas dapat menjadi keniscayaan dengan beberapa asumsi berikut :

1. Penguatan dan pengembangan tata laksana pelayanan informasi dan

administrasi kependudukan berbasis kebutuhan dilakukan secara

nasional dan ditindaklanjuti secara optimal di daerah;

2. Penyesuaian terhadap perkembangan teknolog. informasi dan

administrasi kependudukan seiring dengan perkernbangan teknologi

digital global;

3. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola

informasi dan administrasi kependudukan dilakuk,rn seiring dengan

perkembangan tata laksana berbasis digital; dan

4. Pemanfaatan data dan informasi kependudukan semakin menguat

dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

nasional dan daerah.
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4.1 ViEt

Dalam rangka men)rusun kebijakan kependudukan strategis

Kabupaten Toraja Utara, disusun visi kebijakan st:bagai pernyataan

strategis GDPK. Visi kebijakan pembangunan kependudukan merupakan

arah strategis yang al<an di implementasikan lewat kebdakan seluruh

perangkat daerah dalam mendukung pembangunan kependudukan di

Kabupaten Toraja Utara.

Adapun Visi Pembangunan Kependudukan Kabupaten Toraja Utara

dalam GDPK Tahun 2O25-2O5O selaras dengan Visi .RPJPD Kabupaten

Toraja Utara Tahun 2025-2045 yaitu:

(Pembangunan Bewawasan 

;:::*j"*n 
yans llerkualitae

"Pembangunan Berwawasan Kependudukan yang Berkualitas dan

Berkelanjutan" berarti upaya pembangunan yang clilakukan dengan

memperhatikan aspek kependudukan atau demografi, baik dari segi

kuantitas maupun kualitas penduduk, dengan ;ujuan mencapai

kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Konsep ini mencakup dua

fokus utama yaitu :

1. Berwawagan Kependudukan: Pembangunan yang dirancang dengan

memperhatikan perubahan dan karakteristik c.emografi, seperti

pertumbuhan penduduk, distribusi usia, tingkat pendidikan, dan

kesehatan. Ini bertujuan agar kebijakan yang dia.mbil bisa sesuai

dengan kebutuhan dan karakteristik penrluduk sehingga

meningkatkan kualitas hidup mereka.

2. Berkuafitas dan Berkelanjutan: Pembangunan berkualitas berarti
pembangunan yang efektif dan dapat diakses oleh semua golongan,

mencakup bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan
hidup. Sementara itu, berkelanjutan berarti pembangunan tersebut
harus mampu menjawab kebutuhan generasi saat ini tanpa
mengorbankan kemampuan generasi mendatang <lalam memenuhi

kebutuhannya.

BAB IV

VIBI DAN ISU STRATFI}IS PEMBANGUII]AN

XEPEI{DT'DT'XA.IT DAERAII
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4.2 Ieu Strateglc KePeadudukaa

Dalam konteks pembangunan berwawasan liependudukan di

Kabupaten Torqla Utara, terdapat beberapa isu strrrtegis yang perlu

diperhatikan baik dari aspek kuantitas maupun laralitas penduduk,

penataan persebaran penduduk, pembangunan k'eluarga, maupun

penataan administrasi kependudukan, sebagai berikut:

1. Penanfaatan Bonus Demografl

Tren Jumlah penduduk Toraja Utara 1O tahun terakhir dari tahun

2013-2023 terus meningkat hingga di tahun 2O2tl tetcatat sebesar

26L,852 jiwa dan diproyeksikan terus meningkat h:ingga tahun 2050.

Toraja Utara ke depan akan mengalami perubahan demograli yang

cepat, di mana jumlah penduduk usia produktif (rrsia 15-64 tahun)

terus meningkat dan mencapai puncak pada sel,itar tahun 2040.

Dalam periode tersebut, Toraja Utara menjadi seLlah satu wilayah

dengan angkatan kerja yang banyak. Namun pada saat yang sama,

angka ketergantungan mengalami peningkatan karena jumlah

penduduk usia tua (usia 65+ tahun) meningkat. Kondisi demografi

tersebut memberi kesempatan yang terbuka untul: mengoptimalkan

penduduk usia produktif sebagai pendorong utama pembangr,rnan dan

memanfaatkan usia produktif secara efektif. Bonus demografi akan

semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi

Toraja Utara apabila kualitas, produktivitas, dan inovasi usia produktif

terus ditingkatkan mulai periode awal pembangunan jangka panjang

ke depan.

Proporsi demografi yang mengarah pada bertambahnya kelompok

penduduk usia tua (aging population) dan tingginya -iumlah penduduk

usia muda akan berimplikasi pada tantangan untuk mengoptimalkan

peran pemerintah daerah dalam kewajiban perlindungan sosial,

akselerasi pemenuhan hak anak, pembukaan lapangan kerja,

pemberdayaan dan pelindungan lansia, tanpa mengabaikan

penyandang disabilitas dan kelompok rentan l,ainnya. Transisi

demografi sangat mempengErruhi kondisi sosial ekon.omi masyarakat,

mulai dari meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi yang

bermuara pada aglomerasi penduduk di perl<otaan, transisi

epidemiologi, pergeseran nilai yang berpotensi menurunkan kualitas

ketahanan keluarga, rentannya perlindungan terhadap anak.

Dibutuhkan intervensi dari hulu sampai hilir untuk mengoptimalkan
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bonus demografi agar dapat mencetak generasi digital dengan talenta

dan daya saing global, namun tetap menjunjung nilai-nilai lokal dan

budaya masyarakat yang positif.

2. Daya llukuag Daya Tampung Lingkungan

Bertambahnya penduduk akan berdampak larrgsung pada daya

dukung dan daya tampung lingkungal. Peningkatan jumlah penduduk

meningkatkan kebutuhan akan sumber daya seperti air, tanah, energi,

dan bahan makanan. Hal ini mendorong eksploitasi sumber daya alam

yang berlebihan, yang dapat mengakibatkan penurrnan kualitas dan

ketersediaan sumber daya tersebut. Lebih banyak penduduk berarti

lebih banyak limbah, baik limbah padat, cair, maupun gas.

Pembuangan limbah yang tidak terkontrol bisa men.cemari udara, air,

dan tanah, yang pada akhirnya mengurangi kualitas lingkungan secara

keseluruhan. Pertumbuhan penduduk membutuhkan lahan untuk
perumahan, infrastruktur, dan fasilitas publik. Ini sering kali

mengakibatkan alih fungsi lahan dari hutan atatr lahan pertanian

menjadi kawasan pemukiman atau industri. Alih fungsi lahan ini
mengurangi daya dukung lingkungan dengan mer ghilangkan ruang

hijau yang penting untuk menjaga ekosistem.

Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

salah satunya akibat luasan tutupan hutan yang terus menumn. Hal

ini diindikasikan dengan menurunnya distribusi luas jasa lingkungan

antara lain jasa lingkungan penyedia air. Status daya dukung DDLH

air dapat diketahui berdasarkan perhitungan selisih antara ambang

batas dengan jumlah penduduk. Berdasarkan hasil penghitungan,

diperoleh hasil bahwa sebagian besar wilayah di iKabupaten Toraja

Utara memiliki status yang daya dukung air belum melampaui ambang

batas (97,21o/o dari luasan) untuk seluruh wileyahnya. Adapun

selebihnya (2,79o/o dari luasan wilayah) memiliki sta.tus daya dukung
air yang telah melampaui ambang batas. Hal tersebut dapat terlihat
oleh blok berwarna merah pada peta sebaran status daya dukung air di
Kabupaten Toraja Utara. Berdasarkan data yang ada, mayoritas lahan
di Kabupaten Toraja Utara masuk dalam kategori rendah hingga
sedang dalam hal penyediaan air. Sebagian besar lahem dengan potensi

penyediaan air sedang, tinggi, hingga sangat tinggi terletak di
Kecamatan Baruppu, Kecamatan Awan Rante Karua, hingga
Kecamatan Buntu Pepasan. Wilayah-wilayah tersebut diketahui
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merupakan daerah hulu dari aliran sungai-sungai besar yang mengaliri

Kabupaten Toraja Utara. Walau secara umum sebagian besar wilayah

Toraja Utara dalam kategori belum terlampaui, tetapi seluruh wilayah

yang masuk kategori terlampaui dan melewati am bang batas antara

ketersediaan dan kebutuhan tersebut adalah wilayah dengan jumlah

penduduk terbesar dan merupakan pusat-pusat aktivitas wilayah.

Penurunan kualitas lingkungan hidup di Toraja Utara juga ditandai

dengan tingginya timbulan sampah dan linja. Tingginya timbulan

sampah disebabkan oleh masih rendahnya pemilahan sejak dari

sumber, belum seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas

pengolahan sampah, serta belum terpadunya perrgelolaan sampah.

Sementara timbulan tinja disebabkan belum oplimalnya eliminasi

praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di rnelalui perubahan

perilaku masyarakat; belum meratanya penyedi.aan sarana dan

prasarana rantai layanan sanitasi yang aman; dan belum optimalnya

pemenuhan penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Terpusat (SPALD-T), khususnya di wilayah perkotaan. Kondisi ini
merupakan tantangan yang tidak ringan, dan harus; menjadi prioritas

untuk diatasi untuk menjamin keberlanjutan daya dukung dan daya

tampung lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

3. Pengelolaan Ltngkungan Hldup

Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan merupakan

kunci untuk mencapai pembangunan berwawasan kt:pendudukan yang

berkelanjutan, agar keseimbangan antara kebutuhtm penduduk dan

keberlanjutan lingkungan tetap terjaga. Pengeiolaan lingkungan hidup
di Kabupaten Toraja Utara masih perlu dioptirnalkan meskipun
capaian Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten Toraja

Utara pada tahun 2023 telah mencapai diatas IKLII provinsi. Hal ini
ditandai dengan urutan IKLH yang masih berada di urutan ke-4 dari
24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Selain itu jika dilihat dari
parameter pembentuk IKLH, Kualitas Lahan perlu nrenjadi perhatian,
karena penyumbang terendah capaian IKLH Kabuperten Toraja Utara.
Indeks Kua-litas Lahan yang masih rendah dipengaruhi oleh alih fungsi
lahan pertaninan menjadi lahan permukiman, serta pesatnya
pembangunan darr tingginya aklivitas ekonomi da1:at menyebabkan
ketidakseimbangan ekologis dan tinggrnya tingkat pencemaran
lingkungan. Selain itu pengelolaan sampah yang belum optimal juga
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mempengaruhi menurunnya kualitas lahan' Kondirsi ini perlu disikapi

secara bijak dengan tetap memprioritaskan upaya-upaya Perbaikan

dan pengelolaan lingkungan hidup di Toraja Utara lebih baik dengan

menyiapkan fasilitas pengendalian dan pencegahan untuk menjaga

stabilitas kualitas lingkungan hidup.

4. Kualltas Layanan Kesehatan yang Belun Merrrta

Layanan kesehatan yang baik memiliki pengaruh besar terhadap

kualitas penduduk dalam berbagai aspek, terutarrLa kesehatan fisik,

mental, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Akses ke layanan

kesehatan yang berkualitas membantu dalam penr:egahan, diag:nosis

dini, dan pengobatan berbagai penyakit, sehingga angka kematian bisa

ditekan, dan angka harapan hidup meningkat. Penduduk yang lebih

sehat dapat berkontribusi lebih lama dalam berbagai sektor kehidupan.

Penduduk yang sehat lebih produktif, baik dalam peke{aan maupun

dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan ]'ang baik juga

memungkinkan mereka untuk mencapai potensi penuh, yang

berkontribusi pada kualitas sumber daya manusia st:cara keseluruhan.

Kualitas kesehatan penduduk yang masih rerrdah diindikasikan

oleh rendahnya Usia Harapan Hidup (UHH) meningkat dari tahun ke

tahun hingga pada tahun 2023 ya:tu sebesar 74,81\. Angka Kematian

Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Toraja Utara belum

mencapai target SDGs, prevalensi stunting yang lebih tinggi dari angka

rata-rata propinsi dan nasional tingginya kasus gizi buruk bayi/ balita

dimana prevalensi stuntrng masih menjadi tantangan bagi

pembangunan khususnya di Kabupaten Toraja UtcLra yang angkalya

masih sangat tinggi pada tahun 2O23 yaifi) 28,7o/o. Hal ini disebabkan

karena upaya dan pengetahuan tentang pemenuhan gizi yang belum

optimal, pola asuh balita yang belum baik, kualitas pelayanan

kesehatan yang belum maksimal, dan adanya perktwinan pada usia
dini, tingginya angka kematian ibu dan anak, mas.& tingginya angka

kesakitan dan kematian akibat penyakit menular s'eperti DBD, Diare,

TB dan HIV AIDS; dan masih terbatasnya ketersediaan sarana dan
prasarana kesehatan dan tenaga medis, terutama ili daerah terpencil,

serta masih rendahnya upaya promotif, preventif rian pembudayaan

perilaku hidup bersih dan sehat belum melenrbaga di seluruh
masyarakat. Olehnya itu perlu diprioritaskan perluasan jangkauan

layanan kesehatan yang berkualitas diseluruh wilayah Toraja Utara.
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5. Kualltas Pendldlkan Belum Merata

Salah satu faktor penentu kualitas penduduk yang berdaya

saing adalah kualitas pendidikan yang dimiliki dalam melahirkan

sumber daya manusa yang berkualitas. Penyelenggaraan pendidikan

dasar dan lanjutan yang berkualitas masih meniadi permasalahan

mendasar. Hingga tahun 2023 Kabupaten Toraja Utara belum

mencapai standar kompetensi minimum untuk literasi membaca baru

mencapai 31 ,61 persen dan numerasi baru men<:apai 25,3 persen.

Selain itu capaian RLS tahun 2023 masih di bawah propinsi dan

nasional, baru mencapai 8,51 tahun. Sejurr.lah faktor yang

mempengaruhi kondisi ini adalah belum meratanya. akses pendidikan

yang berkualitas bagi seluruh anak mulai usia 5 tahun ke atas agar

tetap bisa bersekolah hingga jenjang perguruan tinggi; masih

banyaknya Anak Tidak Sekolah; belum meratanya kualitas sarana

prasarana termasuk teknologi pembelajaran antaril perdesaan dan

perkotaan, serta distribusi tenaga pendidik d.an kependidikan

berkualitas yang memenuhi standar kompetensi antrara perdesaan dan

perkotaan yang belum merata. Dalam konteks inilah penting untuk

memprioritaskan agenda pemerataan akses dan kuaiitas pendidikan di

seluruh wilayah K abupaten Toraja Utara. Wajib belajar 13 tahun yang

disertai dengan pemenuhan tenaga pendidik yang kompeten harus

menjadi prioritas untuk memastikan kualitas anal.r: didik di seluruh

jenjang pendidikan dapat mencapai standar kompetensi minimum

untuk literasi dan numerasi dan dapat meningkatkia.n kualitas modal

dasar manusia Toraja Utara.

6. Tlngkat Kenbklnan PenduduL

Tingkat kemiskinan penduduk di Kabupaten Toraja Utara masih

tinggi, yang diindikasikan oleh posisi Kabupaten Toraia Utara berada di

urutan ke 8 tertinggi dari 24 kabupaten kota di Sula'resi Selatan, atau

dengan tingkat kemiskinan di angka 12,12 persen pada tahun 2O23.

Kompleksitas masalah kemiskinan yang masih dihaclapi di Kabupaten

Toraja Utara diantaranya dipengaruhi oleh beberapa hal seperti masih

tingginya angka stunfing, tingginya beban pengelu:ran masyarakat,

masih rendahnya pendapatan masyarakat, kurangnya lapangan

peke{aan, derajat pendidikan yang rendah, dan d era-fat kesehatan

belum optimal. Penyebab lainnya adalah belum berkembangnya usaha

ekonomi mikro dan kecil, serta kewirausahaan, belum optimalnya
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verifikasi dan validasi data penduduk miskin, penanggulangan

kemiskinan secara terpadu lintas sektor belum dilaksanakan secara

efektif dan belum optimalnya aksesibilitas layanan sosial ekonomi yang

dipengaruhi kondisi geogralis. Penanggulanan kemiskinan secara

komprehensif berbasis data yang akurat, serta o1>timalisasi strategi

penanggulangan kemiskinan oleh seluruh pemangku tanggungiawab

perlu diprioritaskan untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten

Toraja Utara.

7. Ketlmpangan Geader dan Inklusl Soslal

Ketimpangan gender dan inklusi merupal:an isu strategis

kependudukan yang berdampak signilikan pa,Ca kualitas dan

kesejahteraan penduduk. Ketimpangan gender dan kurangnya inklusi

dapat menghambat perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya dalam

suatu masyarakat. Ketimpangan gender serinlg kali membuat

perempuan memiliki akses yang lebih terbatas ter.hadap pendidikan.

Kurangnya akses ini mengurangi peluang mereka untuk

mengembangkan keterampilan dan berkontribusi se cara penuh dalam

bidang pekerjaan, ekonomi, dan komunitas. Sebal iknya, pendidikan

yang inklusif memungkinkan setiap orang, tanpa nremandang gender

atau latar belakang, untuk mencapai potensi penuh mereka. Di banyak

negara, perempuan dan kelompok marginal seringl kali menghadapi

diskriminasi di pasar kerja, termasuk upah yang lebih rendah,

kesempatan karier yang terbatas, dan kurangnya posiisi kepemimpinan.

Ketidaksetaraan ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan individu
tetapi juga membatasi potensi ekonomi mrtsyarakat secara

keseluruhan, karena sebagian populasi tirlak sepenuhnya

berpartisipasi dalam produktivitas ekonomi. Ketimp,angan gender juga

mempengarLlhi akses terhadap layanan kesehatan, torutama kesehatan

reproduksi dan perawatan kesehatan yang spesilik untuk perempuan

atau kelompok tertentu. Hal ini meningkatkan risil<o kesehatan bagi

perempuan dan kelompok marginal yang kurang merrdapatkan layanan

kesehatan yang mereka butuhkan, dan dapeLt mempengaruhi

kesehatan generasi mendatang. Ketimpangan gender juga

berkontribusi pada kemiskinan dan ketergantungan r:konomi, terutama
pada perempuan yang tidak memiliki akses yang sama terhadap
pekerjaan atau hak kepemilikan. Ketidakmandir:.an ini membuat
perempuan rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan
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ketidaksetaraan, yang pada akhirnya memenganrhi keluarga dan

masyarakat luas.

Ketimpangan gender di Kabupaten Toraja Utena di indikasikan

dari indeks ketimpangan gender yang masih di emgka 0,454 pada

tahun 2023, dan menempati urutas ke 7 k,abupaten dengan

ketimpangan gender tertinggi. Ketimpangan gender yang masih tinggi

ini dipengaruhi oleh ketimpangan pada tiga dimelrsi pembentuknya

yaitu dimensi kesehatan, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Pada

dimensi kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi keadaan

geogralis suatu wilayah terutama pada daera.h terpencil yang

mengakibatkan akses layanan kesehatan terbatas, biaya persalinan

yang tinggi dan masyarakat miskin sebagian belum memiliki Jaminan

Kesehatan Nasional. Pada dimensi pemberdayaan terdapat beberapa

penyebab ketimpangan gender yaitu rendahnya akses masyarakat di

daerah terhadap pendidikan yang mudah dijangkau dan berkualitas,

perbedaan tingkat sosial yaitu masyarakat golongan menengah ke atas

lebih mudah mengakses pendidikan dibandingkan nrasyarakat miskin,

budaya patriarki yang menempatkan laki- laki memiliki peluang

pendidikan lebih besar dibanding perempuan, perempuan kurang

berpeluang duduk dalam legislatif, belum optimalnya. peran pemerintah

daerah dalam mengupayakan pemenuhan hak pendidikan yang

membutuhkan perlindungan khusus hingga jenjang pendidikan tinggi

seperti penyandang disabilitas, anak berhadapan dengan hukum, anak

dalam situasi darurat, anak jalanan, korban perkawi.nan anak, anak di
panti dan lainnya, ketersediaan SDM tenaga pendi,likl kependidikan

belum tersebar secara merata sesuai kebutuhan dari aspek kuantitas
maupun kualitas, dan rendahnya Angka Harapan krma Sekoiah. Pada

dimensi pasar tenaga kerja dipengaruhi oleh kurangrgra akses terhadap

lima modal penghidupan masyarakat yang daprat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, terbatasnya kesempatan Can peluang kerja,

terutama untuk perempuan dan penyandang disabiJ.itas, masih belum
setaranya akses perempuan dan kelompok rentan clalam memperoleh
peluang pekerjaan, dan budaya patriarki yang menompatkan laki-laki
memiliki proporsi pekerjaan dan upah lebih besar dibanding
perempuan. Dalam konteks inilah perlu diprioritaslran pelembangaan

pengarusutamaan gender dan inklusi di seluruh sektor pembangunan.
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E. Penurunaa Ketahanan Eaergl, Air dan Ketna!.dlrlan Pangaa

Peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi, dan perubahan pola

konsumsi mengakibatkan kebutuhan energi, air, dan pangan semakin

tinggi, yang berisiko menurunkan ketahanan ketiga sumber daya vital

ini. Bertambahnya penduduk otomatis meningkatkan kebutuhan akan

energi (untuk listrik, transportasi, dan industri) dan air (untuk

konsumsi, irigasi, dan kebersihan). Pertambahan jumlah penduduk

juga berpengaruh terhadap perubahan pola konsumsi, serta

keterbatasan lahan dan sumber daya alam membau'a tantangan besar

terhadap ketahanan pangan. Pertumbuhan penduduk yang pesat

tanpa diimbangi dengan peningkatan sumber daya energi, air, dan

pangan yang memadai dapat menurunkan ketahanan ketiga sumber

daya ini dan menyebabkan kelangkaan. Urbanisrasi menyebabkan

konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan yang lecih padat. Wilayah

perkotaan memerlukan energi , air .dan pangan yang; lebih besar untuk
memenuhi kebutuhan penduduk, yang sering kali :melebihi kapasitas

infrastruktur yang ada. Selain itu, gaya hidup urban yang cenderung

konsumtif meningkatkan permintaan air dan energi terutama untuk
industri dan rumah tangga, begitu pula dengan l<onsumsi pangan.

Pertumbuhan penduduk juga berdampak pada kebutuhan lahan yang

lebih banyak untuk perumahan, pertanian, dan inclustri, yang sering

kali menyebabkan alih fungsi lahan dan kerusakan ekosistem alami.

Resiko penurunan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan

disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya terjerdinya alih fungsi

Iahan pertanian menjadi permukiman, deforestrasi hutan, kurang
terjaganya pelestarian daerah aliran sur.gai, rendahnya

keanekaragaman pangan, dan rendahnya akses terhadap pangan yang

murah, sehat dan berkualitas. Dalam konteks ini g:rlu diprioritaskan

untuk menjaga ketahanan energi terutama energi terbarukan,
ketahanan air melalui upaya restorasi DAS dan reforestrasi hutan,
serta peningkatan kapasitas SDM petani dalam menr:rapkan pertanian
berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan pangar:r menjadi agenda
pembangunan daerah.

9. Kescdangaa Infrastnrttur &n Konektlvltas aotar Wlleyah
Infrastruktur dasar merupakan prasyarat utama yang harus

ada/dimiliki daerah agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat
dapat berjalan dengan baik, tanpa hambata.n. Kesenjangan
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infrastruktur dan konektivitas antar wilayah memiliki dampak

signifrkan pada perpindahan penduduk' Wilayah dengan infrastruktur

dan konektivitas yang kurang memadai cenderunS; ditinggalkan oleh

penduduk yang mencari kesempatan ekonomi, akst:s pendidikan, dan

layanan yang lebih baik di daerah yang lebih berkembang. Wilayah

dengan infrastruktur yang terbatas, seperti jalan, listrik, air bersih,

dan akses internet, sering kali mengalami eksodtts penduduk yang

mencari peluang ekonomi ke kota. Kota dengan infrastruktur yang

lebih baik menawarkan kesempatan pekerjaan ymg lebih banyak,

fasilitas kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, serta akses yang

lebih mudah ke layanan umum.

Kondisi Topografi di Kabupaten Toraja Utarer yang didominasi

daerah pegunungan menjadi salah satu pemicu kesenjangan

infrastruktur dan konektivitas antar wilayah yang nrmpal< pada masih

rendahnya indeks infrastruktur wilayah yang ctiindikasikal oleh

capaian kemantapan jalan di Kabupaten Toraja Utara baru mencapai

52,18o/o. Persentase Irigasi dalam kondisi baik baru mencapai 33 sao/o,

Persentase Akses Sanitasi Aman baru mencapd.s,li'Vo, Rasio Jaringan

Irigasi baru mencapai 6,16 mlt.a dan akses air rainum layak baru

mencapai 66,530/o.

Tersedianya infrastruktur yang memadai sangat diperlukan

dalam menjamin kelancaran akses mobilitas penduduk dan barang

dalam kegiatan ekonomi masyarakat secara luas. Konektivitas wilayah

pusat-pusat produksi bahan baku, hasil perkebunan dengan pusat-

pusat kegiatan ekonomi industri pengolahan belum cukup didukung

oleh ketersediaan jaringan infrastruktur dan sistem transportasi yang

mampu memaksimalkan nilai tambah ekonomi untr.rk mengakselerasi

pertumbuhan ekonomi daerah. Faktor penyebab lain kesenjangan

konektivitas yang perlu diperhatikan adalah belum nreratanya jaringan

infrastruktur darat, udara, serta masih terbratasnya jaringan

telekomunikasi dan transportasi pusat-pusat produl<si primer dengan

pusat-pusat kegiatan ekonomi sekunder dan tersier. Pendekatan

konektivitas multimoda antar moda serta pengembangan transportasi
publik belum dilaksanal<an secara optimal. Sehingga perlu komitmen

penanganan dari pemerintah daerah untuk memperbreiki semua sarana

dan prasarana infrastruktur khususnya yang mencakup layanan

dasar.
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1O. Melenehnya Fungsi Keluarga

Pembangunan keluarga merupakan komponr:n yang sangat

penting dalam pembangunan kependudukan li:arena keluarga

merupakan unit dasar dalam masyarakat yang m.emainkan peran

kunci dalam pembentukan karakter, kesehatan, pendidikan, dan

kesejahteraan setiap individu. Pembangunan kepe::dudukan dapat

diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas

dan berdaya saing melalui penguatan fungsi keluarga. Generasi yang

tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sehat akan menjadi aset

berharga dalam pembangunan masyarakat. Pemba-rrgunan keluarga

yang baik memastikan bahwa setiap anggota keluarga mendapatkan

akses terhadap layanan kesehatan, nutrisi yang baik, dan lingkungan

hidup yang sehat, untuk mendukung tumbuh kembang anak yang

optimal serta mencegah penyakit dan malnutrisi, yang berdampak

jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia. Pembangunan

keluarga juga bertujuaa untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga

dengan mendorong pemberdayaan ekonomi, seperti akses pada

pelatihan keterampilan dan kesempatan kerja. lleluarga dengan

ekonomi yang lebih baik cenderung mampu mendukung pendidikan

anak dan meningkatkan taraf hidup, yang pada akhinrya berkontribusi

pada pembangunan ekonomi di tingkat masyarakat dan negara. Selain

itu, keluarga juga berperan dalam memberikan pendidikan informal

dan dukungan emosional kepada anak-anak. C,rang tua yang

mendukung pendidikan anak, baik secara akademis maupun mental,

berperan dalam membentuk generasi yang berdaya sr ng, kreatif, dan

siap menghadapi tantangan masa depan. Pendidikan lrang dimulai dari

keluarga memiliki dampak positif jangka panjang dalam menciptakan

generasi yang berkontribusi pada pembangunan.

Faltanya, fungsi dan peran keluarga sebagaimana disebut di atas

semakin melemah seiring kemajuan teknologi dan digitalisasi. Generasi

Z dan generasi Alpha yang tumbuh dan lahir di r:ra digital, yang

sepenuhnya terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari dan tumbuh

dalam lingkungan yang sangat digital dengan akses pada perangkat

pintar, asisten virtual, dan AI, tentu memiliki crrra belajar dan

bersosialisasi yang sangat berbeda dari generasi sebelumnya.

Perbedaan setiap generasi dengan ciri khasnya masing-masing

menuntut peran dan fungsi keluarga yang lebih kuat dan adaptif
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terhadap perubahan generasi. Peran keluarga di era digital semakin

penting karena teknologi telah mengubah cara kita berinteraksi,

bekerja, dan belajar. Keluarga tidak hanya berfungsi sebagai unit sosial

dan emosional, tetapi juga sebagai pelindung, pembimbing, dan

pengontrol dalam menghadapi tantangan serta peluang yang dibawa

oleh kemajuan teknologi. Dalam konteks inilah penting/a penguatan

fungsi dan peran keluarga di era digital, meliputi pelrguatan fungsi dan

peran sebagai pembimbing penggunaan teknologi secara sehat dan

seimbang, pendorong pembelajaran dan ketrampila:r digital, pelindung

dari bahaya dunia maya dan mendukung anak dalarn memahami risiko

dan cara menghadapinya; dan pembimbing perrerapan nilai dan

karater untuk memastikan bahwa anak-anak tahu bagaimana

berperilaku baik, baik secara online maupun offline. Meskipun

teknologi sering kali menjadi penghalang kom,lnikasi langsung,

keluarga dapat memanfaatkannya untuk tetap terieubung. Misalnya,

melalui aplikasi video call, pesan instan, atau media sosial, keluarga

bisa menjaga komunikasi antar anggota keluarga lrang terpisah oleh

jarak frsik. Keluarga bisa memanfaatkan teknolol3i untuk kegiatan

bersama yang bermanfaat, seperti menonton frlm edukatif bersama,

bermain game keluarga, atau berbagi momen kehiclupan melalui foto

dan video. Ini membantu menciptakan ikatan yang le,bih kuat di tengah

kemajuan digital. Tantangan yang ada di dunia digital membutuhkan

ketahanan emosional. Keluarga bisa memberikan dukungan moral dan

emosional kepada anal<-anak dan remaja yang mu:ngkin menghadapi

masalah seperti kecanduan media sosial atau cyberbullying. Paparan

terus-menerus terhadap media sosial dan informasi digital bisa

menyebabkan stres, kecemasan, dan tekanan sosi:rl. Keluarga dapat

berperal dalam mendukung kesehatan mental ir.nggota keluarga,

misalnya dengan membatasi paparan konten negatil'atau tidak sehat,

serta mengajarkan cara untuk mengelola kecemasirm yang mungkin

muncul akibat perbandingan sosial atau berita yang lidak menentu.

11. Dtgttaltsasl daa Moderalsasi Layaaaa Kependrrdukaa

Penataan administrasi kependudukan adalah langkah penting

untuk mendukung pembangunan berwawasan kependudukan.

Administrasi kependudukan yang baik memastikatr data penduduk

yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses, sehinllga menjadi dasar

untuk perencanaan, pengambilan keputusan, st:rta pelaksanaan
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kebijakan yang efektif. Dalam konteks pembang:nan berwawasan

kependudukan ke depan perlu upaya yang leb:ih intensif untuk

peningkatan cakupan layanan administrasi dengan membuka layanan

administrasi kependudukan di daerah yang sulit dijangkau melalui

kantor keliling, layanan berbasis teknologi, atau aplikasi online, serta

mengurangi birokrasi yang berbelit-belit dan mempermudah

masyarakat dalam mendapatkan dokumen kependudukan, seperti

KTP, akta kelahiran, akta kematian, dan kartu keluarga. Pendataan

kependudukan yang terorganisir dapat diinte,grasikan dengan

kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan seperti

mendistribusikan bantuan sosial secara tepat sasaran, mengelola

dinamika migrasi penduduk, dan mengakomodasi ::su kependudukan

khusus.
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BAB V

XTBIJAITAIT DAIT STRATEGI

PETBAITGUI{AN TTPETDT'DUITAI{ DA.ENAH

Penduduk merupakan subjek sekaligus objek dalam pembangunan.

Arlinya, penduduk merupakan pelaku dan penggerak pembangunan. Disisi

lain, hasil dari pembangunan harus marnpu meningkatl:an kesejahteraan

penduduk. Karena hakikat dari pembangunan adalah urttuk menciptakan

kesej ahteraan bagi seluruh rakyatnya. Keberhasilan pembangunan dapat

diukur dari pemerataan kesejahteraan ralqratnya. Dalam mekanisme

perencanaan pembangunan, penduduk dilihat sebagai salah satu faktor

strategis karena disadari posisi mereka bukan hanya sebagai sasaran

tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan.

Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentarlg Grand Design

Pembangunan Kependudukan, pasal 4 menyebutkan bahwa strategi

pelaksanaan GDPK dilakukan melalui 5 pilar pembangunan, yaitu

pengendalian kuantitas penduduk; peningkatan kualitas penduduk;

pembangunan keluarga; penataan persebaran dan peng,arahan mobilitas

penduduk; dan penataan administrasi kependudukan. Regulasi ini secara

jelas menunjukkan bahwa kebijakan perkembangan kependudukan

mencakup aspek yang sangat luas.

Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan

kependudukan di Kabupaten Toraja Utara pada maslng-masing pilar

dirumuskan sebagai berikut:

5.1 Peagendaltan Kuantltas Pendudul

Pengendalian kuantitas penduduk merupakan pilar pertama yang

penting untuk diperhatikan dalam kerangka pembangurran berwawasan

kependudukan, karena aspek kuantitas penduduk yang tiCak dikelola dan

diantisipasi dengan optimal berpotensi memunculkan dampak negatif

pembangunan diantaranya : (a) ketidakseimbangan antar:a pertumbuhan

penduduk dan produksi (pangan, sandang, papan), (b) pembangunan

berpusat pada daerah padat penduduk sehingga terjadi kesrenjangan sosial,

(c) munculnya pemukiman kumuh dikota, sehingga ada ke senjangan sosial

antara kaya dan miskin diperkotaan, (d) banyaknya pengangguran dan

meningkatnya kriminalitas. Olehnya itu arah kebijakan dan strategi

pengelolaan kuantitas penduduk perlu dirumuskan dengan tepat.
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Pengendalian kuantitas penduduk dimaksudkan untuk menjaga

keseimbangan antara jumlah pendudk dengan sumberclaya dan kualitas

hidup yang memadai. Tujuan pengendalian kuantitas penduduk secara

umum adalah untuk mengurangi atau menjaga laju pertumbuhan

penduduk, dengan sasaran menurunnya jumlah keleLhiran penduduk.

Indikator sasarannya adalah nilai Total Fertilitg Rate (TFR). Pencapaian

sasaran ini dilakukan melalui strategi: meningkatkan jangkauan dan

kualitas pelaksanaan pembudayaan nofina keluarga te:rencana, bahagia,

dan sejahtera.

Adapun arah kebijakan yang dirumuskan adzrlah peningkatan

kesadaran dan partisipasi kepesertaan ber-KB, dan 1>enurunan angka

kelahiran remaja, untuk selanjutnya dijadikan dasar perumusan indikator

kinerja prioritas dan pelaksanaan program strategis oleh perangkat daerah

yang terkait dengan pelaksanaan arah kebijakan ini.

5.2 Pentngtatan Kualltas Penduduk

Peningkatan kualitas penduduk merujuk pada vari;rbel yang terdapat

dalam indeks pembangunan manusia [PM). IPM menjelaskan bageisl4n6

penduduk dapat mengakses hasil pembangunan da.lam memperoleh

pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPtrI dibentuk oleh 3

(tiga) dimensi dasar yaitu pendidikan, kesehatan, standar hidup layak. IPM

merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasrilan dalam upaya

membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/ pendu,luk).

Peningkatan kualitas penduduk ini ditujukan untuk meningkatkan

nilai Indeks Pembangunan Manusia sebagai tolak ukur meningkatnya

kualitas manusia. T\rjuan ini difokuskan untuk rrrencapai sasaran

meningkatnya derajat kesehatan penduduk yang dicermirrkan dari capaian

umur harapan hidup yang semakin meningkat, meningJ<atnya akses dan

kualitas pendidikan yang diindikasikan oleh meningkatnya rata-rata lama

sekolah dan harapan lama sekolah dan meningkatnlra kesejahteraan
penduduk yang ditandai dengan pendapatan per kapita yang semakin
meningkat, menurunnya kesenjangan pendapatan, itan menurunnya
tingkat kemiskinan. Strategi yang dirumuskan untuk rnencapai sasaran

tersebut adalah :

1. meningkatkan kualitas dan cakupan keterpenuhan layanan

kesehatan masyarakat berbasis keseimbangan upaya promotif,
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preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan fokus pelayanan

kesehatan keluarga secara optimal;

2. meningkatkan jangkauan dan kualitas pelal'anan pendidikan

untuk mencapai keterpenuhan wajib belajar 13 tahun ke atas

untuk semua; dan

3. meningkatkan aksesibilitas penduduk terhadap sumber-sumber

lapangan pekerjaan dan ekonomi baru sesuai perkembangan

globalisasi ekonomi dengan memperhalikan keberpihakan

masyarakat marjinal.

Secara umum arah kebijakan peningkatan derajat kesehatan

penduduk dilaksanakan melalui:

a. peningkatan cakupan dan kualitas kesehatalr perorangan dan

masyarakat, terutama bagi ibu dan anak melalui pemenuhan

Standar Pelayanan Minimal Bidang Keseh.atan, penurunan

kematian ibu dan anak, meningkatkan ketersecliaan tenaga medis

dan tenaga kesehatan sesuai standar di rrrmah sakit dan

puskesmas, meningkatJcan persentase ru.mah sakit dan

puskesmas terakteditasi paripurna, se:rta memastikal

ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin;
b. peningkatan status gtzi masyarakat khususnya untuk

menurunkan prevalensi stunting; peningkat-an pengendalian

penyakit menular dan tidak menular, terutama untuk
meningkatkan keberhasilan pengobatan TB (TB Success Rate);

c. peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak serta

peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Secara umum arah kebijakan peningkatan aks;es dan kualitas
pendidikan dilaksanakan melalui:

a. peningkatan akses penduduk terhadap pendidikan usia dini,

dasar, dan menengah mencapai wajib betajar 13 tahun; dan

b. peningkatan kompetensi penduduk mela-lui prendidikan formal

termasuk pendidikan vokasi, dan nonformal melalui BLK dan
Kejar Paket A, B, dan C.

Secara umum arah kebijakan peningkatan kesejahtr:raan penduduk
di laksanakan melalui:

a. peningkatan status ekonomi penduduk dengan r:ara memperluas
kesempatan kerja dan mengurangi penggangurarl;

b. penurunan jumlah penduduk miskin dan kesenjangan
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pendapatan semakin berkurang;

c. perlindungan penduduk rentan melalui skema perlindungan dan

jaminan social komprehensif dan adaptif.

Arah kebijakan ini untuk selanjutnya dijadikan 'Casar perumusan

indikator kinerja prioritas dan pelaksanaan program strategis oleh

perangkat daerah yang terkait dengan pelaksanaan arah kebijakan ini.

5.3 Penataan Perccbaraa dan Pengarahan Mobllltas PonduduL

Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk

dilaksanakan dengan mengupayakan peningkatan mobiliras penduduk yang

bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbag,ai fasilitas sosial,

ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah 1'ang diproyeksikan

sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk; dan mertgurangi mobilitas

penduduk ke kota. Penataan persebaran dan penp;arahan mobilitas

penduduk ini ditujukan untuk mengoptimalkal penataan persebaran dan

mobilitas penduduk. Fokus sasaran yang dirumuskal untuk mencapai

tduan ini adalah meningkatnya pengelolaan penataan persebaran dan

mobilitas penduduk, mclalui strategi meningkatkan tata kelola persebaran

dan mobilitas penduduk secara terpadu yang memperl:imbangkan aspek

lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, administrasi, dan pr:rlindungan.

Secara umum arah kebijakan penataan persebaran dan pengarahan

mobilitas penduduk yang dilaksanakan meliputi: pengarahan persebaran

penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah der.gan membangun

sistem informasi ketenagakerjaan. Arah kebijakan ini untuk selanjutnya

dijadikan dasar perumusan indikator kinerja prioritas ,1an pelaksanaan

program strategis oleh perangkat daerah yang terkait dengan pelaksanaan

arah kebijakan ini.

5.4 Penbeaguaan Keluarga

Pembangunan keluarga berlujuan untuk mewujudkan keluarga yang

mempunyai ketahanan dan kelentingan keluarga yang mampu

berkontribusi secara optimal dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan

negara. Fokus sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya Indeks

Pembangunan Keluarga, melalui strategi meningkatkan cakupan layanan

komunikasi, informasi, dan edukasi penguatan datr pemberdayaan

keluarga. Secara umum arah kebijakan pembangunan keluarga yang

dilaksanakan meliputi :
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a. pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera; dan

b. peningkatan kualitas pengasuhan dan perawatarl balita,

remaja, dan lansia, termasuk penyandang disabilitas

Arah kebijakan ini untuk selanjutnya dijadikan 'Casar perLrmusan

indikator kinerja prioritas dan pelaksanaan progralr strategis oleh

perangkat daerah yang terkait dengan pelaksanaan arah kebijakan ini.

5.5 Penataatr Date den Informasl Kcpondudukan serta Admlnltracl
KependuduLan

Pada pilar ke lima ini, tujuan utamanya adalah terwujudnya sistem

data kependudukan tunggal dalam perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan untuk memperkuat pembangunan yang tepat sasaran. Fokus

sasarannya adalah meningkatnya cakupan pelayanan penyediaan data

kependudukan dan pelayanan adminitrasi kependudukan yang berkualitas,

melalui strategi meningkatkan tata kelola penyediaan data kependudukan

dan pelayanan, pencatatan, serta pelaporan administrasi kependudukan

berbasis teknologi informasi yang reaktif terhada.p perkembangan

lingkungan strategis kependudukan. Secara umum arah kebijakan yang

dilaksanakan meliputi :

a. peningkatan cakupan kepemilikan Identitas Kependudukan Digitat

melalui penataan dan pengelolaan database kependudukan;

b. peningkatan cakupan kepemilikan dokumen keprendudukan

melalui penataan dan penerbitan dokumen kept:ndudukan; dan

c. pengembangan data kependudukan yang terintegrasi antar

lembaga.

Arah kebijakan lima pilar pembangunan kepen,ludukan di atas

merupakan arah kebijakan yang diharapkan menjeLdi acuan dalam
perencanaan dan pelaksanaan upaya pembangunan di bidang

kependudukan, dan sebagai tolak ukur minimal dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Lima pilar

Pembangunan Kependudukan Tahun 2O25-2OSO di Kabupaten Toraja Utara
dapat dirumuskan sebagai berikut :
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Tabel 5.1.
TuJuan, $asaraa, dan Anh Keb{iataa Iloa Pfhr Fembengrroan Kependuduha

Ihbupaten Torafa Utara Tahrm 2025-2OSIO

l. Pengendalian
Kuantitas
Penduduk

Mengurangi atau
menjaga laju
pertumbuhan

penduduk

Menurunnya
jumlah

kelahiran
penduduk

Nilai Total
Fertilitg Rate

(TFR)

1. Persentase peserta
KB AKtif

2. Jumlah prevalensi
kontrasepsi
modern/moderCont
raceptive (mCPR)

3. Persentase
kebutuhan ber-KB
yang tidak
terpenuhi (unmet
need)

4. Jumlah kelahiran
remaja umur 15- 19

tahun (Age Specific
Feniliry RarelASFR
1s- le)

Meningkatkan
jangkauan dan kualitas

pelaksanaan
pembudayaan norma
keluarga terenca-na,

bahagia dan sejahtera

1) Peningkatan
Kepesertaan Ber
KB

2) Penurunan angka
kelahiran remqja

2. Peningkatan
Kualitas

Penduduk

Meningkatkan
Nilai Indeks

Pembangunan
Manusia

Meningkatnya
derajat kesehatan

penduduk

l. Angka Kematian Ibu
(AKI)

2. Angka Kematian
Neonatal

3. Angka Kematian
Bayr

Umur Harapan
Hidup (UHH)

Meningkatkan kualitas
dan cakupan

keterpenuh an layanan
kesehatan masyarakat
berbasis keseimbangan
upaya promotif, kuratif
dan rehabilitatif yang
dititikberatkan pada

1) Peningkatan
cakupan dan
kualitas kesehatan
perorangan dan
masyarakat,
terutama bagi ibu
dan anak, melalui
terpenuhinya
Standar Pelayanan
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2) Peningkatan status
gizi masyarakat

1. Prevalensi stunting
2. Persentase gizi

buruk dan gizi
kurang

Minimal (SPM)

Bidang Kesehatan
penurlnan
kematian ibu dan
anak,
meningkatkan
ketersediaan
tenaga medis dan
tenaga kesehatan
sesuai standar di
rumah sakit dan
puskesmas,
meningkatkan
persentase rumah
sakit dan
puskesmas
terakteditasi
paripurna, serta
memastikan
ketersediaan obat
esensial dan
vaksin rutin.

pelayanan kesehatan
keluarga secara optimal

3) Peningkatan
pengendalian
penyakit menular

l. Penemuan kasus
TB

2. TB success rate

t2a
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dan tidak menular (angka keberhasilan
pengobatan TB)

4) Peningkatan akses
air bersih dan
peningkatan
perilaku hidup
bersih & sehat.

1. RT dengan sanitasi
layak

2. RT dengan sanitasi
aman

l Rata-rata
Lama
Sekolah
(RLS)

1) Peningkatan akses
penduduk
terhadap
pendidikan

l. Angka Partisipasi
Sekolah

2. Jumlah Anak Tidak
Sekolah

Meningkatnya
akses dan kualitas

pendidikan
2. Harapal

Lama
Sekolah
(HLS)

,|

2

3
4
5

APS usia 7- 12

APS usia 13- 15

APS usia 16- 18

APS usia 19-24
Jumlah Anak Tidak
Sekolah

Meningkatkan
jangkauan dan kualitas
pelayanan peniddikan

untuk mencapai
keterpenuhan wqiib
belajar 13 tahun bagi

semua.

2) Peningkatan
kompetensi
penduduk melalui
pendidikan formal
dan nonformal

l. Persentase Satuan
Pendidikan yang
mencapai Standard
iviii.riruiiir-r
Assesment Nasional
untuk Literasi

2. Persentase Satuan
Pendidikan yang
mencapai Standard
Minimum
Assesment Nasional

3) Peningkatan
kualitas pendikan
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untuk Numerasi

1) Peningkatan status
ekonomi penduduk
dengan cara
memperluas
kesempatan kerja
dan mengurangi
pengangguran;

L. T?l I Tingkat
Pengangguran
Terbuka

2. TPAK / Tingkat
Partisipasi Angkatan
Kerja

3. TPAK Perempuan

1. Rasio gini
2. Tingkat Kemiskinan

2) Penurunan jumlah
penduduk miskin
dan kesenjangan
pendapatan
semakin berkurang

1. Cakupan JKN/
Jamina-n Kesehatan
Nasional

Meningkatnya
kesejahteraan

penduduk

1. Pendapatan
per kapita

2. Rasio gini
3. Tingkat

Kemiskina-n

Meningkatkan
aksesibilitas penduduk

terhadap sumber-
sumber lapangan

pekerjaan dan ekonomi
baru sesuai

perkembangan
globalisasi ekonomi

dengan memperhatikan
keberpihakan

masyarakat marjinal

3) Perlindungan
penduduk rentan
melalui skema
perlindungan dan
jaminan sosial
komprehensif dan
adaptif

3. Penataan
Persebaran dan

Pengarahan
Mobilitas Penduduk

Mengoptimalkan
penataan

persebaran dan
mobilitas
penduduk

Meningkatnya
pengelolaan

penataan
persebaran

dan mobilitas
penduduk

1. Persentase
Imigrasi
Penduduk

2. Persentase
Emigrasi
Penduduk

M eningkatkan tata
kelola persebaran dan
mobilitas penduduk
secara terpadu yang
mernpertimbangkan
aspek lingkungan,

ekonomi, sosial, budaya,
administrasi dan

Pengarahan
persebaran
penduduk sesuai
dengan kebutuhan
setiap wilayah
dengan
membangun
sistem informasi

I . Migrasi netto
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perlindungan ketenagakerjaan;

1) Pemberdayaan
dan Peningkatan
Keluarga
Sej ahtera

1. Jumlah UPPKA

4.Pembangunan
Keluarga

Mewujudkan
keluarga yang
mempunyai

ketahanan dan
keluargayang

mampu
berkontribu si
secara optimal

dalam
kehidupan

masyarakat,
balgsa dan

negara

1. Jumlah Kelompok
Bina Keluarga
Balita

2. Jumlah Kelompok
Bina Keluarga
Remqia

3. Jumlah Kelompok
Bina Keluarga
Lansia

Meningkatnya
ketahanan dan

kualitas
keluarga

l.Indeks
Pembangunan
Keluarga

Meningkatkan
cakupan layanan

komunikasi, informasi
dan edukasi

penguatan dan
pemberdayaan

keluarga

2) Peningkatan
kualitas
pengasuhan dan
perawatan balita,
remaja, dan lansia,
termasuk
penyandang
disabilitas

5. Penataan
AdministrasiKepe

ndudukan

Mewujudkan
sistem data

kependudukan
tungrqal dalam

perencanaan dan
pelaksanaan

pembangunan
untuk

memperkuat
pembangunan

yang tepat sasaran

Meningkatnya
cakupan

pelayanan
penyediaan data
kepeod''-,.du!.-an
dan pelayanan
administrasi

kependudukan
yang berkualitas

1. Persentase
penduduk yang
memiliki kartu
keluarga

2. Persentase
---1,,l,,t- -,^-^I/lrruuuu^ J 4r5
memiliki KTP
Elektronik

3. Persentase
Penduduk umur 0
- 17 Tahun dengan
kepemilikan akte
kelahiran

Cakupan
LanamiliLa-

Identitas
Kependudukan
Digitar

M eningkatnya tata
kelola penyediaan data

kependudukan dan
pelayanan,

pencaatan, serta
-alaaa-^-l/vrql,vr<!r

administrasi
kependudukan

berbasis teknologi
informasi yang reaktif

terhadap
perkembangan

lingkungan strategis

Peningkatan cakupan
kepemilikan dokumen

kependudukan
melalui penataan dan
penerbitan dokumen

kependudukan;
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4. Persentase
cakupan
Penerbitan Kartu
Identitas Anak
(KIA)

5, Persentase
cakupan Akta
Nikah yang
diterbitkan/
Persentase
penduduk status
kawin yang
memiliki akte
perkawinan

6. Persentase
cakupan Akta
Kematian yarrg
Diterbitkan

7. Jumlah data prolil
kependudukan
yang disusun

kependudukan
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BAB VI

PETA JAJ*A![ (ROADMAPI XEPETDUDTTT{Ar

6. 1. Peta Jalaa lRoadmap] Peagendaliaa Kuantltea Penduduk

Peta Jalan (Roadmap) GDPK pengendalian kuantitasr penduduk dalam

jangka panjang sampai dengan tahun 205O masa akhir GDPK Kabupaten

Toraja Utara ini adalah kondisi dimana terciptanya pertumbuhal

penduduk yang diharapkan seimbang dengan kondisi stasioner. Faktor

resiko dan peluang juga menjadi pilihan utama deLlam penyusunan

Roadmap GDPK Kabupaten Toraja Utara agar dapat menjadi basis

perencanaan dan data bagt terciptanya target jangka menengah

pembangunan Kabupaten Toraja Utara. Indikator kineq a prioritas dalam

rangka pengendalian kuantitas penduduk ditargetkan setragai berikut:

Tabel 6.1
Indltator Horltas daa Rencana Kiner,la

Peagendallaa Kuantitas Penduduk

tz5

Untuk mencapai target kinerja diatas, berikut rincian sasaran,

kebijakan dan strategi, dan program prioritas serta target kinerja setiap

tahap lima tahunan.

1 TotaT Fertilitg Rate i217 2,19

2 Persentase Peserta KB Aktif n.429 22,76

.) Jumlah prwalensi kontrasepsi

modem/ moderContraceptiue (nCPR)
100

4
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak

terpenuhi (unmet need)

513,17

8,74 0,09

5
Jumlah kelahiran remaja umur 15-19 tahun

(Age Specific Fertilitg Rate/ ASFR 15- 19)
3,65
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0

n I]0 0 0 0 0 0 0 0

2,29 2,t92,69 2,59 D@

DP3AP2KE}

wm1gr9g1 m ffi ?reFl

c 392 7

rril nn

Sasaran I : MenurunnyaJumlah Kelahiran Penduduk
Indikator Sasaran : Nilai ?otat Fertilitg Rate o/o

Arah Kebijakan l.l : Peningkatan Kepesertaan ber-KB

Arah Kebijakan 1.2 : Penurunan Angka Kelahiran Remaja

Indikator Kinerja :

Peserta KB Aktif %t

looJumlah Prevalensi Kontrasepsi modern / moder
Contraclptive (mCPRl

o/o 58,17 6t,27 69,01 76,76 84,51 92,25

Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak
uhi {urunet needl

o/o 8,74 6,1l 2,71 1,22 o,49 o,2l o,o9

3,65% 25 2t,54 15,64 I 1,59 7,27 4,88

Base
Satuan line

2023

Target

2035 2o4o 2045 2050
OPDProgram Kegiatan Program

2025 2030

@@@@@@@@

@
1. Pembinaan Keluarga

Berencana
2. Perlindungan

Perempuan
3. Pemenuhan Hak Anak

(PHA)
4. Perlindungan Khusus

Anak
5. Pengendalian

Penduduk

6. Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan
dan Upaya Kesehatan
Masyarakat

7. Peningkatan Kapasitas
SDM Kesehatan

8. Sediaan Farmasi, alat
Kesehatan dan
makanan/minuman

9. Pemberdayaan
masyarakat bidang
kesehatan

Dinas
Kesehatan

Jumlah Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun
(Age Specific Fertili\ Rate (ASFR l5-19)
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Tabel 6.2
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6.2. Peta Jalat lRoa.dtttop) Penlagkatan Kualltas Penduduk

peningkatan kualitas penduduk dalam GDPK Kabupaten Toraja utara

menitikberatkan pada pendekatan pengembangan sumtrer daya manusia

(SDM). Roadmap peningkatan kualitas penduduk merupakan ukuran dan

sasaran baik kuantitaLif dan kualitatif dalam mencapai peningkatan

kualitas penduduk Kabupaten Toraja Utara sampai pada periode akhir

GDPK tahun 2050. Indikator kinerja prioritas dalam rangka peningkatan

kualitas penduduk ditargetkan sebagai berikut :

Tabel 6.3
Indlkator horltas dan Rencaaa

KtacrJa Peningkatan Kualltas Pendudut

46,274,81\1 Umur Harapan Hidup (UHH)

o2 Angka Kematian Ibu (AKI) 2

1 03 Angka Kematian Bayi

0Angka Kematian Neonatal4 L4

728 2 1Prevalensi stuntingq

0,16 o,o26 Persentase balita gizi buruk
0,381.937 Persentase belita gjd kurang

TB success rate (ang)<a keberhasilan

pengobatan TB)
72,77 988

9 Cakupan JKN/ Jaminan Kesehatan Nasional 84,85 99

i0 RT dengan sanitasi layak 100

41,5RI dengan sanitasi aman

91,83

3,77

12 Rata-rata Lama Sekolah 8,51 12,51

13 Harapan Lama Sekolah 13,42 17,97

t4 Angka Partisipasi Sekolah 7-12 tahun 99,41 100

15 Angka Partisipasi Sekolah 13-15 tahun 97,O2 100

16 Angka Partisipasi Sekolah 16-18 tahun 76,45 90

77 Angka Partisipasi Sekolah 19-24 ta-hun

19 Jumlah Anak Tidak Sekolah

2A,69

1.918 1387

20

Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai

Standard Minimum Assesment Nasional

untuk Literasi

79,758,57 *

21

Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai

Standard Minimum Assesment Nasional

untuk Numerasi

5 1 ,O8 "'' 63 I

22 Pendapatan per kapita 45,03 37L,O2
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0,34ti o,29423 Rasio gini

0,34L2,12,24 Tingkat Kemiskinal
1,0925 TPT / Tingkat Pengangguran Terbuka 2,6

26 TPAK / Tingkat Partisipasi Angkatan Ke{a 77 50 86,5

27 TPAK Perempuan 82,2

2a Cakupan Kepesertaan JKN

73,80

86,33 99

Keterangan:
*merupakan hasil perhitungan rerata angka literasi SD dan SMP
**merupakan hasil perhitungan rerata angka Numerasi SD rlan SMP

Roadmap peningkatan kualitas penduduk Kabupaten Toraja Utara

berfokus pada dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sasaran

Roadmap peningkatan dalam jangka pendek akan menciptakan

penyelarasan antara kuantitas penduduk yang seimbanll dengan kualitas
penduduk yang ada, terutama dalam menghadapi imnus demografi.

Adapun rincian sasaran, kebijakan dan strategi, dan program prioritas

serta target kine{a setiap tahap lima tahunan sebagai berikut :
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0n n 0 n ! 0 0

Sasaran 1: Menin tn at Kesehatan Penduduk
81 ,86 84,1 1 a6,2Indikator Sasaran: Umur Harapan Hidup Tahun 7 4.AA 75,69 77,65 79,54

Arah Kebljakan l' l : Peningkatan Cakupan dan Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat terutama bagi ibu dan Anak
melalui terpenuhnya StandarPelayanan Minimal (SPM) Bidang Kes€hatan, Penurunan Kematian Ibu dan Anak meningkatkan
ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar di rumah sakit dan puskesmas, meningkatkan persentase
rumah sakit dan uskesmas terakreditasi rna serta memastikan ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin.
Indikator Kin

oAngka Kematian Ibu (AKI) o 0 o oJiwa 2 0
0 oAngka Kematian Bayi Jiwa I 0 0 0 o
0 oAngka Kematian Neonatal Jiwa t4 J 2 1

Arah Kebijakan 1.2 : Peningkatan status gizi masyarakat
Indikator a

16,5 11,5 6,8 2,rtingPrevalensi stun o/o 28,7 27,5 21,5
0,o9 0,06 o,04 0,03 o,o2Persentase balita gizi buruk o/o o,16 0,14

0,38Persentase balita gizi kurang 1.93 7,72 t,24 0,91 o,67 0,51o/o

Arah Kebi 1.3 tan Pen alian Pen t Menular dan tidak Menular

o, 94 96 98TB success rate (angka keberhasilan pengobatan TB) o/o 7 2,77 81,39 90

99 99Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Vo 84,85 99 99 99 99
Arah Kebijakan 1.4 Peningkatan Akses Air Bersih dan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Indikator Kinerja

100 100 100 100Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak o/o 91,83 95,92 100

36,5 4l,5

l.Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan
dan Upaya Kesehatan
Masyarakat

2. Pemberdayaan
Masyarakat Bidang
Kesehatan

3. Peningkatan
Kapasitas SDM
Kesehatan

4. Sediaan farmasi, alat
kesehatan &
makanan/minuman

5. Pengarusutamaan
gender &
pemberdayaan
Perempuan

6.Peningkatan kualitas
keluarga

T.Pengelolaan sistem
data cender & ana-k

8.Pemberdayaan &
peningkatan keluarga
sejahtera

9. Pengelolaan dan
Pengembangan
Sistem Penyediaan
Air Minum

10. Pengelolaan dan
pengembangan
sistem air limbah

Arah Keb akan 3.3 : Perlind Penduduk Rentan melalui Skegre Perlhdun dan .lami,-,a,-. Sosi.ri Kuur ircnsii <ian

Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman 3,17 3,t7 9 13,2 27 ,71o/o

Baae llne
2023

Target
2035 2040

OPDProgramSatuanProgram 2045 20502025 2030

Indikator a

Dinas
Kesehatan

Dinas PUTR
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Sasaran 2 :

0 n0 0 0 00 0 0

atn a Akses dan Kualitas Pendidikan
tt ,7l 12,514,76 9,34 l0,04 10,83Indikator Sasaran 2.1 : Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 8,51

t6,t7 t7 ,o4 t7 ,9713,71 t4,43 15,16Sasaran 2,2 : Harapan Lama Sekolah (HLS)Indikator Tahun t3,42
Dinas

Pendidikan
tan Akses Penduduk Terhada PendidikanArah Kebi akan 2.1 : Penin

Indikator
100100 100 looAngka Partisipasi Sekolah 7- 12 tahun o/o 99,41 loo 100

100 10097,O2 100 100 100 100Partisipasi Sekolah 13-15 tahun o/o

84,98 a7,49 90Angka Partisipasi SekoLah 16- 18 tahun o/o 76,45 77,45 79,96 82,47
5038,58 42,39 46,t9Angka Partisipasi Sekolah 19-24 tahun o/o 28,69 30,97 34,78

1387t67 0 1568 t47 4Jumlah Anak Tidak Sekolah Orang 1.918 1871 t772
Arah Kebijakan 2.3 : Peningkatan Kualitas Pendidikan
Indikator Kineria :

69,5 79,747 ,33 47 ,33 50,33 59,3
Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai Standard
Minimum Assesment Nasional untuk Literasi 58,57 *

60,8 63,937,71 47 ,7 57 ,7
Persentas€ Satuan Pendidikan yang mencapai Standard
Minimum Assesment Nasional untuk Numerasi 51,08 -. 37,7r

Dinas
Tenaga

Keda dan
Transmigras

i

Dinas Sosial

Sasaran 3 : Meningkatnya Keseiahteraan Penduduk
308,3

5
371,0

245,03 50,79 112,5
I

178,5
5

245,6
8Indikator Sasaran 3. 1 : Pendapatan Per Kapita Ribu

Rupiah
Arah Kelijakan 3.1 : Peningkatan Status Ekonomi Penduduk dengan memperluas kesempatan kerja & grgng{a4g_pengangg{Igg
Indikator Kinerja :

1,091,93 r,65 1,37TPT / Tingkat Pengangquran Terbuka o/o 2,6 2,44 2,2r
85,5 86,581,06 82,0s 83,56 44,5TPAK / Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 77,50
80..5TPAK Percm 78.873,8 74,5o/o

o,2940,334 o,324 0,3 l4 o,304Rasio gini "/o 0,348 0,344
0,68 0,34Tingkat Kemiskinan 9,83 7 54 5,25 2,96

Arah Kebiiakan 3.3 : Pertndungan penduduk rentan melalui skema perlindunmn dan iaminan sosial komprehensif dan ada

1 1. Program Pengelolaan
Pendidikan

12. Program Pendidik &
Tenaga
Kependidikan

13. Program Pelatihan
keg'a dan
produktivitas tenaga
kerja

14. Program
Penempatan Tenaga
Kerja

15. Program
pemberdayaan
sosid

16. Program Rehabilitasi
sosial

17. Program
Perlindungan dan
Jaminan Sosial

1 8. Program Pengelolaan
Sumber Daya
Ekonomi Untuk
Kedaulatan &
Kemandirian Pangan

19. Peningkatan
Di.rersifikegi dex
Ketahalan Pangan
Masyarakat

20. Program
penanganan
kerawanan pangan

Dinas
Ketahanan
Pangan &
Perikaran

99 99 99Ca-kupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional o/o 86,33 99 99 99

Base llne
2023

Target
202s 2030 2035 2040 2045 20sO

OPDProgramProgram

80
/'u r1lt l.t.el:ll 3.2 : Penurunan Jumlah Penduduk Miskin dan Kese an Semakin Berku

Satuan

Indikator Kineria :

a2)

I u. I u,tz

I zz .s
lv"
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6.3. Peta Jalrrt (Roafunap) Penataaa Persebaran dan Peaganrhaa ilobllltas

Peaduduk

Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk dalam

GDPK Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O25-2O5O menyelaraskan dengan

perkembangan pembangunan regional dan amanat UU lVomor 52 Tahun

20O9 pada pasal 33 ayat 1 yang menjelaskan bahwa pengarahan mobilitas

penduduk bertujuan untuk tercapainya persebaran pe,nduduk optimal

dan didasarkan pada keseimbangan jumlah penduduk dan juga daya

dukung alam dan daya tampung lingkungan.

Mobilitas dalam konteks dinamika pembangunan kependudukan

Kabupaten Toraja Utara adalah resiko sub-urban sirockrng, dimana

kondisi ini terjadi karena pembangunan dan dinamika lrerkotaaan tidak

dapat menampung perkembangan baik dari sisi jumlatr penduduk dan

kualitas penduduk Kabupaten Torqia Utara dalam jangka pendek.

Ditegaskan dalam penyelenggaraan pengarahan mobilitas penduduk,

pemerintah daerah perlu melakukan pengumpulan dan analisis data-data

mobilitas/ persebaran penduduk sebagai dasar perencanaan

pembangunan daerah; pengembangan sistem informasi kt:sempatan kerja,

peluang usaha dan pasar keda serta kondisi ,Caerah tujuan;

pengembangan sistem database dan penertibarL pelaksanaan

pengumpulan/laporan, pengolahan, analisis data dan informasi yang

berkaitan dengan mobilitas penduduk; sosialisasi dan ad'rokasi mengenai

kebijakan pengarahan mobilitas penduduk pada instansi terkait;

komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kebijakan ,Can pengelolaan

pengarahan mobilitas penduduk kepada masyarakat; pembinaan dan

fasilitasi pengarahan mobilitas penduduk pada seluruh instansi terkait;

pelaporan data statistik mobilitas penduduk; pemantauan dan eva,luasi

serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengarahan mobilitas

penduduk; serta pengendalian dampak mobilitas penduduk terhadap

pembangunan kewilayahan. Indikator kinerja prioritas dalam rangka

penataan persebaran dan mobilitas penduduk ditargetkan sebagai berikut:

Tabel 6.5
Indikator Horitas dan Rencana KinerJa

Penataaa Pergebaran dalr Pengarahan ilobllltag Prgnduduk

I 0 1 0,03
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No Iadlkator Ba:ellae
2023

Target
2050

Migrasi Netto



Tabel 6.6
Rencaaa KlnerJa Penataan Persebaraa daa Pengarahan Mobllltas Penduduk

Ihbupaten TorqJa Utara Tahun 2ol25-2ol5,0

n

n 0n n 0 0 0 0 0 0

Disnakertrans
Sasaran I : Meningkatnya Pengelolaan Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Indikator Sasaran 1.1 : Persentase Imigrasi Penduduk
Dinas PUTR

Indikator Sasaran 1.2 : Persentase Emigrasi Penduduk
Arah Kebijakan : Pengarahan Persebaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan setiap Dinas

PendidikanIndikator Kineq'a :

Dinas
Kesehatano,03

1. Program
Penempatan Tenaga
Kerja

2. Program
Penyelerrggaraan
Jalan

3. Program Pengelolaan
pendidikan

4. Program Pemenuhan
Upaya Kesehatart
Perorangan & Upaya
Kesehatan
Masyarakat

c

t,87 o,75 0,31 0,13 0 06Migrasi Netto Per l0OO
Orang

O'1

Base

Satuan line
2023 2025

Target

2030 203s 2040 204s 2050
OPDProgram Kegiatan Program
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6.4. Peta Jalrun (Roailmap) Penbangunan Keluarga

Kebijakan pembangunan keluarga dalam GDPK .Kabupaten Toraja

Utara dilakukan untuk mencapai kondisi keluarga yang harmonis,

sejahtera, dan damai yang siap menghadapi perubahan-perubahan yang

sangat cepat. Ketahanan keluarga diharapkan dapat men-iadi sandaran bagi

kelangsungan berkehidupan yang aman, damai, dan stjahtera. Indikator

kinerja prioritas dalam rangka pembangunan keluarga ditargetkan sebagai

berikut:

Tabel 6.7
Indlkator Horltar daa Rencana KlaerJa Pembangunan Keluarga

Adapun rincian sasaran, kebijakan dan strategi, dan program prioritas

serta target kinerja setiap tahap lima tahunan sebagai ber:.kut:

i Jumlah UPPKA 42 151

c
Jumlah Kelompok Bina

Keluarga Balita
65 151

o
Jumlah Kelompok Bina

Keluarga Remaja
151

4
Jumlah Kelompok Bina

Keluarga Lansia
51 1 5 i

Ildlketor I Baeeliie 2025 Target 2O5OIto

54
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na

o I] 0 03 0 0 0 0 0

Sasaran I : Meningkatnya Ketahanan dan Kualitas Keluarga

Indikator Sasaran : Indeks Pembangunan Keluarga

Arah Kebijakan 1. I : Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Indikator Kinerja :

151 151 151 151Jumlah UPPKA Kelompok 42 96 151

Arah Kebljakan 1.2 : Peningkatan Kualitas Pengasuhan dan Perawatan Balita, Remaja dan Lansia termasuk
dan disabilitas

Indikator Kinerja
151Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita Kelompok 65 108 151 151 151 151

151 151 151 t5lJumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja Kelompok 54 l02 151

151 l0.Program perlindungan
dan Jaminan Sosial

ll.Program Rehabilitasi
Sosial

12.Program pernberdayaan
sosial

DP3AP2KB

151

Dinas So

Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia Kelompok 5l 101 151 151 151

Base
line
2023 2025

Target

2030 2035 2040
Program Kegiatan Satuan OPDProgram

2045 2050

t42

Tabel 6.8
Rencana KinerJa Pombangunan Keluarga

Kabupaten ToraJa Utara Tahua 2@6-2o,60

1. Program Pemberdayaan
dan Peningkatan
Keluarga Sejahtera

2. Pengaru sutamaan gender
& pemberdayaan
Perempuan

3. Peningkatan kualitas
keluarga

4. Pengelolaan sistem data
gender & anak

5. Pembinaan Keluarga
Berencana

6. Perlindungan Perempuan
7. Pemenuhan Hak Anak

(PHA)
8. Perlindungan Khusus

Anak
9. Pengendalian Penduduk



6.5. Peta Jalan {Ror;dmap) Peaataan Adrnlnletrasl KependuduAan

Pada prinsipnya roadmap penataan administrasi kependudukan adalah

terwujudnya sistem data kependudukan tunggal dalam perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan untuk memperkuat pembartgunan yang tepat

sasaran. Hingga ditahun 205O diharapkan pelayanan penyediaan data

kependudukan dan pelayanan adminitrasi kependudukan yang berkualitas.

Tahun 205O tujuan dari pengembangan database dan informasi

kependudukan, yaitu menciptakan suatu sistem yang tr:rintegrasi, mudah

diakses, dan menjadi bagian dari penlusunan kebijakan berbasiskan pada

fakta dan data (evidence based policE makingl. Indikator kinerja prioritas

dalam rangka penataan data dan informasi srlrt€. administrasi

kependudukan ditargetkan sebagai berikut.

Tabel 6.9
Indlkator h{orltas dan Rencana Kinerja
Penataan Adairtstrasl Kependudukan

Strategi, dan program prioritas serta target kinerja setiap tahap lima
tahunan sebagai berikut:

I Persentase penduduk yang
memiliki kartu keluarga 100 100

2
Persentase penduduk yang
memiliki KTP Elektronik 97,42 100

3
Persentase Penduduk umur 0-
17 Tahun dengan kepemilikan
akte kelahiran

94,O4 100

4
Persentase
Penerbitan
44el (KIA)

cakupan
Kartu ldenLitas 43,74 100

5

Persentase cakupan Akta Nikah
yang diterbitkan/ Persentase
penduduk status kawin yang
memiliki akte perkawinan

100

6 Persentase cakupan Akta
Kematian yang Diterbitkan 100

54,8

100

L43

20,23 I 2050
BaeellneNo IndlLator



Tabel 6.10
Rencana KtnerJa Penataan Admlnlstrasl Kepeadudukan

Kabupaten ToraJa Utara Tahun 2O25,-2O5;O

oo
n

n 0 0 0 00 0 0 C 0

Sasaran I : Meningkatnya Cakupan Pelayanan Penyediaan Data Kependudukan dan Pelayanan Administrasi
dudukan Berkualitas

Indikator Sasaran : Cakupan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital
Arah Kebijakan 1.1 : Peningkatan Cakupan Kepemitkan Identitas Kependudukan Digital melalui penataan dan

lolaan database dudukan
Indikator Kinerja

100100 100 100 100Persentase penduduk yang memiliki kartu keluarga o/ 100 100

too 100 100 100Persentase penduduk yang memiliki KTP Elektronik Yo 97,42 100 to0

100 100
Persentase Penduduk umur O - 17 Tahun dengan
kepemilikan akte kelahiran

o/o 94,O4 100 100 100 lo0

100
Persentase cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak
(KIA) 43,74 47,91 58,33 68,74 79,t6 89,58%

43,26 91,6374,4966,5258,15

100 100 100% 100 100 100 r00
65 65Jumlah data profil kependudukan yang disusun Dok 65 65 65 65

Satua
n

base
line
2023 2025

Target

2030 203s 2040 204s 2050
OPDProgram Kegiatan Program

54,8 100

1. Program
Pencatatan Sipil

2. Program
Pengelolaan
Informasi
Administrasi
Kependudukan

3. Program
Pengelolaan
Profil
Kependudukan

4. Program
Penyelenggaraan
Pengelolaan
Informasi
Administrasi
Kependudukan

Dinas
Kependudukan

Penca
Sipil

Persentase cakupan Akta Nikah yalg diterbitkan/
Persentase penduduk status kawin yang memiliki
akte kawinan
Persentase cakupal Akta Kematian yang Diterbitkan

o

65

t44



BAB VII

PEI{UTUP

7.1 KTSIMPULIIN

I

c

Pengendalian kuantitas penduduk dimaksudkan untuk menjaga

keseimbangan antara jumlah penduduk dengan sumberdaya dan

kualitas hidup yang memadai. Pengendalian keantitas penduduk

bertujuan untuk mengurangi atau menjaga laju pertumbuhan

penduduk tetap terkendali dengan sasaran menurunnya jumlah

kelahiran penduduk.

Peningkatan kualitas penduduk dapat dilakukan melalui

peningkatan kualitas pendidikan, kesehata::, dan ekonomi.

Peningkatan kualitas penduduk ini <litujukan untuk

meningkatkan nilai Indeks Pembangunal Manusia (IPM) sebagai

tolak ukur meningkatnya kualitas manusia. Trrj uan ini difokuskan

untuk mencapai sasarzrn meningkatnya clerajat kesehatan

penduduk yang dicerminkan dari capaian umur harapan hidup

yang semakin meningkat, meningkatnya akses dan kualitas

pendidikan yang diindikasikan oleh meningkatnya rata-rata lama

sekolah dan harapan lama sekolah dem meningkatnya

kesejahteraan penduduk yang ditandai dengan pendapatan per

kapita yang semakin meningkat, menurunnya kesenjangan

pendapatan, dan menurunnya tingkat kemiskinan.

Penataan persebaran dan pengarahan mobilitasr penduduk masih

terpusat di ibukota kabupaten, yaitu Kecamatan Rantepao.

Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk

dilalsanakan dengan mengupayakan peningkatan mobilitas

penduduk yang bersifat tidak tetap dengan q:ara menyediakan

berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di

beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan
mobilitas penduduk; dan mengurangi mobilitas penduduk ke kota.

Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk ini
ditujukan untuk mengoptimalkan penataan persebaran dan

mobilitas penduduk

Pelaksanaan pembangunan keluarga belum rnaksimal karena

belum semua kelurahan/ lembang memiliki kt:lompok tri bina

keluarga. Pembangunan keluarga bertujuan untuk mewujudkan

J

4
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keluarga

keluarga

yang yang mempunyai ketahanan dan kelentingan

yang mampu berkontribusi secara optimal dalam

kehidupal masyarakat, bangsa, dan negara'

penataan data dan informasi serta administrasi kependudukan

bertujuan untuk mewujudkan sistem data keperrdudukan tunggal

dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk

memperkuat pembangunan yang tepat sasaran ' Kondisi saat ini'

telah dilaksanakan sesuai ketentuan, narnurt untuk cakupan

penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) belum mal<simal'

7.2 REKOUEI{DASI

1. Pengendalian kuantitas penduduk dapat d ilakukan melalui

pelaksanaan prograrn Pembinaan Keluzrrga Berencana,

Perlindungan Perempuan, Pemenuhan HeLk Anak (PHA),

Perlindungan Khusus Anak, Pengendalian Penduduk, Pemenuhan

Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Keseliratan Masyarakat,

Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan, Sediaan Farmasi, alat

Kesehatan dan makanan/ minuman dan Pemberdayaan

masyarakat bidang kesehatan.

2. Peningkatan kualitas penduduk dapat dilakukan melalui

pelaksanaan program Pemenuhan Upaya Kest:hatan Perorangan

dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Pemberd ayaan Masyarakat

Bidang Kesehatan, Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan,

Sediaan farmasi, a,lat kesehatan & makananf minuman,

Pengarusutamaan gender & pemberdayaan Perempuan,

Peningkatan kualitas keluarga, Pengelolaan sistem data gender &
anak, Pemberdayaan & peningkatan keluarga sejahtera,

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Peny ediaan Air Minum,

Pengelolaan dan pengembangan sistem air li:mbah, Pengelolaan

Pendidikan, Pendidik & Tenaga Kependidikan, I)elatihan kerja dan

produktivitas tenaga kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Program

pemberdayaan sosial, Rehabilitasi sosial, Perlindungan dan

Jaminan Sosial, Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk
Kedaulatan & Kemandirian Pangan, Peningkatal Diversifikasi dan

Ketahanan Pangan Masyarakat dan Penanganan kerawanan

pangan.

5
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3. Penataan persebaran dan pengarahan mobilita s penduduk dapat

dilakukan melalui pelaksanaan program Pe nempatan Tenaga

Kerja, Penyelenggaraan Jalan, Pengelolaan pendidikan dan

Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan

Masyarakat.

4. Pelaksanaan pembangunan keluarga dapat dilakukan melalui

pelaksanaan program Pemberdayaan dan Pen.ingkatan Keluarga

Sejahtera, Pengarusutamaan gender & pemberclayaan Perempuan,

Peningkatan kualitas keluarga, Pengelolaan sistem data gender &

anak, Pembinaan Keluarga Berencana, Perlind ungan Perempuan,

Pemenuhan Hak Anak (PHA), Perlindunga:n Khusus Anak,

Pengendalian Penduduk, Rehabilitasi sosial, perlindungan dan

Jaminan Sosial dan pemberdayaan sosial

5. Penataan administrasi kependudukan dapat dilakukan melalui

pelaksanaan prograrn Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan, Pengelolaan Profil Kependudukan

dan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan.

Grand Design Pembangunan Kependudukan (G DPK) merupakan

dokumen perencErna,rn pembangunan berwawasan ke;cendudukan yang

dapat digunakan oleh seluruh pelaku pembangunarr daerah. Untuk

memastikan integrasi dan implementasi GDPK dala'm pemb€mgunan

Kabupaten Toraja Utara, ditetapkan kaidah pelaks:u:aannya sebagai

berikut:

l. Grand Design Pembangunan Kependudukan ini berlaku selama 25

(dua puluh lima) tahun dan dapat ditinjau kembali l(satu) kali

dalam 5 (lima) tahun.

2. Grand Design Pembangunan Kependudukan irri menjadi acuan

dalam penyusunan dokumen perencanaan daeratr jangka panjang

dan menengah dalam rangka mewujudkan pem.bangunan daerah

yang berwawasan kependudukan melalui penjabaran dan integrasi

Grand Design Pembangunan Kependudukan k,e dalam Rencana

Pembangunan Jangka Pemerintah Daerah (RPJPD) dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RFt MD) Kabupaten

Tora,ia Utara serta Rencana Strategis (Renstra) .Perangkat Daerah

terkait.



3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Grand Design Pembangunan

Kependudukan ini dilakukan setiap tahun clan lima tahunan,

sepanjang kurun waktu berlakunya GDPK ini.

4. Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Toraja

Utara periode 2O25-2O5O ini harus dilaksan,akan oleh seluruh

Perangkat Daerah terkait secara sungguh-sungguh, konsisten,

disiplin, dan bertanggungjawab, serta merLjadi arahan bagi

seluruh pelaku pembangunan daerah untuk turut terlibat dan

berpartisipasi dalam pembangunan daerah yang berwawasan

kependudukan.

ORAJA UTARA

4-

s BASSANG
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1.48


